
IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PENELITIAN RANCANGAN MODEL PEMBERDAYAAN... ABD.SHOMAD 



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PENELITIAN RANCANGAN MODEL PEMBERDAYAAN... ABD.SHOMAD 



\ 

LAPORAN AKI-IIR TAHUN I 
I'ENELITIAN DASAR UNGGULAN I' E RG URUAN T INGG I 

(PDUPT) 

~'C-I!:> 
\c-¥-- -1.. 

'v'l{ 0':; {\ Cj 
c;.\J\o 

'\ 

RANCANGAN MODEL I'EMBERDA YAAN APARATUR 
DESAMELALUI I'EN INGKATAN I'ROFES IONALITAS DALAM 

I'ENGELOLAAN DANA I)ESA 

TAI IUN KE I DARI RENCA A 3 TA IIUN 

Prof. Dr_ Abci. Shomad,.S.I-i. _M. J-J1 0020056704 
Pror. Dr. Tatick Sri Djatmiati, S.I L, rvl.S I 0006035004 

Bnmbang Suhcryadi , SI-! . M. IItUll 10028096801 

DIBIAYAIOLEII: 
DIREKTORAT RISET DAN PENCABIJ IAN iVIASYARAKAT 

DIREKTORAT .llcNDERAL I'ENGUATAN RIS I<:T DAN I'li: :-':GEMIlANGAN 
KEMENTERIAN RI SET, TEKNOLOGI , DAN I'ENDIDIKAN T1 NGG I 

SESU,\I OENGAN PER-JAN.HAN PENDANAAN PENELITIAN DAN !'ENGAIlD IAN 
KEPADA MASYARAK.AT 

NOM OR: 112/SP2HfPTNIlI-I!I)I{I'MI20 18 

UN IV ERS ITAS AIRLANGGA 
NOVEMBER 20 18 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PENELITIAN RANCANGAN MODEL PEMBERDAYAAN... ABD.SHOMAD 



Judui 

PCll clitiJPc\a ksa na 
Nama Lcngkap 
Pcrgunwn T inggi 
NIDN 
Jabatan Fungs ionai 
Program Studi 
Nomor H P 
Alu ma! sure I (e-ma il ) 
1\11:;:;o t:l (I) 
Nama Lcngkap 
NIDN 
Pcrguruan Tinggi 
A I1:;gOI:l (2 ) 

Nama Lcngkap 
NIDN 
Pcrguruan Tinggi 
In stitu si M itra Uika ada) 
Nama InSli lllsi Milra 
Alamat 
[lcnnnggung Jawab 
Tahull Pdaksanaan 
Biaya Tahun Bcrja lan 
Biaya Kcscluruhan 

I-I ALAMAN PENGESA II AN 

i-IukulH 

Rancangan Model Pcmbcrdayal.l l1 Apawtur Desa Mela lui 
Pcningkatan Profcs ionali tas Dalam Pengeioiaan Dana 
D~~sa 

Dr ABDUL SI-IOMAD, S. H. , M.H 
Un iversita s A iriangga 

: 0020056704 
: Guru Bcsar 

Kcnolarialan 
: 081 553323456 
: sishollmd@yahoo.co.id 

: TATIEK SRI DJATMIATI 5.1-1. 
: 0006035004 

Un iversi tas Airiangg<l 

Dr BAMBA NG SU I-IERYA DI S_ H _, M. Hum 
: 002809680 I 

Univcrsilas Airlangg'l 

: Tahun kc I dar i rCtlcanH 3 tahull 
Rp 100,000,000 

: Rp 300,000,000 

Kola Surabaya, 2 - II - 2018 
Kelua, 

( Dr ABDUL S J-J OMAD, 5 .1-1. _ M. I-I) 
NIi'IN IK 19670520 1992031002 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PENELITIAN RANCANGAN MODEL PEMBERDAYAAN... ABD.SHOMAD 



RINGKASAN 
Alokasi anggarnn cirm:'1 rlesa pad a 2016 sck itar Rp40 trililln, ntau naik dari anggaran 

2015 scbcsar Rp20,7 trili un. Setidaknya ada 14 potcnsi pcrsoalan. Salah satunya, 
pcrsoalan rcgulasi. Ada pcrubahan alman dari PP No 60/20 14 Il1cnjadi PP No 22/20 15 
yang mcngakibatkan rormula pcmbagian dana dcsi.l bl:rubah. Ocngan Lahirnya UU 
Nomor 6 Tahun 2014 leillang Desa maka ha l ini scbcnarnya mcnjad i herbh bagi clcsa
dcsa eli sc luruh Indoncsia akan tetapi akan mcnjadi musibah apabib tidak diba rengi 
dcngan pcngclolaan yang dapa t dipcrlanggungjawabkan baik sccara hllkum m<lllpun 
SL'cara polilik. 

Hal yang paling menonjol dirasakan olch masyarakat tcrkail dl.!ngilll adanYH dana 
desa aclalah liang ncgara yang didist ribusikan kc dcsa bolch jadi bukan scbagui bcrkah 
bagi para masyarakat, Illclainkan Illusibah akibat di sa lahgllnakan aparat dcsa. 
rVleningkatkan Profesionalitas pcngclolaan dana ul.!sa illl ll'\l.!rupakan suatu jawaban yang 
t~pat untuk mcnl.:l11ukan solusi bcrbagai pcnnasalahan pengclolaan dalulll pengdolaan 
dnna desa . Pclunya bjinn pcncegahan korupsi dana dcsa sl.!lo:ara Koprc.:hcnsh ip dan 
holistik 

TlIjllan pcnclilian Menemukan Rancangan Model Pcmberdayaan Aparatur Ocsa 
Mclalui Pcningkman prorcsionalilas Oalam Pengclolaan Dana Dcsa Untuk Illcngkaji 
masalah dan mcnGtpai tujuan t('rscbut maka digunakan pcnddatan kualit<ltir Socio 
Legal Research Pl.!ndc.:katan ini Illengakji 1lll.lsalah penelilian scla in dari aspck normatir 
juga dari aspck sosiologis yang dikaji secara multi disiplincr tcrlltama dari disiplin ilmu 
hukum pidana, hukulll pcrdata. 

Kcsimpu lan dari pcnditi:lll ini adalnh I. Scbel ulll dibcrl akllkannya Undang
UndOIng Nomor 6 Tahun 20 14 Tc.:ntang Desa. Kepala Desa mcmplInya i kem,;nangan 
Illcngelola keuangan dcsa dcngan mcminla perscilijuan dari J3adan I'cnnusyawaratan 
Desa. schingga BPD mcmpunyai hak lIntuk lllcncrima dan Illl.!l1olak rc.:nc ana pcngclolaan 
kcuangan desa. 13crdasark:::n Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tcntang Dl'sa. 
kc\\"cnangan Kcpala Dcsa dalnm pt:ngelolaan dana dcsa mcnjadi Ic.:bih Illas karc.:na hunyu 
sebatas Illcminta pcrtimbangan Bad an I)cnnllsyawara tan Des;:! (fWD ). BPI) tidak 
mcmpunyai hak untuk mcnolak rcneana pl.!ngelolaan dana dcsa yang diajukan okh 
Kcpala Dcsa. 2. FaklOr-faktor yang bcrpcngaruh pada pcngdolaan dana dcsa llntara lain 
(a) Kurang adanya keteriibatan masyarabt dalam proses pcrcncanaan dan pcngawasan 
dana dcsa. Akses masyarakat untttk mcndJpatkan inrormasi pengelolaan dana desa dan 
terlibat aktir da lalll pcrcneanaan dan pengclolaan pada prakt iknya banyak dibatasi. (b) 
Faklor kedua adalah terbnt<.\snya kompetcnsi kcpilla ck sa dan pl.!rangkat dcsa. 
Kctcrbatasan ini khususnya mcngcnai tck nis pengclolaan dana dcsa. pcngacban barang 
dan jasa. dan penyusllnan pcrtanggun~n\Vaban kcuangan desa. (c) Faktor kctiga adalah 
tidak opt imalnya Icmb<lga-lcmbaga dcsa yang bajk seenra langsung maulJun tidak 
mcmainkan per~U1 penting dalam pcmbcrdayaan masyarakat dan dClllokmsi tingkat desa, 
scperli Badan Permllsyawaratan Dcsa (I3PO) dnn lainnya. (d) Faktor kcempat yang tidak 
kalah pcnt ing untuk di pcrhaJikan ac!abh pcnyaki t cos/ politik tinggi akibat kompctitifilya 
arena pemilihan kepala dcsa. Mcningkatnya anggaran dcsa discrtai dcngml mcningkatnya 
minm banyak pihak ulltuk maju dalam pcmilihan kcpa la dcsa tanpa ugcnda dan 
komitmcn tllcmbangull desa. 3. Ada tiga upaya yang dapat dil akukan untuk 
mcn ingkatkan prorrcss ional aparatur dcsa cla lama tl\l.!ngc lo la dana desa Pertama. kepa la 
dcsa dapat Illcnyusun struktur pcrangkat desa dan Illcngisi personi I scsstla i dcngan 
kompctcnsi eli bidangnya khususnya bidang yang tllcngclola kcuangan dcsa. Pcmilihan 
orang-orang in; bcrtujuan agar pcngclolaan n:lntinya bcrs ifat terorgatli sir dan tcrstrllktur 
schingga dapat di pe rtanggungjaw<lbkan; sl.!pe rti dalam pcmcli han sc.:k rctari s dcsa oleh 
kcpala dcsa. Dalam pasal 26 ayat (2) huruf" b UU Oesa discbulkan bahwa kcpala desa 

III 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PENELITIAN RANCANGAN MODEL PEMBERDAYAAN... ABD.SHOMAD 



berhak mcmilih perangkat desa. Datam pasal 48 hurur a UU Desa', disebutkan bahwa 
salah satu perangkat desa adalah secretariat desa. Kedua, transparansi dan akuntabel, 
sehingga masyarakat tiuak akan bt!rsifat skeptis tcrhadap rcalisasi penggunaan Dana 
Desa. Ketiga, dalam hal penggunaan/penyaluran dana tersebut hanis ada pengawasan 
masyarakat lewat Badan Perrnusyarawatan Desa (BPO). Dalam Peraturan Pemerintah 
No. 43 Tahun 2014 Pasal 51 disebutkan bahwa laporan keterangan penyelenggaraan 
pemerintah desa dapat digunakan oleh BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan 
kinerja kepala desa. Dengan adanya fungsi tersebut diharapkan masyarakat dapat 
menjadi mekanisme kontrol lewat BPD, dan BPD sendiri diharapkan dapat menjalankan 
perannya semaksimal mungkin terkait penggunaan anggaran. Selain bent uk peningkatan 
profesionalitas dalam segi kapabilitasl hardskill dalam mengelola keuangan desa, hal 
yang tidak kalah penting adalah peningkatan profesionalitas dalam segi softskill. 4.Model 
pemberdayaan aparatur desa dipcrlukan adanya materi-materi yang terkait dengan 
Hukum, Kuangan Negara, Etika Pelayanan Publik dalam melakukan pemberdayaan 
diperlukan adanya Pcndampingan langsung dalam pengelolaan dana desa. Oalam 
meningkatkan kompetensi aparatur desa dalam penegloaan dana desa salah satu yang 
bisa digunakan adalah melalui model capacity building meliputi: (1) Pengembangan 
sumber Daya Manusia (SDM) yang berfokus pada ketersediaan tenaga teknis dan 
profesional. (2) Penguatan organisasi yang berfokus pada sistem manajemen. (3) 
Reformasi kelembagaan yang berfokus pada lembaga dan system yang lebih akuntable 
dan transparan. Dalam penelitian inj disarankan I.Perlu adanya paradigma baru dalam 
melihat peran aparatur desa. Aparatur desa bukan hanya sebagai pelayan masyarakat 
dalam pembangunan des a yang cenderung berorientasi pada pelayan masyarakat akan 
tetapi perlu adanya kesadaran bahwa aparat desa juga mcrupakan agen perubahan yang 
dapat mendorong masyarakat untuk dapat terlibat dalam setiap pemecahan masalah -
masalah yang dihadapi masyarakat. 2.Peningkatan kompetensi aparatur des a dalam 
pengelolaan dana desa merupakan langkah strategis yang harus dilakukan agar dalam 
pemanfaatan desa dapat lebih optimal bukan hanya berrnanfaat bagi kepentingan publik 
akan tetapi diharapkan dapat menjadi daya ungkit yang tingi bagi pembangunan di 
pedesaan. Untuk itu diperlukan adanya dukungan semua pihak terutama pemerintah 
daerah maupun stakeholder lainnya yang diharapakan dapat ikut berkontribusi positif 
dalam setiap penggunaan dana desa. 

Kata Kunci: Aparatur, Desa,korupsi, Kompetensi, Model 
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SUMMARY 
The budget allocation for village funds in 2016 was around lOR 40 trillion, up from 

the 2015 budget of IDR 20.7 trillion. There are at least 14 potential problems. One of them is 
regulatory issues. There is a change in the rules from PP No. 60/2014 to PP No. 22/2015 
which has resulted in a change in the village fund distribution formula. With the birth of Law 
Number 6 of 2014 concerning Villages, this is actually a blessing for villages throughout 
Indonesia but will be a disaster if it is not accompanied by management that can be accounted 
for both legally and politically. 

The most prominent thing felt by the community related to the existence of village 
funds is that state money distributed to villages may not be a blessing for the community, but 
rather a disaster due to misuse of village officials. Increasing the professionalism of 
managing village funds is an appropriate answer to find solutions to various management 
problems in managing village funds. The need for a Koprehenship and holistic prevention of 
village funds corruption 

Research Objectives Finding Design of Village Apparatus Empowerment Model 
Through Professionalism Improvement in Village Fund Management To study the problem 
and achieve these objectives, a qualitative approach of Socio Legal Research is used. criminal 
law, civil law. 

The conclusion of this study is 1. Before the enactment of Law Number 6 of 2014 
concerning Villages, the Village Head has the authority to manage village finance by 
requesting approval from the Village Consultative Body, so that the BPD has the right to 
accept and reject village financial management plans. Based on Law Number 6 of 2014 
concerning Villages, the authority of the Village Head in managing village funds is broader 
because it is only limited to asking for consideration from the Village Consultative Body 
(BPD). The BPD does not have the right to reject the village fund management plan 
submitted by the Village Head. 2. Factors that influence the management of village funds 
include (a) Lack of community involvement in the planning and supervision of village funds. 
Community access to information on village fund management and active involvement in 
planning and management is practically limited. (b) The second factor is the limited 
competence of village heads and village officials. This limitation is particularly concerning 
the technical management of village funds, the procurement of goods and services, and the 
preparation of village financial accountability. (c) The third factor is not optimal village 
institutions that directly or indirectly play an important role in community empowerment and 
village-level democracy, such as the Village Consultative Body (BPD) and others. (d) The 
fourth factor that is no less important to note is the high political cost discase due to the 
competitive arena of village head elections. Increasing village budgets are accompanied by 
increasing interest in many parties to advance in village head elections without the agenda 
and commitment to develop the village. 3. There are three efforts that can be made to 
improve the proffessional internal village apparatus to manage village funds. First, the village 
head can arrange the structure of the village apparatus and fill the personnel in accordance 
with competencies in their fields, especially those that manage village finance. The selection 
of these people is intended so that the management will be organized and structured so that it 
can be accounted for; as in the removal of the village secretary by the village head. In article 
26 paragraph (2) letter b of the Village Law, it is stated that the village head has the right to 
choose the village apparatus. In article 48 letter a of the Village Law, it is stated that one of 
the village apparatus is the village secretariat. Second, transparency and accountability, so 
that people will not be skeptical of the realization of the use of Village Funds. Third, in terms 
of the use 1 distribution of these funds there must be public supervision through the Village 
Consultative Body (BPD). In Government Regulation No. 43 of2014 Article 51 states that an 
information report on the implementation of village government can be used by the BPD in 
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carrying out the supervisory function of the village head's performance. With this function, it 
is expected that the community can become a l:uutwl J1Ict.:ltauislIl through tht! BPD, aUtI tht: 
BPD itself is expected to carry out its role as much as possible related to the use of the 
budget. In addition to the form of increasing professionalism in terms of capability / hardskill 
in managing village finance, something that is not less important is increasing 
professionalism in terms of soft skills. 4. The village apparatus empowerment model requires 
materials related to law, state finance, public service ethics in empowering needed direct 
assistance in the management of village fund~. 

Keywords: Apparatus, Village, corruption, Competence, Model 
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Rahmatnya sehingga penelitian dapat dilakukan dengan lancar. 
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dalam pelaksanakan penelitian ini , oleh karena itu maka dengan adanya laporan 

kemajuan ini mudah-mudahan dapat memberikan informasi agar dapat dievaluasi 

sehingga penelitian sclanjutnya dapat dilakukan lebih baik. Oleh sebab itu diharapkan 
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Vll 

Surabaya, Nopember 2018 
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1. 1. L!lt~1r Bcla l<:lll g 

I3A I3.1 

PENDAH UL UAN 

Alokasi anggaran dana desa pada 2016 sckilar I<p40 IriJilln, aWu naik dari 

an~garall 20 15 st: besa r Rp20.7 trili un . agar komitmen pcmcrintnh da lmn 

mengalokasikan dana desa scbcsar Rp 1 miliar per desa c1apal Ic rca ii sasi . ( 

http ://www.kcuangandcsa.com) I lasi l kajian KPK scjumlah potensi pcrsoalan 

pcngclolaan dana dcsa se lallla pcnya luran lahar pCrlama eli 63 kabupatcn. 

Setidaknya adJ. 14 pOlensi persoa lan. Salah satunya, persoa ian rcgu las i. Ada 

pcrubahan alman dari PP No 60/2014 mcnjad i PP No 22/20 15 yang 

mcngakibatkan rormula pembagian dana dcsa bcrubah. (hIlPs://www.kpk.go.id) 

Dengan I.ahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 (C[llang Dcsa maka hal ini 

scbcnarnya 1l1cnjadi bcrkah bagi dcsa-dcsa eli se lllruh Indones ia akan tCla pi abn 

menjad i Illll sibnh apab ila tidak dibarcngi dcngan pengclola,:U1 yang dapat 

dipc rtanggll ngjawabkan baik seem·a hllkum lllallplIll seearn politik. Sdama waktu 

5 (lima) lahun ini La poran Pcrtanggungjawaban Pemerinlah Dcsu (L PJ ) kcpada 

masyarakat di dcsa Taras dinilai bc lul11 optimal Aku nla bilitas PClllc rintah Desa 

dalam bent uk Lapo ran Pcrlanggllngjawaban Pcmcri ntah Dcsa (LPJ ) kepada 

rnasyarakal eli dcsa di sampaikan sceara tuli san mclalui media-mcdia informasi 

yang ada eli Kantor Dcsa kcpada masya rakat melalui BP J) dan lisan mcla lll i 

Kinc lja Pemcrinlah Dcsa DaJam Pcm ba ngllnan InfraSlrllktur ( tvlaya Rosali na : 

201 3,). 

Unt uk mcnccgah timbulnya korupsi maka di pcrlukan adanya s istc l11 

pcngclo laa n dana dcsa yang dapal mcni ngkatkan pro f"cs ioalilas apura t d csa dalam 

pcngclotaan danu dcsa. Pada Undang-Unclang No. 72 Tahlln 2005 lcntang dcsa 

pada pasa l 14 aym 2 Illcnjclaskan bahwi.\ kcpala dcsa da lam Illclaksanakan tugas 

pcnyelengaraan urllsan pC1l1crintaha n, pcmbangunan dan kcmasyarakrall 

mempun yai wcwcnang untuk mcngkoordinasikan secara parti si pa lif. Se la in itu 

sistcJ11 dcmokrCls i j uga mCllcbnknn ba hwa partis ipasi masyarakat da lam 

mcwlIjudkan pcmcrintahan yang akunta bc l. transparan dan rcspollsi r tcrhadap 

kcbuluhan masyarabta illl sangat pcnling. ( http ://www.kompas iana. com) 

Pcnditian ini <Ibn mcngkaji Icbill dalam dan Icbill komprchs nsh ip dan 

Icbih holi sl ic tcrbit dcngan pcnccgahal1 korupsi da na desa, pcnc litian ini akan 
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lebih memfocuskan pada upaya peningkatan profesionalitas aparatur desa dalam 

pengeloaan dana desa schingga dengan adanya kompetensi aparatur dcsa yang 

meningkat akafl rncngurangi resiko terjadinya tindak pi dana korupsi. Selain itu, 

akan ciilakukan kajian yang mcmfocuskan pada implcmcntasi dari rancangan 

modd yang ditemukan pada penelitian ini. I Jntllk mcngimplementasikan sistem 

tersebut maka perIu dikaji hal-hal yang terkait dengan pembuatan aturan dalam 

tataran taktis dan teknis. Hal ini penting untuk dilakukan agar pada tataran 

implementasi sistem dapat dipahami dan dipedomani masing-masing lembaga 

yang diharapkan dapat mclaksanakan fungsinya secara optimal agar pengelolaan 

keuangan dacrah dapat bcnar-bcnar cfcktif dan efisien, scrta bcrpihak pada 

kepcntingan publik . 

Tuuan pcnclitian ini untuk Mencmukan Rancangan Model Pcncegahan 

Tindak Pidana Korupsi Dana Dcsa Mclalui Pcningkatan Profesionalitas Aparat 

Dcsa Dalam Pengelolaan Dana Desa Dengan demikian hasil pcnelitian ini 

diharapkan dupat bcrmanfaat scbagai acuulv'prototype bagi seliap upaya 

pcningkatann profcsioanalitas aparat desa dalam mcngelola dana dcsa sehingga 

korllpsi dapat diccgah sedini mungkin. 

Untllk mengkaji masalah dan mcncapai tlljllan tersebut maka digllnakan 

pendekatan kllalitatif Socio Legal Research (Afdol, 2008: 11) Pendekatan ini 

mengakji masalah pcnelitian sclain dari aspck normatif juga dari aspek sosiologis 

yang dikaji secara multi disipliner terutama dari disiplin ilmu hllkum pidana, 

hukum administrasi. 

1.2. Pcm~lsahlhan Pcnclitinn 

Hal yang paling menonjol dirasakan oleh masyarakat terkait dengan 

adanya dana dcsa adalah uang negara yang didistribusikan kc desa boleh jadi 

bukan sebagai berkah bagi para masyarakat, melainkan musibah akibat 

disalahgunakan aparat dcsa. Masyarakat layak dibayang-bayangi ketakutan 

terhadap kcmungkinan terjadi booming korupsi yang membuat konstruksi 

kehidupan desa mcnjadi karut-marut. ( hUp:/Iwww.kcuangandesa.com/201SI 

) Dengan adanya pemomena terscbut diperlukan adanya upaya untuk 

meningkatkan efektifitas dan efisiensi serta tepat sasaran sehingga 

pemanfaatan dana desa dapat meningkatkan dinamika pembangunan di daerah. 

Meningkatkan Profesiollalitas pcngelolaan dana desa itu mClUpakan suatu 
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jawaban yang tepat unluk IIlcJlI:mukan solusi bcrbagai pcrmasalahan 

pengelolaan dalam pengelolaan dana desa. Pelunya kajian pencegahan korupsi 

dana des a secara Koprehenship dan holistik Dalam penelitian ini dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor Apa saja Yang Menghambat Peningkatan Profesionalitas 

Aparat Oesa Oalam Mengelola Dana Desa? 

2. Bagaimana Upaya Mcningkatkan Profesionalitas Aparat Desa Dalam 

Mengelola Dana Oesa Untuk Mcncegah Terjadinya Korupsi Dana Desa? 

3. Bagaimana Rancangan Model Pemberdayaan Aparatur Dcsa Melalui 

Peningkatan Profesionalitas Dalam Pengelolaan Dana Dcsa Untuk 

Menccgah Adanya Tindak Pidana Korupsi? 
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BABII 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Prnciili :IIl Tcnlahulu 

Tcrkai t dcngilll pcnd iliall i lli maka berik ul ini dikem ukakan bcbcrapa hasil 

pl'lld i!ian y<lIIb scbd ulllnya pcrnah di lak ukan oJch bcbcrapa pcncli ti :; c bdunlll)'~1 

scbagai bcrik ut: Dalam pcncl iti an Ilcrini d isarankan untuk men ingkatkan pclayanan 

pubtik yang sCllwkin proli.: ss ional rnaka peril! dikaji Icbih lanj ul m<lsalah-masalah 

ya ng bcrk aitan dcngan S DN! . ( I lc rini Si ti Aisyah: 2006: 38) Perll! aclanya kajian 

lagi ull luk Icbih Ill cngcdc pankan pcndckatan moral dari pada pcndckal <1 11 yang 

Icgal is li k llo rmat ir. (Sus i RalnaW<1 li, 2006 :39) Upaya peningblan pclayanan publ ik 

juga hnrus I11clalui pcni ngka tan pcril ak u pcgawai. Dan pcncrapan Good governance 

clapa\ di lihat dari lransparan da n ak unta bcl tidaknya pclnyamm publi k yang 

di bcri ka n. ( S usi RalllilW:lli . 2007:58) Scdan gkan has il pcnC\ ilian ( Lilly Raml i: 

2006:47) mcnycbulkan bahw<l di dalarn Pcri laku Pro l'c s ional is mc hcndak nya sciu lli 

d idasarkan pada alurall ~a turan hll kulll , Koele Eli k scrta lransparas i dan akulll ab lc 

dalum Illc lllbcrikan pc lY:'lIIuna kcpada pllblik. Pcrlll nya d is iapkan S DM yang bcnar

bClla r Ill Ct lllpli mcmbidangi pcmgc lo1aan kCliangan dacrah baik sccam adlllini st ras i 

(akuntans i), mallpun sccara nonnalil' ainu ho kum. ( ll e rini S iti A isyah. 20t I : S t ·82) 

F"klo r -I~\ktor yang Illcnghambal pcngawasan kcuangan Ncgara untu k dapal 

mcwuj udkan Good Govem{[lIce dala lll pcngclolaan kCliangan Ncgara eli dac rah 

anIma la in adalah (a) l'vlasalah SDM , (b) Masalah sistem .. (c) Masa lah budaya 

le rti b ad mi n islrasi dan tcrtib hokum (d) ivlasa lah budaya feoda l. ( I lcri ni S iti Aisya h 

_ 20 13:46 ) Prinsip-prinsip Good GOl'ernance da lam pcnyclcngga raan 

pcmcrin lahan . sclaras dcngan prinsir lransparans i dan akuntab il iws sehingga 

diharapkan dara l mcndo rong optimali sas i pcngclolaa n kcuan ganyang tcrhindar dari 

lindak pidana koru psi (Rr. l !cri ni S il i A isyah , 201 3, 261). 

Aparatu r pclayanan publik masih bc lulll mempunya i ko mpctcns i ya ng 

cuk up scdangkan kcpala dacrnh Illcmilik i kcwcna nga n I1l cngcmbangkan kapasitas 

aparal pcla yan pub li k mclai ll i pcmbinaan, pc nc rl iban dan pcnycmpurnaan aparatur 

ncgara dar i aspck S DM . ( Il adi Shubhan, 20 t 3: 86) Pengembangan ko mpclcns i 

S DM mcrupakan hal yang s:mga l komple ks schingga di pcrl uka n l:mgka h- Iangka h 

untuk lllengura i kcko mplcks itasan tcrscbu t agar dapal diim plcmcnlgas ika n dcngan 

ereklif dan efcisil.! ll . Tcrkait dCllga n komplcks ilas Icrscbut da lam pcnelilia n ( Il cru 
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lrianto 2007:43) dikemukakan bahwa varibc1-variabcl yang Mcmpcngaruhi Perilaku 

PNS Oalam Memberikan Pelayanan Publik adalah variabel : (1) Keluarga. (2) 

Pengawasan; (3) Pimpinan (4) Sistem, (5) Gaji. (6) Hukum. 

Dari factor-faktor yang menyehahkan tcrjadinya tindak korupsi pemeintah 

daerah hendaknya dapal mt:mprioritaskan upaya pencegahan pada hal-hal yang 

rei evan dan mempunyai multiplier effect yang tinggi terhadap keberhasilan dalam 

mencegah terjadinya tindak korupsi. Setiap upaya yang dilakukan diharapkan secara 

sistematis dan konsisten dapat memberikan dampak nayata terahadap pencegahan 

korupsi di daerah. (Nur Basllki Minarno" 2016: 85) Masalah peningkatan 

kompetensi SDM pengelola keuangan daerah mcrupakan hal yang sangat kompleks 

dari masalah rekrutmen, anggaran juga masalah dinamika regulasi. di lain pihak 

pemerintah daerah dituntut untllk dapat mcngclolan keuangan secara akuntabel dan 

transparan agar Good Governance dapat terwujud. (Herini Siti Aisyah, 2016: 51) 

2.2. Penclitian Yang Akan Dilakukan 

Dari hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kurang efektif dan 

efisiennya karena tingkat kompetensi dan profesioanlitas aparatur desa kurang 

memadai dalam pengelolaan dana desa. Kurangnya kompetensi aparatur desa 

menyebabkan tidak taat hukum, maladminsitrasi sehingga dapat terjerumus ke 

dalam praktek praktek korupsi. Oleh karena itulah maka dalam pcnelitian ini ingin 

mengkaji masalah-masalah yang terkait dengan peningkatan kompetensi aparatur 

desa. Selain masih perlu dilakukan kajian secara konsisten yang terkait dengan 

aturan-aturan teknis yang dapat mencegah adanya tidak pidana korupsi maka dalam 

penelitian ini difocuskan pada penemuan Rancangan Model Pemberdayaan Aparatllr 

Desa Melalui Peningkatan Profesionalitas Oalam Pengelolaan Dana Oesa Untuk 

Mencegah Adanya Tindak Pidana Korupsi. 
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2.3. Roadmap Penelitian 

2013-2014 Rancangan model 
kebijakan pemerintah daerah 
dalam pengawasan keuangan 
Negara Untuk mewujudkan 
Good Governance 

2016 Rancangan model 
implementasi pencegahan tindak 
pi dana korupsi dalam pelayanan 
kesehatan 
di era otonomi daerah 

2016 Rancangan model pengembangan 
kompetensi sumber daya manusia (sdm) 
dalam pengelolaan keuangan negara 
untuk mewujudkan good governance Di 
era otonomi daerah Tahun 2016 

2013 

PENELITIAN 
Terkait ,Otonomi Daerah 
dan Good Govemallce 

PENELITIAN YANG DIUSULKAN 
'------------r' 2018-2021 

Rancangan Model 
Pemberdayaan Aparatur Desa 
Melalui Pcningkatan 
Profesionalitas Dalam 
Pengelolaan Dana Desa Untuk 

r----PE-N-E-L-IT-I-A-N---; Mencegah Adanya Tindak 
Terkait Pengawasan Pidana Korupsi 
Keuangan Ncgara 

Prinsip-prinsip hukum 
Tentang pengawasan dalam 
Sistem hukum Keuangan Negara 

2010- 2011 Sistem Pembinaan 
dan Pengawasan Pengelolaan 
Keuangan Daerah 2010 Peranan BPK dan BPKP 

L------------TDalam Pcngawasan 

Pengelolaan Keuangan Daerah 
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2.4. Sistem Pengelolaan Dana Dcsa 

Dengan digantikannya UU No. 22 Tahun 1999 dengan UU No. 32 Tahun 

2004 maka diakui adanya otonomi desa dalam keanekaragaman serta demokratisasi 

pemerintahan desa. Dalam Pasal 206 UU No.32 tahun 2004 menyatakan bahwa 

urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup : (a). Urusan 

pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa. (b). Urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupatenl kota yang diserahkan 

pengaturannya kepada desa. (c). Tugas pembantuan dari pemerintah, pcmcrintah 

provinsi, danlatau pemerintah kabupatenlkota. (d) Urusan pemerintahan lainnya yang 

oleh peraturan perundangan diserahkan kepada Desa. 

Bagaimanapun Juga dari pengalaman yang sudah-sudah, dalam 

pengelolaannya. ban yak yang terjerat tindak pidanan korupsi. Penyebabnya karena 

aparat desa sangat kurang pengetahuannya tentang tata kelola keuangan. Padahal 

setidaknya mereka harus memiliki pengetahuan minimal yang mereka butuhkan dapat 

memahami konsep akutansi yang sederhana dan seluk beluk pengetahuan korupsi. 

Untuk pengelolaan dana yang sang at besar , hanya dengan bermodalkan pengetahuan 

konsep akuntansi yang hampir nol. Oleh sebab itu dana desa dalam rangka 

mengemban amanat UU Desa (UU No 6 Tahun 2014), dalam pelaksanaannya harus 

diberikan pengawasan ketat dan terus menerus. (http://www.kompasiana.com/) 

Penyelenggaraan Pemerintahan merupakan seluruh proses kegiatan 

manajemen pemerintahan dan pembangunan Desa berdasarkan kewenagan desa yang 

ada. meliputi perencanaan, penetapan kebijakkan, pelaksanaan, ( Maya Rosalina 

,2013: 110) Pasal 206 UU No.32 tahun 2004 menyatakan bahwa urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup (a) Urusan 

pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa, (b) Urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupatenl kota yang diserahkan 

pengaturannya kepada desa (c) Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah 

provinsi, dan/atau pemerintah kabupatenlkota (d) Urusan pemerintahan lainnya 

yang oleh peraturan per-Uuan diserahkan kepada Desa. 

Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Pasal I ayat 6 PP Nomor 58 tahun 2005 

disebutkan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, 

dan pengawasan keuangan daerah. Asas-asas, prinsip-prinsip, fungsi dan tujuan 
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pengelolaan keuangan daemh ticlak hi~a terlepas dari asasMasas, prinsipMprinsip, fungsi 

dan tujuan dari pengelolaan keuangan negara. Ualam UU No.1 :,/2004 : Pasal I angka 

6 menyebutkan pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan kedudukan dan 

kewenangannya. (Boediono: 2002) 
Hal yang dapat mendorong te~iadinya korupsi di desa atara lain : Pertama, 

semua urusan di desa selalu terkait dengan kepala desa sehingga diperlukan biaya 

sosial yag tinggi. Kedua, kepala desa terpilih berdasarkan sisi elektabilitas dan ini 

dalam prakteknya tidak jarang dipcrlukan modal uang Ketiga, posisi kepala desa 

menjadi pundi-pundi partai politik di akar rum put. ( Fathur Rahman, 2011) Selain 

itu korupsi dana dea terjadi karcna lemahnya koordinasi, lemahnya pemahaman 

teknis, ketidakcukupan SDM, dan tidak adanya infrastruktur pendukung, ( 

http://www.antarasulsel.com) Oleh Sutrisno disebutkan, paling tidak ada 3 faktor 

yang menyebabkan lemahnya pcngawasan dana dcsa. Yakni kultur feodalismc yang 

masih berakar kuat di pedesaan, lcmahnya lembaga kemasyarakatan yang ada, scpcrti 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lcmbaga Pcmbcrdayaan Masyarakat 

(LPM) dalam melakukan fungsi pengawasan, selain itu juga kurang maksimalnya 

asistensi lembaga lembaga dari tingkat kabupaten. ( Trisno Yulianto ) 

Pada UndangMUndang No. 72 Tahun 2005 tentang desa pada pasal 14 ayat 

2 menjelaskan bahwa kepala des a dalam melaksanakan tugas pcnyelengaraan urusan 

pemerintahan, pembangunan dan kcmasyarakatan mempunyai wewenang untuk 

mengkoordinasikan secara partisipatif. secara subtantif partisipasi menyangkut 3 

hal, yailu : (1) Suara (voice) artinya setiap masyarakat itu mempunyai hak dan ruang 

untuk menyampaikan suara dalam proses penyelengaraan pemerintahan. (2) Akses 

artinya setiap masyarakat mempunyai akscs dan mempengaruhi pembuatan 

kebijakan, akses dalam layanan publik dan arus informasi. (3) kontrol, atinya setiap 

masyarakat mempunyai hak dan kesempatan sepenuhnya dalam melakukan 

pengawasan jalannya pemerintahan. Sebagai upaya preventif agar tidak terjadinya 

tindak pi dana korupsi dalam bentuk penyalahgunaan wewenang (Nirahua , 

http://www.fhukumMunpatti.orglartikel) 

2.5, Rancangan Model Pemberdayaan Aparntur Dcsa 

Untuk mempercepat reformasi birokrasi diperlukan adanya pcngembangan 

SDM yang berbasis pada kompetensi sehingga kinerjanya jelas dan dapat terukur. ( 

Endah Setyowati. 2013:7) Dalam UU 32 tahun 2004 Pasal 129 menyebutkan bahwa 
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(I) Pcmcrintah mclaksanakan pembinaan manaJemen pegawai negcri sipil ua(;fah 

dalam satu kcsatuan pcnyelenggaraan manajemen pegawai negeri sipil secara nasional. 

(2) Manajemen pegawai negeri sipil daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi penetapan formasi, pengadaan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, 

penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban kedudukan 

hukum, pengembangan kompctensi, dan pengendalian jumlah. Sedangkan dalam pasal 

Pasal 133 Pengembangan karir pegawai negcri sipil daerah mempertimbangkan 

integritas dan moralitas, pendidikan dan pelatihan, pangkat, mutasi jabatan, mutasi 

antar daerah, dan kompetensi. 

The competency of the ollicials in public service is a complex 
structure of the knowledge, values, morals, attitudes, behaviors, 
motivations in every civil servant to provide professional service to the 
people. In the current era of the bureaucratic reform, it has been observed 
that a lot of officials of public service are seriously lack of strategic, 
managerial and technical competencies to provide professional public 
services demanded by the society. ( Hadi Shubhan, 2013, 50) 

Dalam Pasal 130 peraturan pemcrintah republik indonesia Nomor 58 tahun 

2005 tentang pengelolaan keuangan dacrah disebutkan: 

I. Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 meliputi 
pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan, 
pelatihan, serta penelitian dan pengcmbangan. 

2. Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup 
perencanaan dan penyusunan APBD, penatausahaan, 
pertanggungjawaban keuangan dacrah, pemanlauan dan evaluasi, 
serta kelembagaan pengelolaan keuangan daerah. 

3. Pcmbcrian bimbingan, supervisi, dan konsuJtasi sebagaimana 
dimaksud pada ayal (I) mencakup pcrcncanaan dan penyusunan 
APBD, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBD yang 
dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu, baik secara 
menyeluruh kepada seluruh daerah maupun kepada daerah tertentu 
sesuai dengan kebutuhan. 

4. Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 
dilaksanakan secara berkala bagi kepala daerah atau wakil kepala 
daerah, anggota DPRD, pcrangkat daerah, dan pegawai negeri sipil 
daerah. 

Sedangkan dalam penelitian Nursyam disimpulkan bahwa penegakan 

hukum, kebijakan serta aturan teknis merupakan faktor yang sangat penting untuk 

mendorong upaya pemberantasan korupsi. Namun dcmikian upaya pemberantasan 

korupsi di Indonesia tidak akan berhasil apabila tidak ada komitmen di kalangan 
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para pcjabat ncgara. (Nursyam ,2006 :94) Selain itu diperlukan adanya kontrol 

dari masyarakat agar dapat terus mendorong terciptanya transparansi dan 

akuntabilitas pubik dalam pelayanan publik. Sehingga tindak pi dana korupsi dapat 

dihindari. (Herini Siti Aisyah, 2011: 100) 

Dalam penelitian Soekarwo, Pengelolaan keuangan daerah yang 

bersendikan pad a esensi konsep Good Governance dapat diwujudkan suatu 

pengelolaan keuangan daerah yang berlandaskan good financial governance, 

sehingga hukum pengelolaan keuangan daerah yang berlaku harus bersendikan 

prinsip-prinsip good financial governance agar memiliki keabsahan secara 

yuridis normatif maupun empiris sosiologis. ( Soekarwo , 2005:263) 

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 2 Tahun 2013 pasal 22 menyebutkan bahwa Pengembangan program 

Diklat dilaksanakan melalui tahapan: (a) Identifikasi kebutuhan diklat; (b) 

Penyusunan kurikulum; (e) Pengembangan silabus~ (d) Penyusunan modul; (e) 

Ujieoba diklat; (0 Evaluasi dan penyempurnaan diklat; dan (g) Standardisasi 

Program Diklat Berbasis Kompetensi. 

Dalam konteks penyelenggaraan Sistem Administrasi Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, kompetensi aparatur negara dikelompokkan menjadi 4 

jenis, yaitu (Joko. 2003 :75-76) (I) Kompetensi Teknis (technical 

competence) (2) Kompetensi Manajerial (managerial competence) (3) 

Kompetensi Sosial (Social Competence), (4) Kompetensi Intelektual/Strategik 

(intelleclllal / strategic competenc. Dalam upaya mewujudkan reformasi 

birokrasi dan meningkatkan kompetensi PNS ditempuh melalui : (H. Ateng 

kusnandar adisaputra : 7) (1) Penataan kembali kelembagaan/organisasi, (2) 

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas atau kompetensi PNS, (3) Perbaikan 

sistem tatakelola (manajemen) (4) Perbaikan sistemreward and punishment. (5) 

Perbaikan etika dan moralitas PNS. Untuk meningkatkan kompetensi SDM di 

bidang pengelolaan keuangan Negara di daerah diperlukan adanya Pelatihan

pelatihan yailu Pelatihan Kepemimpinan, Penyusunan Perencanaan dan 

Penganggaran, Manajcmcn Pcndapatan dan Bclanja Dacrah, Pcnatausahaan 

Pengelolaan Kcuangan Daerah, Manajemen Aset Daerah dan Pelatihan 

Pcnyusunan Laporan Keuangan (Anoname, 2008: 41): 
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Sedangkan kcranga pikir peningkatan kinerja yang berbasis pada 

pcningkatan kompctcnsi sebagaimana Nampak dalam gambar berikut : ( Endah 

Setyowati,2013,:8,) 

r---------- Ungkungan IWIT\-1----------, 

I 
~-------_-_L_in_gk_un_pn_O'iJUU __ ·sas_i __ _'t------ -

r- LangkabJ 

- Langkab2 

I 

I 
I - Langbb3 

III 

I --+ Langkah 4 

I 
I I i.-.-+ langkuh S 

, I'cngcmbangan model I' (::} ! Tujuan : 
• kompc1CnSi I Slra&egis.sasaran. • 
'-~ ______ ...J I dan rencatlll 

.0. I or&anisasi 

• Pcreneanaan kurilwlum 

D 
Pc:n:n1:l1ll1lllll dan 

· Pengembansan Intervensi 
~ Pembelajaran 

i Evaluasi 

--
j 
: 

I t 
l_ .• d-'O· .... _" ... _ ••• __ ... _.~_ •••• __ • __ ..... ________________ • ______ -1 
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BABIII 

T U.JUAN DAN MANFAAT 

3.1. Tujllan Khu sll s 

Tujuan Prnl'i ili ;l l1 

Tahull I 

I. Mcncmuh:an Pcraturan PCrLmdangall Yang Mcngaluf 
Pengclo laan D~na Dcsa. 

2. ivlcncJllukan Faktor-l1lklOf yang Illcnghambal dan 
rncnciorong sc rta upaya pl.;ningkalan Profcsionali tas 
Aparal Dcsa Dalam rVlcngclota O;ma Dc-sa agar 
kO fU ps i dana dcsa dapa\ diccgah. 

3. ivlcllclllukan Bag,umana Rancangan Model 
Pcmbcrdayaan !\paratur Dcsa rvklalui Pcningkatan 
Prolcsionalitas Dalam I\:ngdolaan Dana Desa 
Untuk Ivlenccgah !\clanya Tindal-: Pidan:1 KOfUpsi 

Talliln II 

Mdakukan Uji ('oba T~rhatbp RalH.:ang~\ll Yang 

Dilcmuknn Pada Pcnclilian I'h .1 

Tahun III 

Mclakukan Di sc 1l1ina~i Rancangan Model Agar 
Rancan ga n Model I3cnar~ l.knar Dupal Dilcrapkan 
Dabm l'vkngop tit11alkan ll roicsiona lila s Dabm 
Pengclo laan Dallu Desa Schin gga Korupsi Dapal 
Diccgah Scjak Dini 

3.2 M :lllfa:lt da n Ur gc lI s i I' cnclilian 

- ---:-:c::---
_ILl&:. 

I'D.P'UftAXAAl' 
. ... DJrt'A3 AlI.J.A)IQCJA. 

IV"AIIAY" 

l .uar:lII Pl' lI c litian 

• Rancangan ivlodcl 

• !\r1 ikd IImiah eli Jumal 
Tl.!r:lk red i tasil l ntcrnasional 

• Rancangan iVlodcl Yang tdah 
diuji 

• Artikcl IImiah di lllual di 
Ju ma! in ternasional 

• Rancangan ivlodcl clapa l 
dijad ikan ProiolPYC dal a m 
opl imalis;l.si Pcningkalan 
Ko mpclcnsi SOM Apaarlur 
Dcsa Dalarn ivlcnge lola dana 

Desa. 

• Artikcl IIm iah el i Illual eli 
Jut'llal inlcrnasiona l 

Penclilian [Cn l<lng rancangan mode l pcnccgahan lindak pidana 

korupsi da na dcsa ivlclalui pcn ingka tan prolcsional itas aparatur dcsa 

Dalam pcngclolaan dana desa sa ng;!! pCJlling UI1I11k clilakukan karena 

mcmptl!l)ai manti",! schagai bcrikuI: 

I.ll cngcmhanga ll KaIl:l sil:lS Ins\illi si 

Unlllk mempcrCl:pa! pcmbangunan dcsa dilunlut adanya 

pengcmbangan aparalur {il;sa yang bcrbasis pad a kompclcnsi baik kompctcnsi 
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yang strategis maupun kompetcnsi teknis. Karena kualitas pelayanan birokrasi 

pemerintah daerah sangat ditentukan oleh kualitas birokrat yang menempati 

posisi sebagai salah satu pilar penyelenggara pcmcrintahan daerah. Dcngan 

adanya penelitian ini diharapkan dapat dilakukan pemetaan tcrkait dengan 

kapasitas aparatur desa di daerah sehingga dapat dilakukan perencanaan dan 

pengembangan sesuai dengan kompctcnsi yang dimiliki dan yang harus 

dikembangkan agar dapat mendorong tcrwujudnya good governance. Salah 

satu kelemahan birokrat pcmcrintahan disbanding dcngan para pckcrja sektor 

swasta adalah lemahnya kompetcnsi yang rcndah dan kurang dikcmbangkan 

sehingga tidak dapat dengan cepat mercspon pcrkcmbangan dan tuntutan 

masyarakat yang selalu dinamis. Tanpa diimbangi dcngan kompctcnsi aparatur 

yang mcmadai maka akan menimbulkan masalah-masalah yang bcrdampak 

pad a semakin buruknya pclayanan kepada masyarakal. Sehingga hila birokrasi 

ingin dapat tumbuh dan berkcmbang scslIai dcngan tllnlutan masyarakat maka 

aparatur harus mcmiliki kompclcnsi scsuai dcngan kcbutuhan sehingga 

pelayanan masyarakat dapat dilakukan sccara professional. 

2.Bcrguna Untuk Pcnyclcsaian Masalnh Pcmbnngunan. 

Pengembangan aparatur dcsa yang bcrbasis kompetcnsi dalam 

pengelolaan keuangan dana desa merupakan sualu pcndckalan sebagai langkah 

untuk dapal menyelesaikan masalah-masalah kcuangan dana desa yang dalam 

pengelolaanya cenderung boros dan tidak memihak pad a kepentingan 

masyarakat sehingga pembangunan menjadi terhambal. Dengan adanya 

pengembangan aparatur dcsa berbasis kompclcnsi dalam pengelolaan 

keuangan negara diharapakan aparatur dapal mcngcmbangkan potensinya 

secara khusus baik dari sisi hokum, manajcmcn maupun keuangan yang 

berbasis pada target kincrja yang lelah ditctapkan sehingga dapat menjadi 

factor pengerak I~junya pembangunan khususnya di daerah. Reformasi 

birokrasi dihadapkan pada masalah-masalah hokum yang scmakin kompleks 

dan tututan masyarakat yang semakin tinggi dapal terwujud apabiJa didukung 

oleh pengembangan aparatur desa yang bcrbasis kompetcnsi, schingga 

terwujudnya kepemerintahan yang baik (good governance) di daerah dapat 

segera terwujud. 
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3, BcrgulIll Untuk Pcngcmbllngan Iptcl< 

Pc:rgl:sl:ran paradigma dalam pt~nydeneear:lan pemerintah:m 

dituntut yang mengkaji mereformasi borikrasi agar dapat menemukan solusi 

dari setiap masalah yang selalu nHlllcul, terutam:1 dalam hal ini tt.~rkaitlkngan 

masalah-masalah pengelolaan keuangan negara. Masalah pengelolan 

keuangan negara di Indonesia sangat penting untuk terus dikaji mcngingat 

berbagai permasalahan reformasi birokrasi sangat de kat dengan pcrmsalahan 

pcnge101aan keuangan negara. Dengan ad~mY'l pcnclitian ini diharapkan 

akan juga bermanfaat untuk pengembangan IImu Hukum khsllsnya dan Iptcks 

yang terkait dengan pcngembangan aparatur desa yang bcrbasis pad a 

kompetensi dalam pengelolaan kCllangan desa. I-Iasil pcnelitian akan 

dipublikasikan di jumal ilmiah internasional scrta dibuat buku ajar schingga 

diharapkan semua pihak yang bcrkompcntcnl bcrminal mclakukan kajian 

terhadap masalah pengembangan aparalur dcsa, kCliangan dcsa maupun 

masalah birokrasi serta pcmbangllnan dapal mcmanJaatkan hasil pcnelitian ini 

termasuk mahasiswa . 
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!lAB. IV 

----- ---
, Jl(rLI~ ). 

n.UUST AY~'" 
·."''''''''''lIWn 1"A3 AIlU.AHdQ,6 

_~yl!.A.AY4 

METODE I' ENELITIAN 

4, I.Dcsa in PCll c lili :lll 

KOND IOSI AWAL 
1. Rendahnya ting kat profes ionalitas aparat desa dalam mcngc lolan d ana d csa 

schingga mCmblJka pcluang unluk tcrjadinya tidak piduna korupsi 
2. I3e lulll adanya model pcningkatan profcsioanlias aparat des;! dalarn lllcngclolan 

dana desa 

Target 'I' ll I 
Ranc3ngan Model Pcmbcrdayaan Apar<ltur Dcsa tVlcla lui Pcningkatall 

Pro fesio na litas Da lam Pcngclo laan Dana Dcsa Untuk Mcnccgah I\danya Tindak 
Pidana Korupsi 

TARGETTI-I II 
iVleiaku lian Uji Coha Ralll':lIlga n iVlodd 

.! L 
TARGET HI III 

Mclakukan Dcs imill:l s i Model 

KO ' DISI AKH IR 
I. Adanya Rancangan Model Pelllbcrdayaan A pmalur Dcsa Mclalui 

Pcningkrttan Profcs ionalitas Dalam Pcngc lolaan Dana Desa 

2. Adanya AcuanJPrototypc Dalam Mcmbuat Aturan Tcknis Yang Dapat 
Mcnccgah Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Mclalui Pr.:: ningkatan 
Pro fcsionalilas Aparal Dcsa Dalam Ilcngclolaan Dana Dcsa 

..[ -:L 
INDIKATOR KEBERH AS I LAN 

I. Mcningkatnya Kompctensi Aparmur Dcsa Dalam I11cngclola Dana Desa 
2. Mcningkatnya Profcsionaliws Pcngclolaan Dana Dcsa 
3. iV!eningkatnya Transparansi dan Akuntabil itas Pcngclolaan Dana Desa . 

1 1 
LUARAN 

TH I :1. Rancangan Model 
2. Artikclilmiah di Junml Intcrnasional 

Til II I. RJllcangan Modcl Yang tc lah diuji 
2. Artikcl Ilmiah di lll11at eli Jurnal intcrnasional 

TH III : I. Artikcl Intemas ional 
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4.2. Mctode Penelitian 

4.2.1. Pendekatan Pcnclitian 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang dimaksudkan untuk 

mengkaji masalah-masalah yang bersifat teknis aplikatif dengan pendckatan 

multidisipliner yaitu pendekatan ilmu hukum pi dana, hukum administrasi, dan sosial 

politik. Target penelitian pada Th I adalah menemukan Rancangan Model 

Pemberdayaan Aparatur Desa Mclalui Peningkatan Profesionalitas Dalam 

Pengelolaan Dana Dcsa Untuk Mcncegah Adanya Tindak Pidana Korupsi. Dalam 

penelitian ini selain menggunakan pendekatan yang bersifat normatif ( Philipus M. 

Hadjon, 1997) , juga menggunakan pcndekatan lapangan yaitu mengkaji masalah

masalah hukum dengan melakukan penelitian lapangan. Sedangkan target penelitian 

Tahun.II Melakukan Uji Coba Rancangan Model Sehingga Dapat Dipakai Scbagai 

AcuaniPrototype Dalam Membuat Aturan Teknis Yang Dapat meningkatkan 

profesioanlitas aparat dcsa sehingga korupsi dana desa dapat diccgah sedini mungkin. 

Tahun.lll Melakukab desimimasi rancangan model yang telah diuji schingga sctclah 

selesai penelitian ini rancangan model bcncr-benar dapat diimplementasikan untuk 

meningkatkan profesionalitas aparat desa dalam peneglolaan dana desa . 

4.2.2. Lokasi Pcnclitian 

Lokasi penelitian dilakukan di Sidoarjo Jawa Timur yang sebagai kota kccil 

yang merupakan daerah pemekaran Kota Surabaya bagian Selatan. Lokasi ini dipilih 

karena Sidoarjo sebagai dacrah pemekaran Kota Surabaya merupakan daerah yang 

sedang berkembang schingga permasalahan-permasalahan yang muncul di Kab. 

Sidoarjo dapat dipakai sebagai pilot project untuk daerah lain. 

4.2.3. Teknik Pcngumpulan dnta 

Untuk mengkaji masalah dalam penelitian ini akan digunakan pendekatan 

kualitatif Socio Legal Research (Afool, 2008: II) Pendckatan ini mengakji 

masalah penelitian sclain dari aspek normatif juga dari aspek sosiologis. Penclitian ini 

bersifat multidisipliner; penelitian akan dari disiplin ilmu hukum pidana, hukum 

administrasi. Untuk mcmperoleh data dibagi ke dalam dua kclompok yaitu bahan 

hukum dan penelitian lapangan. 
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4.2.3.1. Bahan Hukum 

Sesuai dengan sifat pcnelitian hukum normative, bahan hukum yang 

dipergunakan adalah bah an hukum primer dan bahan hukum sekunder,' Bahan 

hukum primer dalam bentuk peraturan perundangan yang terkait peningkatan 

profesionalitas aparat desa dalam mengelola dana desa. Sedangkan bahan 

hukum sekunder meliputi bahan-bahan yang mendukung bahan hukum primer 

seperti buku-buku teks, artikel dalam berbagai majalah ilmiah atau jurnal hasil 

penelitian di bidang hukum, makalah-makalah yang disampaikan dalam 

berbagai bentuk pcrtcmuan ilrniah seperti diskusi, seminar dan lain-lain. 

Dengan melakukan tclaah hukllm diharapkan akan dapat ditemukan pcratllran 

yang terkait dengan peningkatan profcsionalitas aparatur desa dalam 

pengelolaan dana desa sehingga semakin profcsional dalam mengelola dana 

desa dana tindak pidana korupsi dapat dicegah sedini mungkin. 

4.2.3.2. Pcnclitian Lapangansi 

Dalam melakukan penelilian lapangan akan dilakukan wawancara 

mendalam dan Focus Group Disscussion (FGD). Wawancara mendalam 

dimaksudkan untuk memperoleh data yang terkail factor-faktor yang 

mendorong pejabat di daerah melakukan pcnyalahgunaan wewenang yang 

berakibat pad a tindak pidana korupsi. Karcna dengan mclakukan wawancara 

mendalam akan dapat dipcroleh informasi dari bcrbagai kalangan baik dari para 

pcjabat di daerah, tokoh masyarakat, praktisi hokum, pcneggak hokum, ataupun 

dari pihak swastaJpelaku usaha. Sedangkan FGD dimaksudakan untuk 

memperoleh masukan-masukan dalam menyusun rancangan model, sehingga 

mendapatkan masukan yang Icbih luas dan komprenhenship dari hasil penelitian 

lapangan maupun kajian hukum sebelum dibuat lapofUn akhir. 

4.2.4. Langkah -Iangkah Pcnclitian. 

Pertama : menghimpun bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer 

maupun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan topik penelitian. Bahan

bahan hukum tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan, buku-buku, artikel, 

jurnal hukum, internet, hasil seminar dan lain-lain. Bahan hukum primer 

dipelajari dan diidcntitikasi dengan menyingkat langkah-langkah tersebut 

dengan singkatan "fRAC" yaitu memilih masalah (Issues), menentukan 
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peraturan hukum yang relevan (Rule of Law) dan kemudian menganalisis fakta

fakta dari segi hukum (Analysing the facts), akhirnya menghasilkan pcnyusunan 

sebuah kesimpulan (Conclusion). Sclanjulnya bahan hukum primer lcrsehul 

digunakan untllk menjelaskan isu hukum yang mcnjadi obyck pcmbahasan 

deng:m bertitik tolak dari teori leori, konsep dan asas asas hllkllm yang mcnjadi 

dasar penelitian. Bahan-bahan penelitian yang tclah dihimplln tersebut dipelajari 

dengan seksama sehingga dapat diperolch intisari yang terkandung di dalamnya, 

baik berupa ide,usul dan argumentasi, mallpllll ketentuan-ketcntuan tcrkait. 

Kcdua, melakukan penelitian lapangan; hal ini dimaksudkan untuk 

melakukan pengambilan data lapangan. Dengan adanya data lapangan maka 

diharapkan penelitian dapat dikaji secara Icbih komprehenship dan holistik. 

Dalam melakukan penelitian lapangan dibagi menjadi liga tahap yaitu: (1) 

wawancara mendalam, wawancara dilakukan untuk memperoleh data lapangan 

yang berasal dari berbagai sumber yang terlibat langsung dalam pcngelolaan 

keuangan desa aparat desa, LSM, Tokoh Masyarakat. BPD scrta para hali di 

bidangnya sebagai nara sumber. Focus Group discussion (FOD), dilakukan 

untuk memperolch data terkait dengan masalah-masalah koordinasi antar 

lembaga serta sinergisilas dalam pengclolaan keuangan daerah. Kctiga, Analisis 

Data, Semua hasil penelitian yang dipcroleh dari bahan-bahan hukum serta data 

lapangan tersebut ditarik bcnang mcrahnya antara satu dcngan lainnya dengan 

menggllnakan penalaran deduktif dan induktif untuk menghasilkan proposisi 

dan konscp baik berupa definisi, deskripsi maupun klasitikasi ataupun 

kategorisasi sebagai hasil penelitian dengan bcrbagai pendekatan disiplin ilmu. 
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"'ILl ~ 

IlA Il V 

I nutJSfA .. "":· 

l."'UIII~A5 Alt.1.AN ..... 
IV&AB.Y. 

IIASIL DA N LUARA N VANG DICAPAI 

5.1.Kcwcllangan tJan Tu gas PCI":lllg k:11 Des:1 Ihl:lIl1 Pcngclo l:I:11l Dana Des:! 

Pada pasal 26 ayi.ll (3) Undang· Undang Nomor 6 Tahun 2014 mcnyatakan 

Kcpala Dcsa dalam I11claksanakan IUg:'lsnya hcrhak menerimfl penghasi lan tCI<lP sct iClP 

bulan, lunjangan. dan pCllcrimaan Jainnya yang sah sc rla mcndapat jaminan keschatan. 

Hal tcrscbut juga diatur da lam Pasal 66 ayat (2) ICll lang penghasilan PClllcriniahan 

Dcsa bahwa pcnghasilan Icrscbut dipcrolch dar i dana pcrimbangan dalum APBN yang 

dilcrima olch Kabupalcn/Kota dan ditctapkan dalam APBD KabupalcnlKola dan juga 

bcrsumbcr dari APB Dcsa. Adanya pcmbcrian tunjangan olch Kcpala Dcsa. maka 

Kcpala Dcsa akan mcmikul tanggung jawab yang Icbih bcsar unwk mcmpcrlanggung 

jawabkan kewcnangan alas pcngclolaan kCllangan dcsa, Bcrdasarkull UU Desa ini 

pub, Kcpala Dcsu ml.!ll1iliki kcwcnangan dalam lIlcngalur dan mcngclola kcuangan 

clcsa, akan IClapi kcwcnangan tcrscbul Icrbalas dan lidak mcnjadikan keolori lasan 

I-.:cpala Dcsa dalam mcngatur dan 1l1cngclola kCll<lngan dcsa secant scwcnang-wcnang. 

Tugas dan kewenangan Kcpala Dcsa yang Iclah di lctapkan dalam Undang

Undang Nomor 6 tahun 20 14 lerhadap proses pCllye lcnggaraan pemcrilltahan dcsa 

yang Icrkait pcngclolal'lll kCllangan dcsa, nHika sct iclaknya Kcpala I)csa mampu 

mcgoptimalkan kCliangan desa scsuai dcngan kcbutuhan dcsanya, Hal ini dalam 

scbutan lain ten tang kClIangan dcsa terdapal dal<llll Pasa l 71 ayat (I) Pcnncndagri 

Nomor 11 3 Tahun 20 14 yang Illengalur: .. Keu(fllgol1 Deso lIIerllp£lkoll semI/a flak dOll 

kew(ljibwl desa yang dapa{ dinilai dengal1 liang serftt sega/a SeSlIOlli berllpo 11(111g dan 

barfing yang ber/tu/mllgon del1W111 pelaksanaal1 Iwk dan kewajibal1 desa", Sclanjutnya 

pada aYa! (2) mcngatur bahwa "J-Iak dan ke\ll(~iiball sebagail1umCl yang dimaksud pac/a 

oya/ (J) menimblilkall pendapafan, be/(lI1ja, pembiayaan. dan pel1gelo/aan keuCll1gan 

Desa", Dcngan dcmikian, Kcpala Oesa harus bcnar-bcnar mcmahami alaS kcbu luhan 

masyarakatnya dan mdaksanakan scsuai yang diharapkan oleh undang-undang, 

Pad a Pasal 71 ayat (5) UU Dcsa, Pemcrintahan dcsa wajib mcngelola keuangan 

dcsa sceara transparan dan akuntabcl, parlisipat if serta dilakukan dcngan tcrtib dan 

disiplin. Transparan artinya dikclola seeara Icrbuka, akuntabe1 bcrmakna 

dipcrtanggungjawabkan seeara lega l scrla parti si pati!' da lam arlian mclibatkan 

masyarakal dalam penyusunannya, Oisamping ilu kcuangan desa hanls dibukukan 
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dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dcngan kaidah sistcm akuntansi kcuangan 

pemerintahan. 

Sistem pengelolaan keuangan desa mengikuti sistem anggaran nasional dan 

daerah, yaitu mulai dilelapkan 1 Januari sampai dengan 31 Desember (pada tahun 

herjalan). Kepala J)esa sehagai kep<lla pemerintahan desa yang memegang kekuasaan 

pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintahan desa datam kcpcmilikan 

kekayaan desa yang dipisahkan, sehingga Kepala Dcsa juga memikul tanggung jawab 

mcnetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa, menetapkan kebijakan tcntang 

pengelolaan barang desa, menetapkan perbendaharaan desa, serta menctapkan pctugas 

yang melakukan pemungutan penerimaan desa dan pengelolaan barang milik de sa. 

Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantll oleh 

Pelaksana Teknis Pcngclolaan Keuangan Desa (PTPKD), yakni sekretaris dcsa dan 

perangkat desa lainnya. Pcrcncanaan alokasi dana des a disusun olch Sckretaris Desa 

yang nantinya ditllangkan datam Rancangan Peraturan Desa ten tang APBDcsa 

(Riawan 'I1andra, 2014:34). Sekrctaris desa bertindak selakll koordinator pelaksanaan 

pengelolaan kellangan desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Dcsa. Pemegang 

kas desa adalah bendahara desa dan Kepala Desa menetapkan bendahara desa dengan 

keputusan Kcpala Dcsa. Sckrctaris Desa dalam kewenangannya mempunyai tugas 

sebagai bcrikut: 

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Desa; 

2. Menyusun dan mclaksanakan kebijakan pcngelolaan barang desa; 

3. Menyusun RAPERDES APB Desa, Perubahan APB Desa dan pertanggung 

jawaban pelaksanaan APB Dcsa; 

4. Menyusun rancangan keplltusan Kepala Desa tentang pelaksanaan pcratllran 

desa tcntang APB Desa dan pcrubahan APB Desa. 

Pad a Pasal 24 ayat (I) Pcraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang 

Desa menyebutkan bahwa Kepala Desa dan dibantu oleh perangkat desa lainnya 

menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati/Walikota 

setiap semesternya (6 bulan sckali). Pada penyampaian laporan pcnggunaan Dana 

Dcsa sebagaimana dimaksud dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 

I. Semester I paling lambat minggu keempat Bulan Juli tahun anggaran bcrjalan; 

dan 
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2. Semester II paling lambat minggu keempat Bulan lanuari tahun anggaran 

berikutnya. 

Adapun pelaporan ini bertujuan sebagai pertanggung jawaban dalam penggunaan atau 

pembiayaan kebutuhan dalam proses penyelenggaraan Pemcrintah Desa. Hal ini juga 

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa bentuk pertanggung 

jawaban Kepala Desa terhadap pengelolaan kcuangan desa meliputi: 

1. Melaporkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang disampaikan kcpada 

Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) bulan 

setelah berakhirnya tahun anggaran~ 

2. Melaporkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa paling sedikit memuat: 

a. Pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan desa; 

b. Pertanggung jawaban pelaksanaan pcmbangunan; 

c. Pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan: dan 

d. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. 

Dalam hal pertanggung jawaban Kepala Desa sebagai penyelenggaran pcmerintahan 

desa bertujuan sebagai bah an evaluasi oleh Bupati/Walikota untuk dasar pcrtimbangan 

dan pengawasan. Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 Tcntang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Desa menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan 

oleh perangkat desa harus menggunakan dokumen-dokumen yaitu: (a). Pesan Publik 

khas, (b). Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan, (c). Buku Kas harian 

pcmbantu. 

Kepala Desa dalam hal pertanggung jawabannya terhadap pcngelolaan dana 

desa wajib membuat laporan keuangan desa. Hal ini juga merupakan tanggung jawab 

pemerintah pusat, provinsi sampai dengan Kabupaten/Kota. Dengan demikian seluruh 

aparatur pemerintahan dari pusat sampai ke desa khususnya yang berkaitan di bidang 

akuntansi harus dialokasikan. Beberapa kelemahan-kelcmahan yang terdapat di 

pemerintahan desa selama ini disebutkan sebagai berikut: Kualitas sumber daya 

aparatur yang dimiliki desa pada umumnya masih rcndah; Belum sempurnanya 

kebijakan pengaturan ten tang organisasi pemerintah dcsa 

Kepala Desa dalam mengajukan Alokasi Dana Desa harus mcmenuhi syarat 

yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Mekanisme penyaluran 

dana desa yang berasal dari APBN sampai masuk kedalam rekening kas desa diatur 
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dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan RI (PMK) Nomor 93 Tahun 

:W \.)i"t:nlang Tala Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, dan Pemantauan 

dan F.valuasi Dana Des8. Adapun alur pengalokasian dana desa dari Pemerintah Pusat 

sampai dengan rekening desa adalah sebagai beriklll: 

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yaitu dana desa 

dialokasikan ke Kabupaten berdasarkan jumlah desa, dengan memperhatikan 

jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kcsulitan 

geografis (IKG); 

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota yaitu dana 

des a per KabupatcnlKota dibagi kepada tiap-tiap desa dengan memperhatikan 

jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan 

geografis (IKG); 

3. APB Desa, yaitu dana desa digunakan prioritas lIntuk pembangunan desa dan 

pemberdayaan masyarakat sesuai RPJM Desa, RKP Desa. dan APB Desa. 

Dana desa untuk desa yang dihitung yang mcmperhatikan jumlah penduduk, angka 

kemiskinan, luas wilayah, serta kesulitan geografis dcsa (lKG) sebagaimana diatur 

dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kcuangan RI (PMK) Nomor 93 Tahun 2015 

untuk tingkat KabupatenlKota, serta Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mcntcri Keuangan RI 

(PMK) Nomor 93 Tahun 2015 untuk tingkat desa dihitung dengan bobot sebagai 

bcrikut: 

1. 25 % untuk jumlah penduduk; 

2. 35% untuk angka kemiskinan desa; 

3. 10 % untuk luas wilayah desa; dan 

4. 30% untuk tingkat kcsulitan geografis desa. 

Penyaluran Dana Desa merupakan mekanisme dana desa yang berasal dari 

APBN sampai masik ke kas desa. Berdasarkan Pasal 15 ayat (2)Peraturan Mcnteri 

Keuangan RI (PMK) Nomor 93 Tahun 2015, penyaluran dana desa dilakukan sccara 

bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan yang telah ditetapkan 

pemerintah, dimana penyaluran dana des a dibagi beberapa tahap pencairan yaitu: 

1. Tahap I pad a bulan April sebesar 40% (empat puluh per scratus); 

2. Tahap II pada bulan Agustus scbesar 40% (empat puluh per seratus); 

3. Tahap III pada bulan November sebesar 20% (dua puluh per seratus) 
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Dana desa disalurkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah 

KabupatenlKota. Penyaluran Dana Oesa tersebut dilakukan dengan eara 

pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD. Penyaluran Dana Desa dilakukan paling 

lambat pada minggu kedua. Dana desa sebagaimana dimaksud kemudian disalurkan 

oleh Pemerintah Oaerah KabupatenlKota kepada Oesa. Penyaluran Dana Desa tersebut 

dilakukan dcngan eara pemindahbukuan dari RKUO ke rekening kas desa. Penyaluran 

dana desa dimaksud dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di 

Kas Oaerah. Penyaluran Dana Dcsa dari RKUN kc RKUO dilakukan dengan beberapa 

syarat sebagai berikut: 

a. Peraturan Bupati/Walikota mcngenai tata eara pembagian dan penetapan 

besaran Dana Desa telah disampaikan kepada Menteri Keuangan; dan 

b. APBD KabupatenlKota tclah ditetapkan sebelumnya. 

Untuk penyaluran dana desa dari RKUD kc rckening kas desa dilakukan 

setelah APB Desa ditetapkan, adapun syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh setiap 

des a mcncairkan dana dcsa berdasarkan Peraturan Mcnteri Keuangan RI (PMK) 

Nomor 93 Tahun 20 IS dan Pctllnjuk Teknis yaitu sebagai berikut: 

a. Tahap I 

Telah diverifikasi dan dirckomcndasikan layak llntuk mengajukan permohonan 

penyaluran oleh Tim Pendamping Kceamatan disertai persyaratan dokumen 

yang harus dicllkupi antara lain: 

1. Surat Permohollan peneairan dana dcsa Tahap I; 

2. Peraturan Desa tcntang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB 

Oesa) Tahlln berjalan; 

3. Keplltllsan Kepala Desa tentang pengangkatan bendahara desa tahun 

anggarall dan disertai dcngan penllnjllkan bank; 

4. Keputllsan Kepala Desa tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Oesa 

(PTPKD) tahlln anggaran berjalan; 

S. Rckomendasi Camat tentang Kelayakan Permohonan Peneaharisan 

Dana Oesa; 

6. Dokumcntasi Rcneana Pcmanfaatan Dana Oesa (ORA PO-DO); 

7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang anggarannya bersumber 

dari Dana Desa; 

8. Sllrvci harga barang dan jasa; 
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9. Sumt Pcrnyataan Kcpala DC~~1 bcrmatcrai (P~tkla Inlegrila$); 

10. Surat Pemyataan Tanggung jawab Penggunaan Dana Desa; 

I 1. Rekapitulasi penggunaan Dana Desa, Rencana Penggunaan Dana Desa 

dan alur kas rencana penyerapan dana desa; 

12. Rencana Anggaran Biaya (RAB) khusus untuk kegiatan fisik berikut 

gambar penampangnya dan analisa biaya yang berlaku dan photo 0% 

(nol per seratus) 

b. Tahap II dan Tahap III 

Telah diverifikasi dan direkomendasikan layak untuk mcngajukan permohonan 

penyaluran oleh Tim Pendamping Kecamalan disertai persyaratan dokumen 

yang harus dicukupi antara lain sebagai bcrikut: 

1. Surat prmohonan pencairan dana desa dari tahap II atau tahap III; 

2. Laporan penyerapan dan pemanfaatan Dana Desa tahap sebelum -

sebelumnya telah mencapai 80% (delapan puluh per seratus) dari dana 

yang telah direalisasikan (Dana Desa tahap sebelum-sebelumnya); 

3. Photo perkembangan terakhir untuk kcgiatan fisik; 

4. Rekomendasi camat tentang Kclayakan Permohonan Pencairan Dana 

Desa; 

5. Berita Acara Penelitian dan hasil vcrifikasi pelaksanaan kegiatan tahap 

sebclumnya oleh Tim Pendamping Kccamatan. 

5.2.Kcrawanan Korupsi Dalam Pcngclolaan Dana Dcsa 

Perubahan sosial sebagai proses pcmbangunan nasional yang terencana oleh 

pemerintah bcrtujuan untuk memperbaiki kehidupan rakyat dan masyarakat Indonesia. 

Pcrbaikan kehidupan sosial, ekonomi, politik dan bidang lainnya dilaksanakan untuk 

mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan sosial. Pemerintah menjalankan 

program-program sebagai penjabaran kebijakan publik dan melibatkan seluruh jajaran 

aparat birokrasi pemerintah, didukung partisipasi masyarakat dan segenap unsur 

orgamsasl social. Partisipasi masyarakat berpcngaruh positif bagi pcningkatan atau 

perbaikan kualitas hidup rakyat secara proporsional dan berkeadilan sosial. Pol a 

terjadinya korupsi dapat dibedakan dalam tiga wilayah besar yaitu: 

). Bentuk penyelahgunaan wewenang (detournement de pal/voir) yang 

berdampak terjadinya korupsi. Mercenery abuse of power merupakan 

penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh orang yang mempunyai suatu 
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kewenangan tcrtentu yang bckcljasama dengan pihak lain dengan cara sogok

menyogok, suap, mcngurangl standar spesifikasi at au volume dan 

penggelembungan dana. Penyalahgunaan wewenang seperti ini adalah 

biasanya dilakukan secara 11011 politis, dan dilnkukan oleh pcjabal yang bclum 

terlalu tinggi kcdudukannya~ 

2. DiscrelinelY abuse oj power, pada pcnyalahgunaan wcwenang ini dilakukan 

oleh pejabat yang mcmpunyai kcwcnangan istimewa dengan mengeluarkan 

kebijakan tertcntu misalnya kcputusan Bupati/Walikota atau berbentuk 

peraturan dacrah yang dapal mcnjadikan mcrcka bekcrjasama dengan 

kclompok tertentu (nepotismc); 

3. Idiological abuse oj power, penyalahgunaan wewenang ini dilakukan oleh 

pejabat unluk mengejar tujuan dan kepcntingan tertentu dari kelompok atau 

partainya (golongan). Dapal juga terjadi dukungan kelompok pada pihak 

tertentu untuk menduduki jabatan strategis di birokrasi atau lembaga negara, 

dimana letak mcreka akan mcndapatkan kompensasi dari tindakannya tersebut. 

Hal ini yang sering disebut politik balas budi yang licik. Korupsi jenis inilah 

yang paling berbahaya karena dcngan praktek ini semua elemen yang 

mendukung telah mcndapatkan kompcnsasi. 

Pemerintah Indonesia melibatkan seluruh jajaran institusi birokrasi dan segenap 

aparatur untuk menggerakkan pcrubahan sosial mcwujudkan cita-cita diatas. Faktor 

hukum (peraturan perundang-undangan) mclandasi langkah-Iangkah seluruh 

pelaksanaan program. Faktor internal dan eksternal masyarakat yang hadir merupakan 

sebuah dinamika peran masyarakat dalam pelaksanaan program-program 

pembangunan. Perilaku korupsi juga menjadi ancaman bagi aparatur desa dalam 

penyelenggaraan pemerintah dcsa. Mengingat dalam pclaksanaan Undang-Undang 

Desa, pemerintah dcsa digclontor untuk keuangan dcsa. Hal ini mcnjadi problem baru 

bagi pemerintah desa jika tidak dikelola secara baik dan benar. Pengelolaan keuangan 

desa dan manajemcn dcsa harus didampingi secara serius dan berkelanjutan. 

Pemerintah desa dengan berbagai kckurangan dalam struktur maupun non struktumya 

mengahantui dalam pelakanaannya. (Hayat, Maratu) Makhmudah, 2016:365) 

Alokasi Dana Dcsa sangat penting guna pcmbiayaan pengembangan wilayah 

tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa 

ini ditujukan untuk program program tisik dan non tisik yang berhubungan dengan 
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indikator Perkembangan Desa, meliputi tingkat pcndidikan, tingkat pendapatan 

masyarakat, dan tingkat kesehatan. Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa adalah 

sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional Pemerintah 

Dcsa, scbcsar 70% (tujuh puluh persen) untuk hiaya pemh~~rcJayaaJl masyamkat. Bagi 

8danja Pcmbcrdayaan Masyarakat digunakan untuk Biaya pcrbaikan sarana publik 

dalam skala kecil, penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa, biaya 

untuk pengadaan ketahanan pangan, perbaikan lingkungan dan pemukiman, teknologi 

tepat guna, perbaikan kesehatan dan pendidikan, pengembangan sosial budaya, dan 

sebagainya yang dianggap penting. (8ayu Sukmawan 8udiyono, 2013:4) 

Ketcrgantungan desa tcrhadap dana dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah 

Daerah masih sangat kuat. Hal terscbut disebabkan oleh karcna Pcmerintah Desa 

kurang dapat n ... engoptimalkan sumber-sumber pcndapatan yang berbasis kekayaan 

dan potensi yang dimiliki desa tcrsebut maupun asset dcsa. Asset desa adalah segal a 

scsuatu yang bernilai. yang dapat dikelola dan dikontrol oleh dcsa. serta dimanfaatkan 

untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Asset desa herasal dari kekayaan 

asli desa, dibcli atau diperoleh alas beban APB Desa at au pcrolchan hak lainnya yang 

sah. Pada umumnya asset desa merupakan asset yang berwujud.(Sutaryo, dkk, 2014: 1) 

Berbagai modus penyelewengan pada umumnya dilakukan oleh aparat 

pemerintah dcsa, terhadap alokasi dana desa yang pada umumnya terjadi an tara lain: 

I. Menggunakan dana desa untuk kcpentingan pribadi; 

2. Mengalihkan dana untuk program lain; 

3. Memasukkan kegiatan barn yang sebelumnya tidak direncanakan; 

4. Memanipulasi laporan penggunaan dana dcsa; 

5. Dana dcsa digunakan untuk menutupi setoran Pajak Bumi dan Bangunan 

(PB8); 

6. Pcmbelian barang inventaris dcsa; 

7. Pengalokasian dana desa yang tidak sesuai dengan kctentuan; 

8. Kepala Desa tidak mengalokasikan dana untuk kegiatan kcmasyarakatan yang 

seharnsnya dibiayai oleh dana desa. 

Disisi lain pcrmasalahan yang muncul adalah kurang tcpatnya pencapaian sasaran 

program. Artinya program-program yang semula dianggarkan untuk dibiayai 

seringkali digantikan oleh program lain yang ternyata memiliki kcpentingan yang 
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lebih besar untuk diprioritaskan. Kondisi ini menggambarkan adanya mekanisme 

penganggaran yang kurang matang schingga tcrjadi kesalahan dalam penentuan 

prioritas pendanaan pada tahap awa!. Indikasi awal yang menjadi dasar ketidaktepatan 

pcnentuan skala prioritas tersebut dapat menimbulkan hal-hal yang scharusnya tidak 

tcrjadi dalam pembangunan desa. 

Kurang terarahnya distribusi dana desa selama ini dapat dilihat dari realita 

bahwa scbagian besar desa mengalokasikan anggaran dana dcsanya untuk perbaikan 

atau peningkatan fisik jalan, gcdung, irigasi yang kontribusinya rendah dalam 

mendorong pemberdayaan masyarakat dan sangat sedikit dana dcsa yang mcngarahkan 

anggarannya bagi pembiayaan yang lebih produktif scpcrti pcmbcntukan Hadan Usaha 

Milik Dcsa, Bank Desa, Pasar Desa, pinjaman modal secara bcrgulir tanpa bunga 

untuk kegiatan pengembangan UKM diwilayah desa. 

Apabila dikaji menggunakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), pcnyclewcngan 

dana des a merupakan salah salu bentuk tindak pidana korupsi. Hal ini didasarkan pad a 

rumusan mengenai tindak pidana korupsi pada undang-undang tersebut. Pasal 2 UU 

PTPK mengatur: 

( I) Setiap orang yang secara melawan hukum mclakukan perbuatan mempcrkaya 

diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan 

keuangan negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana 

penjara paling singkat 4 (empat) lahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun 

dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling 

banyak Rp. 1.000.000.000,00 (salu miliyar rupiah); 

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi scbagaimana dimaksud dalam ayat (l) 

dilakukan dalam keadaan tertentu, pi dana mati dapal dijatuhkan 

Korupsi adalah realitas tindakan penyimpangan terhadap norma sosial dan 

hukum yang tidak dikehendaki masyarakat dan diancam sanksi oleh negara. Korupsi 

sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang, kedudukan, kesempatan untuk memenuhi 

kepentingan diri sendiri ataupun kelompok tertcntu yang melawan kepentingan 

bersama (masyarakat). Korupsi di indonesia masih menjadi musuh besar. Pemerintah 

melalui berbagai inisiasi berusaha untuk menumpas tindak pi dana kOfUpsi. Berbagai 

kasus korupsi yang dilakukan oleh beberapa oknum dengan latar bclakang pendidikan 
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dan jabatan menjadikan pelajaran yang berharga hagi selumh lapisan masyarakat dan 

para pemangku kebijakan. Harus dikui bahwa korupsi adalah kcjahatan besar dan 

merugikan ncgara dan rakyat. Sementara rakyat masih terkungkung dalam lembah 

kemiskinan dan kcterpurukan, sementara korupsi terus merajalela. Dari semua level 

tingkatan korupsi scolah-olah sudah menjadi penyakit yang akut dan sulit untuk 

disembuhkan. Tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa yang berdampak 

sangat signifikan lcrhadap dinamika berbangsa dan bcrnegara. Aspek sosial, politik, 

budaya, dan ekonomi mempunyai dampak terhadap tindakan korupsi. 

TAP MPR Rl Nomor XlIMPRll998 Tentang Penyc\enggara Ncgara Yang bersih 

dan Sebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotismc mengamanatkan pentingnya 

memfungsikan lembaga-Iembaga negara secara proporsional dan tepat, schingga 

penyelcnggaraan negara dapat bcrlangsung sesuai dcngan peraturan perundang

undangan yang berlaku. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dapat 

melakukan penyidikan tcrhadap dllgaan tindak pidana korupsi dana desa (Vide: Pasal 

I angka 13. Pasal 14 ayat ( I) hllruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 jo Pasal I 

angka 2 KUHAP ), disamping itu juga dapal dilakukan penyidikan oleh Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) bcrdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 

30 Talmn 2002 Tcntang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dcngan alasan 

laporan masyarakat mengcnai tindak pi dana korupsi tidak ditindaklanjuti oleh Polri, 

proses pcnanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tcrtunda-tunda 

tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, pcnanganan tindak pidana korupsi 

ditllnjl1kkan lIntl1k melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang scsungguhnya (aktor 

intelektualnya) serta ocnanganan tindak pidana korupsi mengandung unsllr korupsi. 

Berkaitan dengan pemberantasan korupsi pengelolaan dana dcsa, baik 

Kcpolisian, Kejaksaan, maupun Komisi Pembcrantasan Korupsi (KPK) dapat meminta 

audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (SPK). Badan Pemeriksa Keuangan juga dapat 

mengaudit mengenai terjadinya kerugian keuangan negara. Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Kellangan 

Ncgara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa 

Keuangan telah mcmberikan landasan hukum yang kuat mengenai kedudukan, fungsi 

dan mandat BPK sebagai lembaga yang independcn (be bas) dalam mclakukan 

pemeriksaan atas pengclolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Independensi 

pemeriksaan at au disebut pula indcpendensi fungsional mengandung makna bahwa 
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lembaga pemeriksa mcmiliki kecukupan mandat dan keleluasaan untuk melakukan 

tugas pemeriksaan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil 

pemeriksaan, termasuk keberadaan mckanisme tindak lanjut yang efektif atas 

rckomendasi pemcriksaan. 

Kt:rjasama BPK dcngan aparat penegak hukum dilakukan terkait dcngan tindak 

lanjut hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana. Hal terscbut sesuai dengan 

Pasal 14 ayat (I) UU No 15 Tahun 2004 yang mcnyatakan bahwa apabila dalam 

pemeriksaan ditemukan unsur pi dana, BPK scgera melaporkan hal tcrscbut kepada 

instansi yang bcrwenang sesuai dengan ketcntuan perundang-undangan. Selanjutnya 

Pasal 8 ayat (4) UU No. 15 Tahun 2006 menyatakan laporan BPK yang mengandung 

unsur pi dana dijadikan dasar penyidikan oleh pcjabat pcnyidik yang berwcnang sesuai 

dcngan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bcrlaku. 

Selain BPK, menurut Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 dan Keputusan 

Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tcntang Kcdudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, 

Susunan Organisasi, dan tata Kcrja Lembaga Pcmcrintah Non Departcmcn terdapat 

lcmbaga lain yang mcmiliki kcwenangan scrupa, yaitu Badan Pcmeriksa Kcuangan 

dan Pembangunan (BPKP), sebagai usaha peningkatan fungsi pcngawasan, disamping 

aparat pengawasan lain seperti BPK, Inspektorat Jcnderal Departcmen, Inspektorat 

wilayah dan yang lainnya. Salah salll lugas pokok BPKP adalah mclakukan 

pemeriksaan khusus tcrhadap kasus-kaslls tidak lancarnya pelaksanaan pcmbangunan 

dan kasus-kasus yang diperkirakan mengandung unsllr penyimpangan yang merugikan 

ncgara. Sebagai implementasi kerjasama pemberantasan korupsi, Kejaksaan RI 

mcnerbitkan petunjllk pclaksanaan teknis melalui Kcputusan Jaksa Agung Nomor: 

Juklak-001/J.N211989 No Kep-145/KlI989 perihal upaya penanganan bersama BPKP 

dalam tindak pidana korupsi yang diberi kewcnangan untuk menghitung kerugian 

kCllangan negara. 

Berdasarkan ketcntllan dalam Pasal 5 Keppres No 103 Tahun 2001 dalam 

mclaksanakan tugas, BPKP menyelcnggarakan fungsi scbagai berikut: 

I. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan 

keuangan dan pembangunan; 

2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawas,an kcuangan dan 

pembangunan; 

3. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pclaksanaan tugas BPKP; 
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4. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan 

pengawasan keuangan dan pembangunan~ 

5. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang 

perencanaan umum, kctatausahaan, organisasi dan tatalak!:mna, kepegctwctian, 

keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga. 

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 Kcppres Nomor 103 Tal1Un 200 I dalam 

menyclenggarakan fungsi tersebut, BPKP mcmplInyai kewenangan: 

I. Pcnyusllnan rencana nasional secara makro di bidangnya; 

2. Perumllsan kebijakan di bidangnya lIntllk mendukung pcmbangllnan sccara 

makro; 

3. Penetapan sistem informasi di bidangnya~ 

4. Pembinaan dan pengawasan at as penyclcnggaraan otonomi daerah yang 

melipllti pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidangnya; 

5. Penetapan persyaratan akreditasi Icmbaga pendidikan dan sertifikasi tcnaga 

profesional atau ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya; 

6. Kewcnangan lain sesuai dengan ketcntuan perundang-undangan yang bcrlaku 

yaitu: 

a. Memasuki semua kantor, bengkcl, gudang. bangunan, tempat-tempat 

penimbunan, dan sebagainya; 

b. Meneliti semua catatan, data eleklronik, dokumen, buku perhitllngan, 

surat-surat bukti, notulen rapat panilia dan sejenisnya, hasil survey 

laporan-Iaporan pengelolaan, dan surat-surat lainnya yang diperlukan 

dalam pengawasan; 

c. Pengawas kas, surat-surat berharga, gudang persediaan dan lain-lain; 

d. Meminta keterangan tcntang tindak lanjut hasil pengawasan, baik hasil 

pengawasan BPKP sendiri mallpun hasil pengawasan Badan Pcmcriksa 

Keuangan, dan lembaga pengawasan lainnya. 

Apabila ditemukan bukti yang merugikan keuangan negara, maka akan diteruskan ke 

aparat penegak hukum lainnya yaitu Kejaksaan untuk diproses sesuai hukum yang 

berlaku mulai dari penyidikan hingga pemeriksaan di pengadilan. Aparat Penegak 

Hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam usaha pemberantasan tindak 

pidana korupsi di Indonesia, selain peran serta masyarakat. 
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Keberhasilan implcmcntasi scbuah kebijakan salah satu faktor menentukannya 

aualah sosialisasi yang merupakan proses pengkomunikasian kcgiatan yang ada 

kepada masyarakat. Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan yaitu transmisi, 

clarity dan consistency (Yuyun Yulianah, 2015:618). Hal tersebut disebabkan karena 

alokasi dana desa merupakan dana dari APBN yang langsung mas uk ke rekening desa, 

dimana dalam pcnggunaannya merupakan kewenangan penuh dari Kepala Desa, 

dengan demikian akan sangat rentan terhadap penyelewengan karena dalam 

perencanaan kegiatan pun merupakan kewenangan dari Kepala Desa. Sementara 

masyarakat yang dalam hal ini diwakili oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

hanya sebatas memberikan masukan kepada Kepala Desa berdasarkan aspirasi dari 

masyarakat. APB Desa merupakan anggaran dalam perencanaan tahunan 

Pcmerintahan Desa yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan 

kegiatan, serta rcncana pembiayaan yang dibahas dan disctujui bersama olch 

Pcmerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang kemudian ditetapkan 

dalam Peraturan Dcsa. 

Rcgulasi dan kelembagaan memberikan dampak positif tcrhadap percepatan 

pembangunan desa. Disamping itu meJalui Undang-Undang Desa, des a dituntut untuk 

membuat lembaga Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) untuk mempermudah dcsa 

melakukan akscs jaringan atau pengelolaan sumber daya desa secara bersama-sama, 

sehingga ringan sarna dijinjing, berat sarna dipikul menjadi slogan yang dapat 

diaplikasikan dalam pcmbangunan desa. Di sisi lain, regulasi dan kelembagaan 

tcrdapat celah yang dapal disusupi untuk melakukan penyalahgunaan wewenang 

maupun tindak pi dana korupsi. Besarnya potensi desa dan peluang pengelolaan 

sumber daya desa yang melimpah, jika kontrol terhadap pengambil kebijakan lemah 

mempunyai peluang yang besar untuk disalahgunakan. Partisipasi aktif masyarakat 

dan orientasi untuk kesejahteraan dan peningkatan ekonomi masyarakat menjadi hal 

yang sangat substansial bagi pemerintah desa. 

Pengawasan pclaksanaan alokasi dana desa tidak terlepas dari struktur tugas dan 

kcwenangan serta pertangungjawaban sebagaimana disusun dalam struktur organisasi 

pelaksana. Struktur organisasi pclaksana alokasi dana desa Dibcntuk dengan 

memberikan garis kewenangan dan tugas serta arah pertanggungjawaban antar fungsi 

yang jelas. Akan tetapi dalam pelaksanaannya di lapangan pelaksanaan fungsi belum 

sepenuhnya berjalan, terutama berkaitan dengan pelaksanaan fungsi yang melibatkan 
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beberapa pejabat pelaksana serta LPMD yang diakibatkan Ketidak mcngertian akan 

tugas dan tanggung jawab masing-masing sehingga mengurangi efektivitas 

pengawasan. 

Apabila ditinjau pula daTi konsep hukum administrasi, maka tindakan 

penyelewengan dana desa yang tidak sesuai dengan pcruntukannya merupakan 

tindakan penyelahgunaan wcwenang (detournement de pal/voir). Kekuasaan 

memberikan dasar diberlakukannya kcwenanganlwewenang yang sah berdasar hukum 

(rechSlkracht) , didalamnya tcrdapat hak (rechten) dan kcwajiban (plichten) sesuai 

aturan hukum (rechtmatigeheid). Seeara teoritis, pengertian kekuasaan hukum dapal 

dibedakan menjadi 2 (dua), yakni (Yuyun Yulianah, 2015:618): kekuasaan formil 

(formale rechtskracht) dan kekuasaan hukum materiil (materiele rechtskrachl). 

a. Kekuasaan hukum [armil (formale rechtskracht), adalah pengaruh yang timblll 

akibat adanya keplltllsan; 

b. Kekllasaan hukllm materiil (materiele rechtskracht), adalah kcputusan yang 

lidak lagi dapat dibantah o[ch suatu alat hukum. 

"lIef begrip bevoegheid is dan ook een kernbergrip in het staals-en administraliej 

recht" (Kewenangan at au wewenang memiliki kcdudukan penting dalam kajian 

hukum tata negara dan hukum administrasi). (Pendapat dari F.A.M. Stroik dan 

1.G.Steenbeek dalam bukunya "fnleiding in het Staats-en, Administraliej Recht", dari 

pernyataan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa wewenang merupakan konsep inti dari 

hukum tata negara dan hukum administrasi). Oleh karena itu, wewenang dan 

kewenangan selain menjadi "roh" juga sekaligus sebagai dasar pengerak tindakan 

pemerintahan (bestuurhandeling), sehingga disebut sebagai negara dalam keadaan 

bergerak (slaat in beweging). Pcmerintah memegang kendali dalam terWLljudnya 

negara kesejahteraan (we(fare state), untuk itu diperlukan instrumen aturan sebagai 

alat untllk mewujudkan tujuan tersebut. Instrumen hukum dimaksud dituangkan dalam 

UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP). 

Untuk itu periu dilakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa tersebut. 

Pengawasan merupakan suatu eara untuk menjamin bahwa rcneana telah dilaksanakan 

sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Untuk mcnilai keberhasilan suatu proses 

kegiatan apakah sudah sesuai dengan rencana yang tetah ditetapkan atau menyimpang 

dari rencana, maka dibutuhkan suatu pengawasan (controlling). Dengan demikian 

bahwa fungsi pengawasan meliputi aktivitas-aktivitas dan tindakan untuk 
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menggunakan rencana dan keputusan yang telah dibuat dan sedang dilaksanakan scrta 

diselenggarakan. 

Apabila dalam pelaksanaan pengelolaan kcuangan desa terdapat cacat 

administrasi, maka harus diberikan sanksi dalam bentuk administrasi pula, sebaliknya 

apabila linuakan tersebul mengandung unsur pi dana, maka sanksi yang diberikan juga 

harus berbentuk sanksi pidana. sanksi merupakan bagian pcnutup yang paling penting 

dalam peraturan hukum administrasi negam. Sanksi digunakan atau dimaksudkan agar 

kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan bagi masyarakat yang dituangkan dalam 

peraturan hukum administrasi dapat dipenuhi rnasyarakat, pendapat van Wijk 

Koenijenbelt mcnyebutkan bahwa: "sanksi ({dminis/rat!! itll merupakan sarana-sarana 

kekuatan menurul hukum publik yang d"pat diterapkan oleh badan atau pejabat TUN 

sebagai reaksi terhadap mereka yang lidak menlaa/i norma-norma huklll1l TUN" (Jurn 

Anggraini, 2012: 185) Sanksi administrasi diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan scbagai berikut: Ayat (I) 

Sanksi Administratif ringan bcrupa: 

a. Tcguran lisan; 

b. Tcguran tertulis; atau 

c. Penundaan kenaikan pangkat, golongan, dan/atau hak-hak jabat .. n. 

Ayat (2) Sanksi Administratifsedang berup .. : 

a. Pcmbayaran uang paksa (dwangsom) dan/atau ganti rugi; 

b. Pernberhentian sementara dengan mcrnperoleh hak-hak jabatan;atau 

c. Pernberhentian semcntara tanpa mcmperoleh hak-hak jabatan. 

Ayat (3) Sanksi Admnistratifberat berupa: 

a. Pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas 

lainnya; 

b. Pemberitahuan tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas 

lainnya; 

c. Pcmberhentian tetap dengan mcmperolch hak-hak keuangan dan fasilitas 

lainnya serta dipublikasikan di media massa; atau 

d. Pemberhentian lelap tanpa memperolch hak-hak kcuangan dan fasilitas lainnya 

serta dipublikasikan di media massa. 

Ayat (4) Sanksi lainnya sesuai ketentuan pcrundang-undangan. 
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S.3.Faktor- Pengbarnbat dan Pcndorung Pcningkatan Profesionalitas Aparat 

Desa Dalam Mengclola Dana Desa 

Mengacu pendapat Indonesia Corruption Watch ( selanjutnya disebut ICW) 

terdapat empat faktor penyebab terjadinya korupsi dana desa yang dilakukan oleh 

aparat desa (https:llantikorupsi.orglidlnews/cegah-korupsi-dana-desa). Faktor paling 

mendasar adalah kurang dilibatkannya masyarakat dalam proses perencanaan dan 

pengawasan dana desa. Akses masyarakat untuk mendapatkan informasi pengelolaan 

dana desa dan terlibat aktif dalam perencanaan dan pengelolaan pada praktiknya 

banyak dibatasi. Jika kita telaah pada pasal 68 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

( Selanjutnya disebut UU Desa) telah mengatur hak dan kewajiban masyarakat desa 

untuk mendapatkan akses dan dilibatkan dalam pembangunan dcsa. Pelibatan 

masyarakat ini mcnjadi faktor paling dasar karena masyarakat desa lah yang 

mengetahui kebutuhan desa dan secara langsung menyaksikan bagaimana 

pembangunan di desa. Faktor kedua adalah terbatasnya kompetensi kepala desa dan 

pcrangkat desa. Kctcrbatasan ini khususnya mengenai tcknis pengclolaan dana desa, 

pcngadaan barang dan jasa, dan penyusunan pertanggungjawaban keuangan desa. 

Faktor ketiga adalah tidak optimalnya lembaga-Iembaga desa yang baik secara 

langsung maupun tidak memainkan peran penting dalam pembcrdayaan masyarakat 

dan demokrasi tingkat desa, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lainnya. 

Faktor keempat yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah penyakit cost 

politik tinggi akibat kompetitifnya arena pemilihan kepaJa dcsa. Meningkatnya 

anggaran des a disertai dengan meningkatnya minat ban yak pihak untuk maju dalam 

pemilihan kepala desa tanpa agenda dan komitmen membangun desa. Berdasarkan 4 

faktor masalah yang disitir dari pendapat ICW, maka dalam rangka kiat mencegah 

meningkatnya korupsi dana desa harus dijawab dengan mencari solusi dari empat 

faktor korupsi desa diatas. Jika tidak, korupsi desa akan terus mengalami peningkatan 

yang akan mengintervensi agenda pembangunan dari desa dan menghambat 

kesejahteraan masyarakat desa. Anggaran dana desa yang meningkat setiap tahunnya 

dikhawatirkan tidak banyak mengubah problem desa apabila korupsi desa tidak 

ditindak serius. Padahal, kebijakan penyaluran anggaran ke desa merupakan kebijakan 

progresif yang dapat membuat desa menjadi entititas yang mandiri 

(https:llwww.kemenkeu.go.idlmedial6749lbuku-pintar-dana-desa.pdf). Jangan sampai 

kebijakan ini menjadi terhambat hanya karena tataran implementasi yang buruk. 
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Pada zaman pra kemerdckaan, secara yuridis formal wilayah atau daerah 

pedesaan diatur dengan Staatblaad Tahun 1919 Nomor 13, dimana Staalblaad Nomor 

212 Tahun 1907 terkait dengan pcmilihan Kepala Desa. Oalam hal ini diketahui bahwa 

scjak jaman pra kemerdekaan, desa memiliki Pemerintahannya sendiri sebagai bagian 

yang utuh datam Negara Kcsatuan Repllhlik Indonesia setelah merdeka. Rcglliasi 

dalam sejarah pengaturan Dcsa, dimulai dcngan ditctapkan beberapa pcngaturan 

tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok 

Pcmcrintahan Dacrah, Undang-Undang Nomor 1 Talmn 1957 tcntang Pokok-Pokok 

Pemcrintahan Dacrah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok 

Pcmcrintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tcntang Desa Praja 

Scbagai Bentuk Peralihan Untuk Memperccpat TCf\\!ujudnya Daerah Tingkat III di 

Scluruh Wilayah Rcpublik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tcntang 

Pokok-Pokok Pemerintahan di Dacrah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tcntang 

Pemerintahan Dcsa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemcrintahan 

Dacrah. dan tcrakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahlln 2014 tcntang 

Pcmcrintah Dacrah scbagai pcngganli Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tenlang 

Pcmcrintahan Dacrah, Undang-Undang ini disusun dengan scmangat penerapan 

amanat konstitusi. 

Dcsa asli yang tclah ada sejak zaman dahulu memiliki hak dan wcwcnang untuk 

mengatur dan men gurus rumah tangganya sendiri. hak dan wewenang untuk 

menyelenggarakan rumah tangganya sendiri yang biasa disebut hak otonomi. Oalam 

hal dcsa, maka desa yang memiliki hak itu disebut sebagai desa otonom. Desa-desa 

otonom adalah desa yang merupakan subyek-subyek hukum, artinya dapat melakukan 

tindakan-tindakan hukum. Tindakan-tindakan hukum yang dapat dilakukan antara lain 

(Taliziduhu Ndraha, 1981: 17-18): Mengambil keputusan atau membuat peraturan 

yang dapat mengikat segenap warga desa atau pihak tertentu, sepanjang menyangkut 

penyelenggaraan rumah tangganya;Menjalankan pemerintahan desa; Mcmilih kepala 

desanya; Memiliki harta benda dan kekayaan sendiri; Memiliki tanah sendiri; 

Menggali dan menetapkan sumber-sumber keuangan sendiri; Menyusun anggaran 

penerimaan dan pcngeluaran keuangan desa; Menyelenggarakan go tong royong; 

Menyelenggarakan peradilan desa; Menyelenggarakan usaha lain demi kesejahleraan 

masyarakat desa 

35 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PENELITIAN RANCANGAN MODEL PEMBERDAYAAN... ABD.SHOMAD 



Pemerintahan Desa, diakomodir dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun ) 945 yang menyatakan: "Negara mengakui 

dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak 

tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkcmbangan masyarakat 

dan prinsip Negara Kesatuan Republik Imlunesia, yang diatur dengan undang-undang. 

Dari pcmahaman Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI ) 945 tersebut bahwa dcsa diartikan 

bukan saja sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, tetapi juga sebagai hierarkhi 

pcmerintahan yang terendah dalam Ncgara Kcsatuan Republik Indonesia", disamping 

itu jelas bahwasanya desa yang pemcrintahannya berdasarkan hak asal-usul dan adat 

istiadat tetap dihormati dan diakui dalam bingkai besar negara bangsa (nation state) 

yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merujuk pada konsep negara hukum 

Pancasila yang bertujuan menciptakan kcadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Selain 

dibutuhkan peran serta gotong royong dari rakyatnya dengan adanya konsep 

Parlisipalory Democracy, (Jimmly Ashiddiqie, 20) 5:) ) 7) maka Pemerintah scbagai 

organ/hadan yang bertanggung jawab secara langsung dalam pelaksanaan tugas dan 

fllngsinya berdasar amanat konstitusi mcnjalankan pemerintahan. Mengenai konsep 

keadilan sendiri sebagai sarana untuk mcncapai suatu kesejahteraan sosial, John Rawls 

memberikan pemahaman mengenai konsep kcadilan itu sendiri, keadilan dipcrlukan 

adanya kesamaan pandangan dan kesepakatan dari berbagai unsur masyarakat yang 

terlibat, demi terwujudnya keadilan sosial (social jus/ice) dan juga keadilan hukum 

(legal justice) yang dilandasi dengan itikad baik untuk meIaksanakan prinsip keadilan 

hukum tersebut (Fadhillah, 2013:5). 

Peri hal melaksanakan pemerintahannya, Kepala Desa bersama dengan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan pcraturan desa (Vide: Pasal 55 ayat (3) PP 

No. 72 Tahun 2005). Akan tetapi peraturan dcsa tersebut hanya merupakan penjabaran 

lebih lanjut dari peraturan perundang-lIndangan yang lebih tinggi, bukan merupakan 

instrumcn dalam rangka memperdayakan masyarakat desa untuk mencapai 

kesejahteraan dan kemakmuran. Untuk ilU perlu diadakannya reformasi pemerintahan 

dcsa yang dimaksudkan untuk memperbaharui dan memperkuat unsur-unsur 

demokrasi dalam bentuk dan susunan pemerintahan desa. Sebagaimana pendapat 

sebagai berikut: "Masyarakat desa dan pemerinlahan desa, sehinggq pemerintah desa 

dalam segala kepulusannya dan tindakannya selalu mengulamakan kepentingan dan 

aspirasi masyarakal desa tanpa melupakan kepentingan Negara Kesalllan RI dalam 
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rangka persatuan dan kesatuan bangsa (Bhinekka Tunggal lka). lJisamping itu 

masyarakal desa waJtb mendukung pemerintahannya dengan menlaali keputusan

kepulusan serla mentaati tindakan-tindakannya yang demokratis dan sekaligus dapal 

pula mengkoreksi tindakan-tindakan yang merllgikan masyarakal". (A. W. Widjaja, 

1996:13) 

Pemberlakuan Undang-Undang Desa menetapkan entitas desa sebagai cntitas 

pelaporan. Sebuah entitas des a dalam hal ini seharusnya memiliki kewenangan lebih 

besar dalam hal belanja tcrmasuk kewenangan dalam mcmbentuk badan usaha desa 

scbagai upaya pemerintah dalam mensejahterahkan masyarakat. Pembangunan di 

daerah pedesaan berbeda dengan pembangunan di dcsa lainnya. Bagi daerah yang 

memiliki sumber daya alam berlimpah, maka pengembangan desa cenderung lebih 

baik dibandingkan daerah yang sumber dayanya tcrbatas. Selain itu, regulasi yang 

dibual setiap daerah yang berbeda menjadi hal mcndasar proses pengembangan 

desanya. 

Secara konsep kewenangan, bcrdasarkan Pasal 200-Pasal 202 UU No 32 Tahun 

2004 jo. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemcrintahan Daerah, disebutkan bahwa 

dalam pemerintahan desa kabupatenlkota dibcntuk pemerintahan desa dan badan 

pcrmusyawaratan desa disebutkan bahwa: 

1. Pemerintahan Desa tcrdiri alas kepala desa dan pcrangkat desa; 

2. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya; 

3. Sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dari Pegawai Negeri 

Sipil yang memenuhi persyaratan. 

Dari ketentuan tersebut dapat kita cermati bahwa pemerintahan desa terdiri dari 2 

(dua) unsur, yaitu pemerintah desa yang terdiri dari Kepala Desa dan perangkat desa 

dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Adapun tugas dan wewenang kepala desa 

menurut PasJ 14 ayat (1) dan (2) PP No. 72 Tahun 2005 menyatakan bahwa: 

(I) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan. 

pembangunan, dan kemasyarakatan; 

(2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa 

Mempunyai wewenang; 

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan 

yang ditetapkan bersama BPD; 

b. Mengajukan rancangan peraturan desa; 
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c Menetapkan peraturan desa yang telah mcndapat persetujuan bersama 

BPD; 

d. Menyusun dan mengajukan rangcangan peraturan desa mengenai APB 

Desa dan ditetapkan bersama BPD~ 

e. Membina kehidupan masyarakat clcsa; 

f. Membina perekonomian desa; 

g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; 

h. Mewakili desanya didalam dan di Iuar pengadilan dan dapal menunjuk 

kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan pcraturan perundang

undangan;dan 

1. Melaksanakan wewenang lain sesuat dengan peraluran perundang

undangan. 

Sedangkan berkaitan dengan kewajiban yang harus dilaksanakan Kepala Desa menurut 

kctcntuan Pasal 15 ayat (I) dan ayat (2) PP No. 72 Tahun 2005 mcnycbutkan: 

(I) Dalam melaksanakan tugas dan wewcnang sebagaimana dimakslld dalam Pasal 

14, Kepala Desa mempunyai kewajiban: 

a. Memcgang teguh dan mengamalkan Pancasila, mclaksanakan Undang

Undang Dasar Negara Repllblik Indonesia Tahlln 1945 serta 

mempcrtahankan dan memelihara kelltuhan Negara Kcsatuan Republik 

Indonesia; 

b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 

c. Memelihara ketentraman dan ketcrtiban masyarakat; 

d. Melaksanakan kehidupan dcmokrasi; 

c. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas 

dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme; 

f. Menjalin hubungan kcrja dengan seluruh mitra kcrja pemerintahan 

desa; 

g. Mentaati dan menegakkan seillruh peraturan perundang-undangan; 

h. Menyclenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik; 

1. Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengclolaan keuangan 

desa; 

J. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa; 

k. Mendamaikan persclisihan masyarakat di desa; 
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1. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan dcsa; 

m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial, budaya dan 

ad at istiadat; 

n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di dcsa;dan 

o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan 

lingkungan hidup. 

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (I) Kepala Desa mempunyai 

kewajiban untuk mcmberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada 

Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kcpada BPO, 

serta menginformasikan laporan penyelcnggaraan pcmerintahan desa kepada 

masyarakat. Penerapan dan pclaksanaan otonomi desa diharapkan membawa semangat 

perubahan dalam mewujudkan tujuan pembangllnan yaitu mcningkatkan kcscjahteraan 

masyarakat desa. Dcsa sebagai pcmerintahan tcrkecil di ReplIblik Indonesia sangatlah 

perlu lIntuk memiliki sistem yang mapan serta pentingnya melakukan pcnataan desa 

sebagai upaya mewlIjudkan pemcrintahan desa yang cfektif dan efisien. Adapun yang 

termasuk dalam ruang lingkup penataan dcsa adalah pembcntukan, pcnghapusan, 

penggabungan, pendanaan, perubahan status dan penetapan desa. 

Sebagaimana diketahui dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 

Dcsa jo Peraturan Mentcri Oalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang 

Pengclolaan Keuangan Desajo Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman 

Pengclolaan Keuangan Oesajo Peraturan Pemcrintah Nomor 72 Tahun 2005 mengatur 

bahwa pendanaan terhadap jalannya pemerintahan desa yang bertujuan untuk 

mcningkatkan kesejahteraan masyarakatnya terbagi menjadi 7 (tujuh) yaitu: 

I. Pendapatan Asli Desa; 

2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Vide: Pasal 285 

ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah); 

3. Alokasi anggaran dari DPRO; 

4. Alokasi Dana Dcsa; 

5. Bantuan keuangan daTi APBN Provinsi/KabupatenIKota; 

6. Hibah dan sumbangan pihak ketiga; 

7. Lain-lain pendapatan yang sah. 

Dalam hal pendanaan terhadap desa, UU Dcsa meletakkan pTinsip dasar untuk 

penyelenggaraan, pcngawasan dan pemantauan pembangunan desa yang meliputi 
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pcngawasan oleh supra-desa (downward accollllIability), pengawasull uldl It:rnbaga 

desa dan pcngawasan dari masyarakat (upward accOimlabilrly). Desa mempunyai hak 

untuk memperoleh bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dan bag ian dari dana 

perimhangan kemmc~m plIsat dan daerah yang diterima olch KabupateniKota yang 

disalurkan melalui kas desa. Pl~mberian Alokasi Dana Desa rnerupakan wujud dan 

pemberdayaan masyarakat itu sendiri. (Sukcsi, 2007:43) 

Pada pelaksanaannya, permasalahan yang mllncul adalah kurang tepatnya pencapaian 

sasaran program. Artinya program-program yang semula dianggarkan untuk dibiayai 

seringkali digantikan oleh program lain yang temyata merniliki kepentingan yang 

lebih besar untuk diprioritaskan. Hal ini dipcrparah dengan beberapa jcnis kcgiatan 

yang dibiayai oleh dana dcsa yang digunakan untuk kcpentingan pribadi atau 

kelompok. Peraturan Pernerintah Nornor 72 Tahun 2005 Tentang Desa mengatur 

bahwa penyelenggaraan urusan pemerintah dcsa didanai dari APBN dan belanja desa 

dan bantllan pemerintah desa. Aturan tcrsehllt diperkllat dengan Surat Keputusan 

Mendagri (SK Mcndagri) Nomor: 140/640SJ tanggal 22 Maret 2005 Tentang 

Pedornan Alokasi Dana Desa dari pernerintah Kabllpaten kepada perncrintah Desa 

Berbagai hal yang dapat menyebabkan penyalahgunaan kckuasaan yang 

berimplikasi pada tidak optimal nyu alokasi dana desa, pada rnulanya adalah karcna 

tidak transparan nya penggunaan dana des a terse but. Disisi lain prinsip akllntabilitas 

juga tidak dipegang sccara kokoh, padahal prinsip akuntabilitas merupakan hal yang 

sangat penting untllk rnenjamin nilai-nilai seperti efisiensi, realibitas dan 

prediktibilitas. Terdapat 3 (tiga) prinsip utarna yang rnendasari pengelolaan keuangan 

daerah sebagai berikllt: (Mardiasono, 2002: 17) 

1. Prinsip Transparansi (Kclcrbllkaan) 

Masyarakat memiliki hak dan akscs yang sarna lIntuk rnengetahui proses 

anggaran karcna rncnyangklll aspirasi dan kepentingan rnasyarakat, terutarna 

pcrnenuhan kebutllhan-kebutuhan hidllp masyarakat ban yak. 

2. Prinsip Akuntabilitas (Vide: Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 20 I 0 Tentang 

Standar Akuntasi Pemerintah (SAP) 

Proses penganggaran rnulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan 

harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggung jawabkan kepada 

DPRD dan rnasyarakat. Masyarakat berhak untuk menuntut pcrtanggung 

jawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tcrsebut. 
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3. Prinsip Value of Money 

Diterapkannya 3 (tigu) lJukuk uulum proses pcnganggaran yalilu ckonomis, 

efisiensi, dan efektif: Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan 

sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah. 

Efisiensi berarti penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan 

Olltput yang maksimal (berdaya guna). Efektivitas berarti bahwa penggunaan 

anggaran terse but harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik. 

Keberhasilan pengelolaan dana dcsa juga tidak terlepas dari pengawasan yang 

ada. Pengawasan yang ada juga tidak terlepas dari kapasitas sumber daya yang 

dimiliki. Keuangan Desa tidak terlepas dari pengaruh dan kcbijakan pcmcrintahan 

dcsa dalam bidang keuangan. Terdapat faktor yang mempcngaruhi suksesnya 

kebijakan pengelolaan dana desa tersebut seeara umum sebagai bcrikut: 

1. Faktor Internal, yaitu faktor yang berada pada diri Pemerintah Desa sendiri 

(termasuk sosialisasi dalam rangka pendckatan pad a masyarakat desa), 

termasuk pula ketrampilan untuk mengulllpulkan pungutan desa, dan 

mclaksanakan penyelcnggaraan administrasi kcuangan desa; 

2. Faktor Eksternal, yaitu faktor yang berada di luar Pcmcrintahan Desa, seperti 

memahami inflasi, pcrubahan moneter, perkembangan ekonomi serta termasuk 

pula pemahaman akan peraturan pcrundang-undangan yang ada. 

Pengelolaan keuangan desa menentukan sukses atau tidaknya Pemerintahan Desa 

dalam menjalankan pemerintahan maupun pembangunan. Keuangan desa merupakan 

urat nadi desa. Keuangan desa merupakan eerminan perkembangan Pemerintahan 

Desa, Desa, dan masyarakat desa. (Bayu Surianingrat, 20 I 0: 117) 

Pelaksanaan Dana Desa diberikan Tim Pendamping agar pelaksanaan Dana 

Desa dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang direncanakan 

Pemerintah Pusal. Tim Pendamping untuk setiap desa diberikan 2 (dua) orang yaitu 

Tim Pendamping pada tingkat KabupatenlKota dan Tim Pend am ping pada tingkat 

Kccamatan. Tugas dan fungsi Pendamping Desa dalam mensukseskan penggunaan 

dana dcsa harus dikawal dan didampingi dengan ketat, agar tujuan pencairannya yakni 

dalam upaya memperecpat pertumbuhan dan pembangunan dalam rangka pemcrataan 

ekonomi dapat tercapai dengan baik. Tugas pokok pendamping desa dalah mengawal 
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implementasi UU Desa dcngan memperkuat proses pelaksanaan pemberdayaan 

masyarakat desa. Fungsi pendamping desa ada 13 yaitu: 

I. Fasilitasi penetapan dan pengelolaan kewenangan lokal berskala desa dan 

kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul; 

2. Fasilitasi penyusunan dan penetapan pcraturan desa yang disu5un secara 

partisipatf dan demokratis; 

3. Fasilitasi pengembangan kapasitas para penumpm desa untuk mewujudkan 

kepemimpinan dcsa yang visioner, dcmokratis, dan berpihak kepada 

kepentingan masyarakat dcsa; 

4. Fasilitasi dcmokratisasi desa; 

5. Fasilitasi kaderisasi desa; 

6. Fasilitasi pembentukan dan pengembangan lcmbaga kemasyarakatan dcsa; 

7. Fasilitasi pembentukan dan pengembangan pusat kemasyarakatan (community 

center) di desa dan/atau antar desa; 

8. Fasilitasu ketahanan masyarakat dcsa mclalui pcnguatan kewargancgaraan, 

scrta pelatihan dan advokasi hukum; 

9. Fasilitasi desa mandiri yang berdaya sebagai subyek pembangunan mulai dari 

tahap perencanaan, pclaksanaan dan evaluusi pembangunan desa yang 

dilaksanakan secara partisipatif, transparan dan akllntabcl; 

10. Fasilitasi kegiatan mcmbangun desa yang dilaksnakan olch supradcsa 

secarapartisipatif, transparan dan akuntabel; 

II. Fasilitasi pembentukan dan pengembangan Gadan Usaha Milik Desa (BUM 

Des); 

12. f'asilitasi kerjasama an tar desa dan kerjasama dcsa dengan pihak ketiga;dan 

13. Fasilitasi pembentukan serta pengcmbangan jaringan sosial dan kemitraan. 

(Ahmad Dzallqy Abdllr Rabb, 2016:36) 

Secara umum pelaksanaan dana Desa telah bcrjalan dcngan baik sebagaimana 

yang telah diatetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian 

pelaksanaan kebijakan dana desa masih terdapat ketidaksesuaian yang disebabkan oleh 

bebcrapa faktor penghambat pclaksanaan dana desa. Salah satunya adalah pcncairan 

dana desa mengalami kcterlambatan dari tang gal yang telah ditetapkan, dikarenakan 

ketcrlambatan dalam membuat petunjuk teknis dan melengkapi persyaratan pencairan 
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yaitu rumitnya birokrasi. Pelaksanaan dari seluruh dana desa dimulai dari 

pengalokasian hingga evaluasi, yang paling bermasalah yaitu pada saat penyaluran, 

yailu penyaluran dana desa tidak berjalan sebagaimana mestinya karena keterlambatan 

desa dalam melakukan permohonan pcncairan dana desa dan juga diakibatkan 

tcrlalllbatllya pt:lI1buatan pdunjuk teknisnya. 

S.4.lJpaya Peningkatan Profcsionalitas Aparat J)csa Dalam Mcngclola Dana 

Dcsa 

Agar korupsi desa tidak bcrlanjut dan cita-cita yang melatarbclakangi semangat 

desentralisasi kewcnangan dan anggaran kc desa dapat dicapai, salah satu bcntuk 

peningkatan pengawasan secara preventif adalah peningkatan kesadaran dari 

masyarakat, mulai dari tataran pcmetaan kebutuhan desa, perencanaan, pengelolaan, 

hingga pertanggungjawaban, peran masyarakat sangat penting dalam ruang elektoral 

desa dalam rangka melakukan pengawasan agar program yang dircncanakan bcnar

benar tcrimplemcntasi. (Hasyim Adnan, 2016: 17) Selain perlunya pcningkatan 

pcngawasan mclalui masyarakat. pokok permasalahan dari 4 faktor masalah lcrscbut 

scbenarnya adalah pada aparat pemerintah dalam hal ini adalah aparat dcsa. 

Dipcrlukan peningkatan profcsionalitas aparat desa dalam mengelola dana desa untuk 

mcncegah terjadinya korupsi dana desa, baik dari segi kapabilitas dalam mengclola 

dana dcsa agar sesuai dengan pcruntukannya, ataupun dari segi karakter dari aparat 

desa tersebut, agar memil iki karakter sebagai pelayan public agar sesuai dengan 

prinsip good governance. 

Pclaksanaan alokasi dana desa tidak lepas dari peran aparatur desa sebagai 

pengelola dana desa. Setiap aparatur dcsa berkewajiban untuk ikut serta dalam 

pelaksanaan alokasi dana desa dan pelaporan penggunaan dana desa. Aparatur dcsa 

tclah diberikan wewenang olch pemerintah untuk mcngatur dan melaksanakan 

program-program desa bcrbasis pembcrdayaan mengacu pada Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Desa (RPJM Des) dan Rcncana Kerja Pemcrintah Dcsa (RKPD). 

Karena hal itu, kemampuan aparatur desa dalam pengc10laan dana sangat mencntukan 

keberhasilan penggunaan alokasi dana desa sesuai dengan tujuan pcmberdayaan 

masyarakat yang di prioritaskan pcmerintah melalui alokasi dana desa. 

Dalam penyelenggaraan pcmerintahan desa yang baik, terdapat tujuh asas-asas 

yang harus diterapkan oleh pemcrintah desa sesuai dengan Pasal 24 UU Desa yaitu: 

1. Asas kcpastian hukum 
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2. Asas tertib penyelenggaraan negara 

3. Asas kepentingan umum 

4. Asas keterbukaan 

5. Asas proporsionalitas 

6. Asas profesionalitas 

7. Asas akuntabilitas 

8. Efektifitas dan cfisiensi 

9. Kearifan lokal 

10. Keberagaman 

II. Partisipatif 

Berdasarkan Undang-undang tersebut, apatur desa wajib menjalankan asas 

profesionalitas scbagai upaya pelaksanaan pemcrintahan yang baik. Profesionalitas 

juga diperlukan agar pcmanfataan alokasi dana desa dapat berjalan maksimal dengan 

aparatur desa yang memiliki kapasitas dalam pengelolaan dana desa tersebut baik 

dalam pembuatan program mallpun administrasi desa yang berkaitan dengan alokasi 

dana desa. Sehingga merupakan hal yang tepat, jika dalam rangka mencegah korupsi 

salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui peningkatan profesionalitas aparatur 

desa. 

Pentingnya peningkatan kompetensi aparat desa dalam mcngelola dana desa ini 

juga tidak lepas dari fakta bahwa semakin meningkatnya dana yang akan diberikan 

oleh pemerintah bagi desa, bahkan dana yang akan didapat setiap desa pada 2019 akan 

menjadi kurang lebih Rp 1,4 miliar setiap desa. Alokasi tersebut lebih tinggi 

dibandingkan dengan dana desa pada tahlln 2018 dengan rata-rata Rp 800 juta per 

satu desa. Dengan kehadiran dana des a yang scmakin besar, maka harus ditunjang 

dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang semakin baik. Mengacu 

pendapat Direktur Jenderal Perimbangan Kcmenterian Keuangan, Boediarso Teguh 

Wi dodo, peningkatan dana desa jika tidak disokong dengan peningkatan capacity 

building aparat desa dalam mengelola kcuangan desa, maka peningkatan dana desa 

dalam jumlah besar justru dapat menjadi celah penyalahgunaan, karena pemborosan, 

inefisiensi , salah sasaran yang dapat menyebabkan kerugian negara. 

8esarnya dana yang digelontorkan oleh pcmerintah pusat sebagai implikasi dari 

lahimya UU ten tang Desa ini dinilai rawan korupsi dan dapat mcnyeret para kepala 

desa berikutnya ke penjara. Dengan variatifnya karakteristik desa, kompctensi aparat 
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desa dan regulasi yang rdati f ham diduga tcrdapat cukllp ban yak potensi 

penyelewengan dalam tiap tahapan pengelolaan dana desa, mulai dad proses 

perencanaan hingga tahar> monitoring dan evaluasi. Bcnlasurkun hasil temuan LSM 

Jaringan Paralegal Indonesia (JPI), sebagian kasus korupsi di tingkat desa uukall 

karena lIiat kcjtllmt .. Ul kc.u.les. Mcillinknn knrcnfl kctidak pahaman para kadcs dalam 

memanfaatkan anggaran. (Novindra Dwi Setianal dan Nur Laila Yulian, 2017:2) 

Contoh dari pelanggaran karena kctidakpahaman aparat desa terse but misalnya kasus 

desa di Jawa Tengah. Desa itu mendapatkan anggaran perbaikan jalan 100 meter untuk 

desa A. tetapi karena jalan itu masih baik, aparatur desa tersebut akhirnya 

memperbaiki jalan B yang rusak parah. Perbaikannya pun tetap sesuai anggaran yaitu 

100 meter. Tetapi itu mcrupakan suatu contoh pelanggaran karcna tidak sesuai dcngan 

perencanaan. 

Hal-hal seperti inilah yang menimbulkan kctakutan dan kekhawatiran bagi 

aparatur desa dalam menggunakan dana dcsa tersebut, sehingga mereka cenderung 

ragu-ragu, bahkan menghindari menggunakan dana desa tersebllt. Hal ini terjadi pada 

aparatur desa di Kabupaten Pesawaran Lampung pada tahun 2016 . Minimnya 

sosialisasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) 

Kabupatcn Pesawaran menyebabkan pelaporan surat pertanggungjawaban (SPj) 

penggunaan dana desa tahap pertama seluruh desa di Kabupaten Pesawaran hingga 

akhir 2016 belum juga terealisasikan. Aparatur desa takut terjera! masalah hukum 

lantaran ketidakpahaman dalam pembuatan SPj penggunaan dana desa. Mereka masih 

bingung untuk menggunakan besarnya anggaran dana desa itu karena arahan dalam 

penggunaannya yang kurang. Pembuatan SPj juga masih belum yakin sepenuhnya, dan 

mereka berpatokan pada pembuatan SPj penggunaan alokasi dana desa. Oleh karena 

itu SPj belum tersampaikan ke BPMPD hingga 2016 akhir. 

Dalam penyelenggaraan pembangunan di desa masih terjadi adanya warga yang 

tidak memperoleh informasi secara transparan bagaimana program pembangunan 

disusun dan dikelola serta dilaksanakan. Masyarakat selama ini hanya bisa melihat 

bahwa disekitar mereka ada pelaksanaan proyek pembangunan fasilitas maupun 

prasarana umum bagai masyarakat seperti perbaikan jcmbatan, jalan, saluran air tetapi 

tidak mengetahui berapa biayanya dan darimana sumber pcndanaan terscbut. Desa tidak 

mempunyai pemahaman yang memadai tentang partisipasi. Bagi kcpala desa, partisipasi 

adalah bentuk dukungan masyarakat terhadap kebijakan pembangunan pcmcrintah desa. 
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Pcmerintah Desa memobilisasi gotong royong dan swadaya ll1asyarakat (yang kcduanya 

dimasukkan sebagai sUll1ber penerimaan APBDes) untuk mendukung pcmbangunan dcsa. 

(Kadar Pamuji et at. 2017:640) Setiap aparatur dituntut untuk mampu mengelola 

alokasi dana desa sesuai dengan pembangunan desa berbasis pemberdayaan. Tetapi, 

terdapat masalah pokok pada pclaksanaannya alokasi dana desa yaitu kurangnya 

sumbcr daya manusia handal yang tersedia dan hal ini mcmungkinkan kurangnya 

profcsionalitas aparatur desa dalam pclaksanaan alokasi dana dcsa. (Arie Rekza 

Cahya. 2016:7) 

Bapak Ngatino HS selaku Kepala Kampung Adi Jaya Kecamatan Tcrbanggi 

Besar menyampaikan bahwa di desa tcrsebut hanya terdapat dua orang aparatur 

kampung yang berlatar belakang sarjana, yaitu sekretaris kampung dan kcpala urusan 

pcmbangunan kampung, sclebihnya adalah lulus sekolah menengah alas. Padahal, 

untuk menentukan kebijakan, memerlukan analisis yang tepat tcrhadap masalah

masalah kampung sehingga dapat dibuat program atau kcgiatan kampung yang sesuai 

dengan masalah tcrsebut. Pada masa kini, tidak dapal dipungkiri bahwa scbagian besar 

masyarakat kampung tcrutama generasi tua masih banyak kurang sadar akan 

pentingnya pendidikan dan berdampak pad a banyaknya pula rnasyarakat karnpung 

yang bcrpendidikan rendah. Hal ini rncngakibatkan rendahnya kcrnampuan bcrpikir 

analitik dan kernarnpuan bertindak pada rnasyarakat karnpung. Karcna rnasyarakat 

kampung yang sebagian besar bcrpendidikan rcndah tentu berpcngaruh tcrhadap 

kernarnpuan aparatur kampung yang rendah scbab apatur kampllng dibuat dan 

dijalankan menggllnakan sumber daya rnanusia yang tersedia di kampung tersebut. 

Hal yang sarna juga terjadi hingga tahun 2018, di 6.067 desa di Aceh. Dari 6.497 

dcsa di Aceh yang terdaftar mendapat bantuan dari pemerintah, hanya 430 yang menerill1a 

dana dcsa tahap I, karena telah mCll1buat LPJ, scmentara sisanya belum mcneyrahkan LPJ 

tersebut, karena kctidakcakapan dalall1 mell1buat LPJ tcrsebut. Mcngacu pendapat Arnhar 

Abubakar, Apa yang terjadi di dcsa terkait pengelolaan dana desa sama dengan yang 

terjadi pada tahun 2017 dan tahun 2016. Persoalan yang terjadi, terutama 

hambatannya, sarna saja setiap tahun, yaitu ketidakcakapan dari aparatur desa. 

Artinya, tidak ada kemajuan dalam pengelolaan atau pernanfaatan dana dcsa, mulai di 

tingkat pcrencanaan di dcsa, pembinaan di tingkat kccamatan dan kabupatenlkota serta 

provmsl. (http://aceh.tribunnews.coml2018/04/ 1 O/mengapa-setiap-tahun-dana-desa

bermasalah) 
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Sehingga dalam rangka melakukan pencegahan terhadap korupsi diperlukan 

adanya upaya pcningkatan profesionalitas dalam hal kecakapan melakllkan 

pengelolaan anggaran agar tidak terjadi korupsi yang disebabkan karena kelalaian 

dalam mengelola anggaran desa. Karena scjatinya dcngan mcmberikan pelatihan 

dalam hal kecakapan dalam mengelola anggaran. akan berkorelasi dengan peningkatan 

terhadap penccgahan tcrjadinya korupsi, karcna dalam mcmberikan pelatihan dalam 

mengelola anggaran, juga akan tcrmasuk dalam membuat laporan pertanggungjawaban 

anggaran tersebllt, yang nantinya wajib dipublikasikan kepada masyrakat, sehingga 

warga akan mengetahui pemanfaaatan dana dcsa yang telah digunakan, schingga 

menjadi suatu bentuk akuntabilitas bagi masyrakat, sehingga masyrakat bisa secara 

tidak langsung melakukan pengawasan terhadap dana yang digunakan tcrscbut. 

Dilansir dari website Kementerian keuangun, setidaknya ada tiga cara dalam 

meningkatkan profesionalitas aparatu pemcrintah. Pcrtama, kepala desa harus 

membuat struktur organisasi desaJperangkat desa dengan memilih orang-orang yang 

berkompeten schingga dapat mcngelola Dana Desa dengan baik. Pemilihan orang

orang ini bertlljuan agar pengelolaan nantinya bersifat terorganisir dan tcrstruktur 

sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya dalam pemelihan sekretaris desa 

oleh kepala desu. Oalam pasal 26 ayat (2) huruf b UU Dcsa disebutkan bahwa kcpala 

desa bcrhak mcmilih perangkat desa. Oalam pasal 48 huruf a UU Desa, diseblltkan 

bahwa salah satu perangkat desa adalah secretariat desa. Oalam pasal 50 ayat (1) 

disebutkan bahwa syarat minimal secretariat desa adalah 

a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah llmum atau yang sederajat; 

b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; 

c. terdaftar scbagai penduduk Dcsa dan bertempat tinggal di Ocsa paling 

kurang I (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan 

d. syarat lain yang ditentukan dalam Pcraturan Oaerah KabupateniKota. 

Pennasalahan yang timbul adalah sebelum dikeluarkan regulasi ini, masih 

banyak Sekretaris Oesa yang tidak memenuhi standar ini. Di Kabupaten Banyumas 

terdapat 301 desa yang didalamnya terdapat posisi Sekretaris Dcsa biasa yang tidak 

bcrstatus sebagai Pcgawai Negeri Sipil. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui 

bahwa dalam usulan pertama tahun 2006, Pemerintah Kabupaten Banyumas 

mengusulkan 27 orang Sckretaris Desa scbagai Calon Pegawai Negcri Sipil sedangkan 

mengenai pengang-katannya diserahkan seluruhnya pad a kewcnangan pusat (Sri 
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Hartini dan Abdul Aziz Nassihudin, 2008:14). ScIain itu karena merupakan hak daTi 

kepala desa, terkadang terbcntuk pula pikir h::rst!buL st!suai dengan filsafat "Quit Pro 

Quo" yang berarti "Sesuatu untuk sesuatu", atau dalam pepatah Indonesia berarti "Ada 

ubi ada talas, ada budi ada balas. Pola keadilan tersebut berawal pada pemikiran setiap 

Sekretaris Desa dalam hal IIIt!Ilt!Lapkan diri unluk memhcrikan "budinya" karena 

mereka meyakini sebelumnya bahwa mercka akan menerima "balas" yang setimpal 

dengan budi yang diberikan berupa status Pe-gawai Negeri Sipil, khususnya kepada 

Sekretaris Desa melalui prosedur pengangkatannya. Hal inilah yang merupakan 

budaya politik yang tidak baik. Memilih sescorang scmata-mata karena koneksi, bukan 

karena kemampuan orang terse but. 

Kedua, perangkat desa harus belajar menyiapkan laporan penggunaan Dana 

Desa yang transparan serta akuntabcl, sehingga masyarakat tidak akan bersifat skeptis 

terhadap realisasi penggunaan Dana Desa. Jika perlu, realisasi penggunaan Dana Desa 

tersebut dapat dipublikasikan di wilayah-wilayah strategis scperti papan pengumuman 

kantor-kantor di pedesaan. Kctiga, dalam hal penggunaanlpenyaluran dana tersebut 

harus ada pengawasan masyarakat lewat Badan Permusyarawatan Dcsa (BPD). Dalam 

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Pasal 51 disebutkan bahwa laporan 

keterangan penyelenggaraan pemerintah dcsa dapat digllnakan olch BPD dalam 

menjalankan fungsi pengawasan kincrja kcpala desa. Dengan adanya fungsi tersebut 

diharapkan masyarakat dapat menjadi mekanisme kontrol lewat BPD, dan BPD sendiri 

diharapkan dapat menjalankan perannya semaksimal mungkin terkait pcnggunaan 

anggaran. 

Selain bentuk peningkatan profesionalitas dalam segi kapabilitasl hard skill 

dalam mengelola keuangan dcsa, hal yang tidak kalah penting adalah peningkatan 

profesionalitas daJam segi soj/skill. Banyak orang yang melihat naiknya dana desa 

scbagai kesempatan sebagai ajang mcndapatkan keuntungan, sehingga banyak pula 

yang mendaftar sebagai kepala desa, dan membuat cosl politik dalam pemilihan kepala 

des a semakin tinggi, schingga kepala desa yang terpilih hanya memikirkan bagaimana 

cara unluk mengembalikan uang yang digunakan dari pemilihan kepala desa tersebut 

dan eara untuk mendapatkan keuntllngan. Sehingga aparat des a memungut biaya 

tertentu dalam pemberian pelayanan publik. Mengurus pelayanan publik di desa 

ibaratnya memasuki hutan belantara yang penuh dengan ketidakpastian. Waktu dan 

biaya pelayanan tidak pemah jelas bagi para pengguna pelayanan. Hal ini terjadi 
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karena prosedur pelayanan tidak pernah mengatur kewajiban dari penyelenggara 

pelayanan dan hak dari warga sebagai pengguna. Ketidakpastian yang sangat tinggi ini 

mendorong warga untuk membayar pungli kepada petugas agar kepastian pelayanan 

bisa segera diperoleh. Kctidakpastian bisa juga mcndorong warga memilih 

menggunakan biro jasa unluk menyclcsaikan pelayanannya daripada 

menyelesaikannya sendiri. 

Hal yang serupa juga dapat dilihat dcngan bebcrapa motivasi kepala desa 

melakukan tindak pidana korupsi menurut Fathur Rohman, antara lain: (Fathur 

Rohman, 2011 : 16-17) 

(1) kepala desa merupakan jabatan pol itik yang didckasikan dirinya tcrhadap 

warganya selama 24 jam. Kcpala des a juga dituntut untuk dapat 

berpartisipasi atas kebutuhan masyarakat, mulai dari masyarakat yang 

melahirkan sampai dengan adanya kcmatian warganya, peran kepala des a 

menjadi penting kehadirannya. Otomatis dalam hal itu, kcpala des a dapat 

sekedarnya mcnyumbangnya. bisa dibayangkan berapa yang harus 

dikeluarkan kepala desa dalam kescluruhan acara warga: 

(2) Karena kepala desa dipilih sccara langsung olch masyarakat bcrdasarkan 

suara terbanyak dengan modal politik yang cukup tinggi, scmentara 

modalitas ekonomi sangat lemah, schingga tcrdorong tindak pidana 

korupsi dilakukan untuk mengembalikan modal politik yang telah 

dikeluarkan selama masa pcmilihan kcpala dcsa; 

(3) Keberadaan kepala desa menjadi inca ran partai politik untuk ditancapkan 

akar politiknya dcngan menjadikannya kader partai politik, tidak mcnutup 

kemungkinan ruang untuk melakukan tindakan korupsi sulit dibcndung, 

terutama ketika masa-masa pemilihan umum; 

(4) Lemalmya keterbukaan dan pengawasan dalam pcnyelenggaraan 

pcmerintah desa mcnjadikan kontrol tcrhadapkincrja pcmerintah dcsa tidak 

bcrjalan sccara baik. Apa yang sudah dircncanakan, dilaksanakan dan 

dianggaran tanpa diawasi secara baik, dapat berdampak terhadap 

tcrjadinya tindak pi dana korupsi. 

Seharusnya aparat des a mcmiliki ctika pelayanan publik yang harus bcrorientasi 

kepada kepentingan masyarakat berdasar as as transparansi dan akuntabilitas demi 

kcpentingan masyarakat. Oalam pembcrian pelayanan publik khususnya di Indonesia, 

49 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PENELITIAN RANCANGAN MODEL PEMBERDAYAAN... ABD.SHOMAD 



pelanggaran moral dan etika dapat kita amati mulai dari proses kebijakanpublik yaitu 

pcngusulan program, proyek, dan kegiatan yang tidak didasarkanatas kl.!llyataan ul.!sain 

organisasi pelayanan publik mengenai pengaturan struktur, formalisasi, dispersi 

otoritas terhaoap kepentingcln tertentu, proses manajemen pelayanan publik yang 

penuh rckayasa clan kamutlllse mulai dari perencanaan teknis, pengelolaan keuangan, 

sumber daya manusia,informasi yang semuanya itu nampak dari sitat-sitat tidak 

transparan, tidak responsif, tidak akuntabcl, tidak adil sehingga tidak dapat 

memberikan kualitas pelayanan yang unggul kapada masyarakat. Sudah sepantasnnya 

pelayanan umum dilakukan sccara berctika agartidak adanya kckeeewaan dalam suatu 

masyarakat 

Dalam Keputusan Menteri PAN Nomor: 63/KEP/M.PAN1712003 tcntang 

Pedoman Umum penyelenggaraan Pelayanan Publik yang kemudian dicantumkan juga 

dalam Kcputusan Mentcri Pendayagunaan Aparatur Ncgara No. 25 tahun 2004 lentang 

pcdoman umum Penyusunan indeks kepuasan Masyarakat Unit Pclayanan Instansi 

pcmcrintah discbutkan mengcnai prinsipr pelayanan publik yang baik, yaitu: 

a) Kesederhanaan Pelayanan Prinsip 
kesederhanaan ini mengandung arti bahwa prosedur/tata eara pclayanan 
diselenggarakan secara mudah, lancar, ccpat, tepat, tidak berbclitbelit, 
mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta 
pelayanan. 

b) Kejelasan dan Kepastian Pelayanan 
Prinsip ini mengandung arti adanya kejelasan dan kepastian mcngenai : 

• Prosedur/tata eara pclayanan, baik persyaratan tcknis maupun 
administratif; 

• Unit kerja dan atau pejabat yang berwcnang dan bertanggung jawab 
dalam memberikan pelayanan; 

• Rincian biayaltarif pelayanan dan tata cara pembayarannya; 
• Jadwal waktu penyelesaian pelayanan. 

c) Keamanan dalam Pelayanan 
Prinsip ini mcngandung arti proses serta hasil pelayanan dapat memberikan 
keamanan,kenyamanan dan dapat memberikan kcpastian hukum bagi 
masyarakat. 

d) Keterbukaan dalam Pelayanan 
Prinsip ini mcngandung arti bahwa proscdur/tata cara, persyaratan satuan 
kerjalpejabat penanggung jawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, 
rincian biayaltarif scrta hal-hal lain yang berkaitan dcngan proses pelayanan 
wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami 
oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta. 

e) Efisiensi dalam Pelayanan 
Prinsip ini mengandung arti bahwa Persyaratan pelayanan hanya dibatasi 
pad a hal hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan 
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dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk 
pelayanan yang diberikan. Mencegah adanya pengulangan pemenuhan 
persyaratan, dalam hal proses pelayanan masyarakat adanya kelengkapan 
persyaratan dari satuan kerjalinstansi Pemerintah lain yang terkait. 

f) Ekonomis dalam Pelayanan 
Prinsip ini mengandung arti pengenaan biaya dalam penyelenggaraan 
pdayanan harlls ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan nilai harang 
dan at au jasa pelayanan masyarakat dan tidak menuntut biaya yang terlalu 
tinggi di luar kewajaran; Kondisi dan kemampuan masyarakat untuk 
membayar; dan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

g) Keadilan yang Merata dalam Pelayanan 
Prinsip ini mcngandung arti eakupan/jangkauan pelayanan harus diusahakan 
seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diberlakukan secara adil 
bagi scluruh lapisan masyarakat. 

h) Ketepatan Waktu dalam Pelayanan 
Prinsip ini mengandung arti pelaksanaan pelayanan masyarakat dapa 
diselesaikan dalam kurun waktu yang ditentukan 

Karena itu dalam rangka pembentukan etika pelayanan public yang baik, dalam 

menunjang profesionalitas aparat desa, maka diperlukan adanya penguatan karakter 

aparatur pemerintahan desa sebagai penyelenggara pelayanan publik. Hal tcrscbut bisa 

dilakukan dengan cara: (Natala Kristono, tanpa tahun: 16) 

Pertama, pembangunan paradigma, budaya, dan mentalitas public 

entrepreneur, yaitu bagaimana menjadikan aparatur negara yang selalu berpikir dan 

bertindak efisien scrta menjadikan masyarakat sebagai stakeholder sckaligus coslllmer 

yang harus dilayani dengan baik. Memang tidak mudah untuk melakukan perubahan 

budaya aparatur ncgara, tetapi sejumlah dacrah, seperti Sragen, Y ogyakarta, Kebumcn, 

Tarakan, Jembrana, dan Gorontalo, telah membuktikan mampu menjadikan aparatur 

negara yang bcrbudaya entrepreneur dan melayani. Periu dieatat, daerah-daerah itu 

yang mampu melakukan perubahan budaya bagi aparatur negara ternyata memiliki 

korelasi positif dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan kualitas pelayanan public. 

Kedua, pembangunan aparatur negara adalah penerapan sistcm merit dalam 

birokrasi. Selama ini, administrasi aparatur pemerintah dilakukan seeara apa adanya, 

tidak berbasis kompetcnsi. Membangun sistem merit berarti menjadikan kompetensi 

dan kinerja sebagai ukuran utama penilaian aparatur pemerintah. Ukuran ini harus 

dijadikan sebagai dasar dalam proses seleksi dan rekrutmen, remunerasi, dan promosi 

jabatan. Bukan sebaliknya berdasarkan hubunganhubungan kekeluargaan, pertemanan, 

dan afiliasi politik. Aparatur pemerintah hanya akan berfungsi secara profesional dan 

independen jika kompetensi dan kinerja menjadi dasar dalam semua proses 
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pengukuran. Ini berarti, pemerintah harus melakukan pcrombakan sceara fundamental 

terhadap sistem kepegawaian negara. 

Kctiga, pengungkit pcmbangunan aparatur pemcrintah juga terletak pada 

r~ng\J(lt(ln pengCtwCtsCtn etika dan pcrilaku aparatur. Tidak tcrkontrolnya etika aparatur 

p<:m<:rintah selama ini ditengarai telah menjadi pl:nycbab pl:nyalahgunaan wewenang 

dalam pcmerintahan dan pembangunan. Escnsi clika adalah pengawasan moral 

terhadap sctiap keputusan dan tindakan yang dilakukan olch aparatur pemerintah yang 

terikat dengan mandat kcdaulatan rakyat. Tentu saja masih banyak pengungkit lain 

dalam upaya membangun aparatur negara untuk menghadapi krisis ekonomi global. 

Namun, lebih dari itu, yang dibutuhkan adalah kesadaran dan komitmen politik untuk 

melakukan rcformasi aparatur pemerintah. 

Oleh karena ilU dalam rangka semakin tingginya tunlutan masyarakat saat ini 

lcrhadap pelayanan publik yang berkualitas yang scmakin menguat. Kredibilitas 

pemerintah sangat ditentukan oleh kemampuannya mengatasi berbagai permasalahan 

dan dalam membuat kebijakan yang tepal sesuai kcbluhan rakyat. Dari sisi mikro, 

upaya yang dapal digunakan dalam mcningkatkan kincrja aparatur desa antara lain: 

I. Pcnctapan Standar Pclayanan 

Slandar pelayanan mcmiliki arli yang sangat penting dalam pelayanan publik. 

Standar pelayanan merupakan suatu komilmen penyelenggara pelayanan untuk 

mcnyediakan pclayanan dengan suatu kualitas terlcnlu yang ditentukan atas dasar 

perpaduan harapan-harapan masyarakat dan kemampuan pcnyelenggara pelayanan. 

Penetapan standar pelayanan yang dilakukan mclalui proses identifikasi jenis 

pelayanan, idenlifikasi pelanggan, identifikasi harapan pelanggan, perumusan visi dan 

misi pelayanan, analisis proses dan prosedur, sarana dan prasarana, waktu dan biaya 

pelayanan. Proses ini tidak hanya akan memberikan informasi mengenai standar 

pclayanan yang harus ditetapkan, letapi juga informasi mengenai kelembagaan yang 

mampu mendukung terselenggaranya proses manajemen yang menghasilkan 

pclayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Informasi lain yang juga 

dihasilkan adalah informasi mengenai kuantitas dan kompctensi-kompetensi sumber 

daya manusia yang dibutuhkan serta distribusinya bcban tugas pe\ayanan yang akan 

ditanganinya. 
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2. Pengcmb~mgan Standard Operatillg Procedures (SOP) 

Untuk memastikan bahwa proses pclayanan dapat berjalan secara konsisten 

diperlukan adanya Standard Operating Procedures. Dengan adanya SOP, maka proses 

pengolahan yang dilakukan secara intcrnal dalam unit pelayanan dapat berjalan sesuai 

dcngan acuan yang jelas, sehillgga dapal bt:rjalan secara konsisten. Disamping itu SOP 

juga bermanfaat dalam hal: 

a. Untuk memastikan bahwa proses dapal berjalan uninteruptcd. Jika terjadi 
hal-hal tertentu, misalkan petugas yang diberi tugas menangani satu proses 
tertentu berhalangan hadir, maka pctugas lain dapat menggantikannya.Oleh 
karen a itu proses pelayanan dapat berjalan terus; 

b. Untuk memastikan bahwa pelayanan perijinan dapat berjalan scsuai dcngan 
peraturan yang berlaku; 

c. Memberikan informasi yang akurat kctika dilakukan penelusllran tcrhadap 
kesalahan prosedur jika terjadi penyimpangan dalam pelayanan; 

d. Memberikan informasi yang akurat ketika akan dilakukan 
perubahanperubahan tertentu dalam proscdur pelayanan; 

e. Memberikan inlormasi yang akurat dalam rangka pengendalian pclayanan; 
f. Membcrikan informasi yang jelas mcngcnai tugas dan kewenangan yang 

akan diserahkan kepada petugas tertcntu yang akan menangani satu proses 

pelayanan tertentu. Atau dengan kata lain, bahwa semua petugas yang 

terlibat dalam proses pelayanan mcmiliki uraian tugas dan tangungjawab 

yangjelas. 

3. Pengcmbangan Survci Kepuasan Pclanggnn 

Untuk menjaga kepuasan masyarakat, maka perlu dikcmbangkan suatu 

mekanisme penilaian kepuasan masyarakat atas pclayanan yang tclah dibcrikan olch 

penyelcnggara pelayanan publik. Dalam konscp manajemen pelayanan, kepuasan 

pelanggan dapat dicapai apabila produk pelayanan yang diberikan olch penyedia 

pelayanan memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Oleh karena itu, survei 

kepuasan pelanggan memiliki arti penting dalam upaya peningkatan pelayanan publik; 

4. Pengcmbnngan Sistcm Pengeloiaan Pcngaduan 

Pengaduan masyarakat merupakan satu sumbcr informasi bagi upaya-upaya 

pihak penyelenggara pelayanan untuk secara konsisten menjaga pelayanan yang 

dihasilkannya sesuai dengan standar yang tclah ditetapkan. Oleh karena itu perlu 

didisain suatu sistem pengelolaan pengaduan yang sccara efektif dan efisien mampu 

mengolah berbagai pengaduan masyarakat menjadi bahan masukan bagi perbaikan 

kualitas pelayanan. Sedangkan dari sisi makro, peningkatan kualitas pelayanan publik 
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uap,d uilakukan melalui pengembangan model-model pelayanan publik. Dalam hal-hal 

tertentu, memang terdapat pelayanan publik yang pengelolaannya dapat dilakukan 

secara private untuk menghasilkan kualitas yang baik. Beberapa model yang sudah 

banyak diperkenalkan antara lain: contracting out, dalam hal ini pelayanan publik 

dilaksanakan oleh swasta melalui suatu proses Ielang, pemerintah memegang peran 

sebagai pengatur;franchising, dalam hal ini pemcrintah menunjuk pihak swasta untuk 

dapat menyediakan pelayanan publik tertentu yang diikuti dengan price regularity 

untuk mengatur harga maksimum. 

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2007 

ten tang Pedoman Umum Tata eara Pelaporan dan Pertanggungjawaban 

Pcnyelenggaraan Pemerintahan Desa, materi yang dibcrikan dalam pelatihan untuk 

meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam hal Laporan Pertanggungjawaban yang 

dilakukan oleh pemerintah Desa yaitu meliputi : (1) Laporan Penyclenggaraan 

Pemerintah Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran. Akhir Tahun Anggaran adalah 

laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada Bupati sebagai bcntuk 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan 

desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta lugas-tugas dan keuangan dari 

pemerinlah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupatenlkota selama satu tahun 

anggaran. (2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPrD) Akhir Masa 

labatan Kepala Desa. Akhir masa labatan adalah proses kegiatan pelaporan Kcpala 

Desa kepada Bupati melalui camat sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi 

laporan penyelenggaraan pemerintahan desa selama 6 (enam) tahun. (3) Laporan 

keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa (LKP1). Akhir 

Tahun Anggaran adalah proses kegiatan pelaporan Kepala-Desa kepada rakyat melalui 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi keterangan seluruh proses pelaksanaan 

peraturan-peraturan desa termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. (4) 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa labatan Kepala Desa (LKP 1) 

Akhir Masa labatan adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada BPD 

sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintah 

desa. (5) Penginformasian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (informan 

LPPD) kepada masyarakat. Adalah proses kegiatan pelaporan kepala Desa kepada 

rakyat tentang pelaksanaan pemerintah desa melalui medialpengumuman resmi, 
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meliputi informasi pokok-pokok kegiatan. (6) Lnpomn Keuangan BPD adalah Laporan 

administrasi keuangan BPD setiap Tahun yang disampaikan kepada Kepala Desa 

sdaku pt:mc:gang kc:kuasaan pengelolaan keuangan desa. Sedangkan untuk mang 

lingkup pclaporan bisa tlipaparkan sebagai berikut: Uwsal1 pc:mc:ril1tah bt:nlasarkan 

hak asal usul Ot!sa, Urusan pemerintahan yang diserahkan Kabupaten; Tugas 

pembantuan; Umsan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan pcrundang-undangan 

diserahkan kepada dcsa 

5.5. Rancangan Model Pcmberdayaan Aparatur Desa Dnhlm Pcngclolann 

Dana Desa 

Pemerintah desa mempunyai tanggung jawab dan kewajiban memberikan 

layanan kebutuhan masyarakat yang prosesnya hams melalui administrasi desa sesuai 

dengan prinsip good governance, misal pengurusan akta kepemilikan tanah, daftar 

pcnduduk penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), jaminan kesehatan masyarakat 

(Jamkesmas). petok D dan atau Letlter C sebagai kepemilikan tanah scmentara 

pcnduduk desa, tanah bengkok, dan daftar pemilih tetap yang masih mcnyisakan 

persoalan sampai detik ini, dan masih banyak lagi jenis dan bentuk dokumen 

pemerintah desa yang kesemuanya memerlukan pengelolaan yang tertib sebagai aset 

desa, sehingga efisiensi kelembagaan pemerin-tah dan peningkatan kualitas SDM 

aparatur yang beroricntasi kepada peningkatan pclayanan publik, yang dalam hal ini 

adalah aparat pemerintah desa seharusnya merupakan fokus dalam pembangunan 

aparatur desa. Hal ini karcna akses informasi akan dapat tersaji dengan ccpat dan tepat, 

apabila aparatur desa siap dan mempunyai kcmampuan dalam menemukan kembali 

dokumen yang sesuai dengan kepentingan masyarakat. (Jayusman, 2011: 3) 

Oalam sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa juga 

mcngungkapkan bahwa dalam rangka pelaksanaan Nawacita dan Trisakti (Berdaulat 

dalam Bidang Politik) ada 8 (delapan) prioritas utama dalam kebijakan pemberdayaan 

desa yang salah satu di dalamnya terdapat beberapa poin penting dalam pengelolaan 

sumber daya desa, antara lain menyiapkan dan menjalankan kebijakan-regulasi baru 

untuk membebaskan desa di kantong-kantong hutan dan perkebunan; menyiapkan dan 

menjalankan kebijakan-rcgulasi bam tentang share-holding antara pcmerintah, 

investor dan desa dalam pengelolaan sumber daya alam; menyiapkan dan menjalankan 

kebijakan-regulasi baru ten tang akses dan hak desa untuk mengelola sumber daya 

alam berskala lokal (tam bang, hutan, kebun, peri kanan, dan sebagainya) untuk 
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kemakmuran rakyat; dan menjalankan program-program invt:slasi pembangunan 

perdesaan (hutan, kebun, ternak, perikanan, agroindustri kerakyatan dan sebagainya) 

dengan pola share holding yang melibatkan desa dan warga desa sebagai pemegang 

saham. (Hayat, Mar'atul Makhmuda, 2016: 368) Diperlukan adanya model 

pemberdayaall bagi aparatur desa dalam pengelolaan kcuangan dcsa sebagai upaya 

pencegahan terjadinya korups, baik yang discngaja maupun yang disebabkan karena 

kelalaian. Pemberdayaan memiliki banyak pengertian yang antara lain menurut 

Friedman sebagaimana dikutip oleh Suparto yaitu, (Suprapto, 2000:78) pemberdayaan 

tidak hanya sebatas kckllatan ekonomi nannm dapat pula aspek politis karena ia 

merllpakan hasil interaksi antara konsep "lop down-hollom liP" antara growth strategy 

dengan people centered development. Makna pcmberdayaan menllrut Said yaitu, 

adanya perubahan pada diri seseorang dari ketidakmampuan menjadi mampu, dari 

ketidakmemiliki kewenangan menjadi memiliki kewenangan, dari ketidakmampuan 

untuk bertanggung jawab menjadi memiliki tanggung jawab terhadap sesuatu yang 

dikerjakan.(Said E. Gum bira-dan A. Haritz Intan, 200 I : I ) 

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan 

dan kemandirian. Sedangkan pemberdayaan adalah upaya membangun daya 

masyarakat dengan mendorong, memberi motivasi dan membangkitkan kesadaran 

akan potensi yang dimiIikinya serta berupaya mengembangkannya. Dari beberapa 

definisi diatas, pemberdayaan aparatur pemerintah merupakan usaha yang dilakukan 

untuk peningkatan kemampuan kinerja pegawai aparatur pemerintah melalui 

pengadaan, pembinaan karier, diklat, dan !ainya dalam upaya meningkatan efektivitas 

saat menjalankan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Wac ana interpretasi 

korupsi atau kapitalisasi kedudukan terus berlangsung hingga era UU Nomor 6 Tahun 

2014 tcntang Desa. Alokasi dana desa (ADD) dan dana desa menyediakan sumber 

daya bagi pemerinlah kabupaten guna mengucurkan penghasilan tetap seluruh aparat 

pemerintahan desa. Kepala desa hingga ketua rukun tetangga mengenggam gaji dan 

tunjangan bulanan, dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Surat edaran dari 

Kemendagri membatasi penghasilan tetap ini maksimal 30 persen ADD. Dalam 

bukunya berjudul Indonesian Society in Transition, Weirtheim menyatakan bahwa 

korupsi di Indonesia antara lain bersumber pada peninggalan pandangan Feodal, yang 

sekarang menimbuIkan "Conflicting Loyalities" antara kewajiban terhadap keluarga 

dan kewajiban untuk Negara. (Soedarso, Boesono, 2009: 13) Menurut Wertheim 
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bahwa bt!rbagai hentuk korupsi dalam kaitan sejarah, sikap hidup, dan struktur sosial 

masyarakat setempat. Dengan demikian jika dikaitankan dengan pemerintahan di desa, 

tidak terjadi checks and balances di tingkat Desa karena adanya hubungan 

kckcluargaan anatara aparat atau dikenal dalam uunia pruft!si sebagai espirit de COlpS 

atuu sClIlangaL rnclindungi sesame rekan profesi.(Agus Raharjo, 2014:2) Namun 

modus-modus korupsi harus diketahui dahulu meskipun di tingkat desa sekalipun. 

Adapun modus-modus terjadinya korupsi di tingkat des a antara lain: 

I. Pengurangan alokasi Alokasi Dana Desa (ADD), misalnya, dana ADD 

dijadikan "kue" pcgawai dcsa untuk kepentingan pribadi. 

2. Pemotongan alokasi Bantuan Langsung Tunai (BL T), misalnya, 

pemotongan tersebut karcna azas pemerataan, keadilan untuk di 

distribusikan keluarga miskin yang tidak terdaftar. Namun yang jamak 

terjadi bahwa pemotongan BLT lebih banyak disalah gunakan pengurusnya 

di tingkat desa. 

3. Pengurangan jatah bcras untllk rakyat miskin (raskin), misalnya, 

pemotongan 1-2 kg per Kcpala Keluarga (KK). Apabila dikalkulasikan 

maka akan menghasilkan jumlah yang besar yang kemudian hasilnya 

dimanfaatkan untllk mcmperkaya diri scndiri. 

4. Penjualan Tanah Kas Desa (Bcngkok) 

5. Penyewaan Tanah Kas Desa (TKD) yang bukan haknya, misalnya, TKD 

untuk perumahan. 

6. Pungutan liar suatu program padahal program tcrsebut seharusnya gratis, 

misalnya, sertifikasi (pcmutihan) tanah, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda 

Penduduk (KTP). 

7. Memalsukan proposal bantuan sosial, misalnya, menyelewengkan bantuan 

sapi. 

Dalam membentuk model pemberdayaan aparatur des a yang bcbas dari korupsi, 

maka salah satu modul yang diberikan adalah tcrkait dengan pendidikan anti korupsi .. 

Pendidikan anti korupsi adalah usaha sadar dan tercncana untuk mewujudkan proses 

belajar mengajar yang kritis tcrhadap nilai-nilai anti korupsi. Dalam proses terse but, 

Pendidikan Anti korupsibukan sekedar media bagi transfer pengetahuan, namun juga 

menekankan pada upaya pembentukan karakter, nilai anti korupsi dan kesadaran moral 

dalam melakukan perlawanan terhadap perilaku korupsi. Pendidikan anti korupsi juga 
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merupakan instmmen untuk mengcmhangkan kemampuan bclajar dalam I11cnangkap 

konfigurasi masalah dan kesulitan persoalan kebangsaan yang memicu terjadinya 

korupsi, dampak, pt!ncegahan, dan penyeJesninnnya. Program pcndidikan anti korupsi 

berlujuan untuk mcmbcrikall jJt:lI1uhaman yang sarna dan terpadu serta terbimbing 

dalam rangka menekan kerugian negara yang disebabkan olch tindakan korupsi. 

Kemudian harapannya berdampak pada adanya respon atau tanggapan balik dari 

rakyat untuk bisa mt:nyuarakan kearifannya mcngenai penyimpangan korupsi. Pada 

dasarnya korupsi terjadi karena adanya faktor internal (niat) dan faktor ekstcrnal 

(kesernpatan). Niat lebih terkait dengan faktor individu yang mcliputi prilaku dan 

nilai-nilai yang dianut, sedangkan kesempatan terkait dengan sistem yang bcrlaku. 

Upaya pencegahan korupsi dapat dimulai dengan menanamkan nilai-nilai anti korupsi 

pada semua individu. Setidaknya ada sembilan nilai-nilai anti korupsi yang penting 

untuk ditanamkan pada semua orang, yaitu: Kcjujuran,. Kcpcdulian, . Kemandirian 

Kedisipl inan, Tanggung jawab , Kerja Keras, Sederhana, Kcbcranian, dan Keadilan. 

Oalam rangka membcntuk nilai-nilai anti korupsi dalam diri aparatur 

pernerintah desa, salah satu yang bisa digunakan adalah melalui model capacity 

building. Pengertian Capacity Building Menurut Grindle adalah capacity building is 

intended to encompass a variety of strategies that have to do with increasing the 

efficiency, e/fectiviness,responsiveness (1. Supranto, 1997:6-22.). Sedangkan mcnurut 

Valentie Udoh memberikan pengertian capacity building sebagai upaya untuk 

meningkatkan kemampuan rakyat negara sedang berkembang untuk mengernbangkan 

ketrampilan manajemen dan kebijakan yang esensial yang dibutuhkan untuk 

membangun struktur budaya, sosial politik, ekonomi, dan SDM sehingga mcreka cksis 

dalam percaturan global) 

Pengcmbangan kapasitas tentunya merupakan suatu langkah untuk mengatur 

kondisi atau kualitas baik itu individu maupun instansi agar sesuai dengan kebutuhan 

lingkungan. Dari beberapa pengertian di atas, Capacity building merupakan upaya 

penguatan pcmerintahan baik dari individu, organisasi maupun reformasi birokrasi 

agar lebih efficiency, effectiveness, dan responsiveness dalam kinerjanya. Kemudian 

lebih spesifik didapat staf atau sumber daya aparatur jauh memegang peranan penting 

dalam upaya meningkatkan pengembangan persoanal, organisasi dan masyarakat. Hal 

tersebut sebagaimana dalam Janet L. Finn & Barry Checksoway pengertian capacity 

building bagi penyelenggara pemerintahan didefinisikan scbagai, "the extent to which 
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they (.'\/aj}) demonstrate concrete contriblllioll 10 personal. organizational and 

community development" (sampai seberapa jauh staf mampu menllnjllkkan konstribusi 

yang nyata terhadap pcngembangan personal, organisasi dan masyarakat). (Soeprapto 

Riyadi, 2010: 4) 

Dimensi capaciJy building menurut Merilee S. Grindle (Mcrilee S. Grindle, 

1997:9) meliputi Human resuurce developmel7l (pengembangan sumber daya 

manusia), Organizational strengthening (pcnguatan organisasi) and /nstillilional 

reform (reformasi institlisionJbirokrasi). Bcrdasarkan pernyataan diatas maka dimensi 

pengcmbangan kapasitas menurut berikut ini ( Grindle, 1997: 9) 

1. Pengembangan sumber Oaya Manusia (SDM) yang berfokus pad a 

ketersediaan tenaga teknis dan profcsional dengan menunjukkan aktivitas 

berupa : pelatihan, gaji, kondisi kerja, dan perekrutan. 

2. Penguatan organisasi yang bcrfoklls pada sistem manajemen dalam 

mengcmbangkan performansi tllgas-tllgas khusus dan fungsi; struktur mikro 

dengan mcnllnjukkan aktivitas berupa: sistem insentif, pemanfaatan tenaga 

kepemimpinan, budaya organisasi, komunikasi, struktur manajerial. 

3. Reformasi kelembagaan yang bcrfokus pada lembaga dan sistem; struktur 

makro dengan menunjukkan aktivitas berupa: aturan pcrmainan lIntuk 

ekonomi dan rezim politik, kebijaksanaan dan perubahan legal, reformasi 

konstitusi. 

Ketiga dimensi pengembangan kapasitas tersebut utamanya bcrfokus pada 

personal, manajemen atau struktur dan mcnunjukkan aktivitas yang berbeda apabiJa 

ketiganya akan dikembangkan, diperkllat dan direformasi. Oalam hal ini penulis 

mcmfokuskan pada dimensi Human resource development. Foklls dari Iluman resollce 

development ini adalah mengisi tenaga yang profesional dan ahli (tcknis). Kegiatan 

dari Human resuurce develupment yaitu ; (l) Training, (2) salaries, (3) condition oj 

work, dan (4) recruitmenl.Selain melalui pcmbcntukan capacity building, dalam 

rangka menciptakan model pemberdayaan aparatur aparatur desa dalam pengelolaan 

dana desa untuk mencegah adanya tindak pidana korupsi, maka para aparatur desa 

harus menjalankan pemerintahan desa sesuai dengan prinsip good guvernance. 

Kepemerintahan yang baik (good governance) bukan hanya konsep yang perIu 

disosialisasikan, namun perlu diterapkan pada semua level pemerintah di manapun 

bcrada. Penerapan konsep good governance untuk kasus pemerintah di Indonesia 
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diamanatkan dalam Ketetapan MPR RJ Nu. IXlMPRJ1998 tcntang Penyelenggaraan 

Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Kemudian 

pemerintah Indonesia juga mengeluarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme. 

Beberapa poin penting yang terkait dengan implementasi prinsip-prinsip good 

governance merupakan pegangan bagi birokrasi public dalam melakukan transformasi 

manaJemen pemerintahan. Untuk itu diharapkan adanya penyelenggaraan 

kepemerintahan yang baik tingkat kompetensi aparatur scperti misalnya dengan 

memiliki pegangan seperti antara lain: Inscntif dan responsif terhadap pcluang dan 

tantangan baru yang timbul, mempunyai wawasan yang luas dan jauh kedepan, 

tanggap terhadap peluang dan potcnsi yang dapat dikembangkan. Diharapkan 

sumberdaya aparatur yang ada, dalam hal ini adalah aparatur desa untllk bagaimana 

memberikan pelayanan dan kincrja yang betanggung jawab agar dapat mcncerminkan 

tata pemcrintahan yang baik,. Dalam hal ini aparatur tidak hanya menunggu apa 

kemlldian langkah yang diambil olch pcmcrintah lIntuk mcmperbaiki kincrjanya 

terscbllt namun bagaimana para pcgawai tersebllt nantinya dapat mengambil pel liang 

tersendiri lIntuk bagaimana memciptakan sebllah terobosan-terobosan yang dapat 

memperbaiki kllalitasnya atau kinerjanya dalam me,,\'ujudkan tata pemerintahan yang 

baik. Dalam rangka mencapai good governance ada tiga bentuk pelatihan yang dapat 

diberikan kepada aparatur desa, yaitu: 

a. Tcrtib Administrasi Desa 

Tertib Administrasi des a merupaka pelatihan yang dilakukan untuk mampu 

mendukung terwujudnya aparatur yang partisipaW: akuntabel dan transparan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan nantinya. Guna akselerasi perkembangan desa menuju 

kemandirian desa, sangatlah diperlukan kapabilitas sekretaris desa yang mampu dan 

profesional sebagai administrator pemerintah desa untuk menciptakan tatanan 

penguatan manajemen pemerintah desa. Pelatihan yang diberikan bcrtujuan untuk 

menambah pengetahuan,meningkatkan ketrampilan dan merubah sikap sekretaris desa 

dalam melaksanakan tugas pokok dan fllngsinya secara kredibel dan akuntabel. 

Pelatihan yang diberikan agar aparatur pemerintah desa lebih memahami kebijakan 

pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah desa, baik yang berprofesi sudah lama 

maupun angkatan baru dalam profcsinya dalam upaya mewujudkan aparatur yang 

terbuka, partisipatif, bertanggungjawab serta profesional dalam menjalankan 
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tugasnya. Macam- macam Administrasi Desa yang dapat diajarkan pada para aparat 

desa misalnya: 1. Administrasi Umum, 2. Administrasi Ptmtl uti uk, 3. Administrasi 

Keuangan, 4. Adminisstrasi Pembangunan, 5.) Administrasi lainnya Administrasi 

desa merupakan kegiatan pencatatan data dan infonnasi mengenai kegiatan-kegiatan 

pemerintahan desa pada Buku Administrasi Desa. Kegiatan pencatatan data dan 

informasi administrasi desa terdiri dari beberapa bagian diantaranya adalah : 1. 

Administrasi Umum berisikan kegiatan Pemcrintah Desa Terdiri dari Buku Data : 

Kepustakaan Kepala Desa, Inventaris Desa, Aparat Desa, Tanah di Desa, Agenda 

Masuk dan Keluar, Ekspedisi. 2. Administrasi Penduduk, pada Buku Administrasi 

Desa terdiri dari Buku Data : Induk Penduduk Desa, Mutasi Penduduk Desa, Rekap 

Jumlah Penduduk Akhir Bulan, Penduduk sementara. 3. Administrasi Keuangan, berisi 

pengelolaan keuangan desa pada Buku Administrasi Keuangan Desa terdiri dari Buku 

Kas : Umum, Pembantu Perincian Objek Penerimaan, Pembantu Perincian Objek 

Pengeluaran, Kas Harian Pembantu, lainnya sesuai dcngan ketentuan yang berlaku. 4. 

Administrasi Pembanguna, berisikan pembangllnan yang akan, sedang dan telah 

dilakukan pada Bllku Administrasi Desa terdiri dari Buku : rcncana Pembangunan, 

Kegiatan Pembangunan, Inventaris Proyek, kader-kader Pembangunan 5.Administrasi 

lainnya, terdiri dari buku : Data pengurus dan Anggota Lcmbaga Kemasyarakatan, 

Register, Monografi Desa. 

h. Tata Naskah dan Pcngclo)aan Surat Dinas 

Nampaknya Tata Naskah dan Pengelolaan Surat Dinas ini sepele faktanya masih 

ban yak terjaid kesalahan dalam hal mengirim surat dinas oleh pemerintah desa. Surat 

dinas memiliki peranan penting untuk kordinasi ataupun komunikasi, surat dinas 

memuat sebuah informasi tertulis yang disampaikan secara tidak langsung. 

Sebagaimana hal tersebut, bapak Agus Ruslan SH, MM selaku Kepala Bidang 

penyusunan program Balai Besar PMD Malang memaparkan bahwa: Konteks naskah 

dinas sebagai alat komunikasi kedinasan,akan mempermudah bentuk pelayanan yang 

efektif dan efisien. Disamping itu merupakan alat atau kontrol akuntabilitas pembinaan 

dan pengawasan manajemen pemerintahan menuju terwujudnya "good governance". 

Tata naskah dinas sebagai ketentuan normatif yang mengatur sifat dan tata laku 

dimaksudkan sebagai pedoman dalam melakukan komunikasi kedinasan yang 

dilakukan secara tertulis. Adapun materi mengenai Tata Naskah dan Pengelolaan 

Surat Dinas bias dipaparkan sebagai berikut: Krileria Sural Dinas yang baik : a.sural 
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sebaiknya ditulis dalam hentuk dan isi yang mcnarik serta disusun sceara sistematis 

sesuai dengan aturan yang berlaku dalam penyusunan sural. b.Surat sebaiknya disusun 

secnra sedcrhana dan tidak t~rli.llu panjang kan:lla sural yang panjang lhHl ht!rldl~-Idc 

dapat menjemukan pembacanya. c. .Sural sebaiknya disusun seeara jelas dan 

komllnikatif agar dapat di pahami secara tepat sesuai dcngan maksud yang 

dikehenclaki oleh penulis. d.Surat sebagiknya mencerminkan siakp yang adab dan 

sopan. Sural st!baiknya bcrsih dan rapi. Bahasa Surat Dinas yang baik : I.Agar pesan 

atau informasi yang disampaikan mudah dipahami, surat hendaknya ditulis dengan 

menggunakan bahasa efektif~ yaitu jelas, lugas, dan komunikatif agar dapat 

mengungkapkan pesan seeara tepat sesuai dengan maksud yang ingin dikcmukakan 

oleh pcnulis.2. Bahasa surat dikatakan jclas jika isi atau informasi yang disampaikan 

mudah dipahami dan unsur-unsurnya pun dinyatakan seeara tcgas atau 

eksplisit.3.Bahasa surat dikatakan lugas jika kata-kata yang digunakan langsung 

mengungkapkan pokok persoalan yang akan disampaikan, tidak berbunga-bunga atau 

bcrbasa-basi. 4.Bahasa surat dikatakan komunikatif jika mudah dipahami dan mampu 

menimbulkan pcmahaman yang sarna pada pikiran pcmbacanya. 

c. Laporan Pertanggungjawaban Pemcrintah Dcsa 

Laporan Pertanggungjawaban Pemcrintah dcsa merupakan salah satumatcri dari 

pelatihan yang harus diberikan dalam meningkatan pelayanan aparatur dcsa. 

Diharapkan perangkat desa bisa dengan aturan membuat laporan pertanggungjawaban 

pcmcrintah desa dengan baik dan benar sesuai yang ada. Tujuan pelaporan 

penyelenggaraan Pemerintah Desa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah 

desa yang bertanggungjawab, transparan, profcsional, taat hukum serta cfektif dan 

cfisicn agar sesuai prinsip-prinsip "good governance". Disamping itu mcrupakan alat 

atau kontrol akuntabilitas pcmbinaan dan pengawasan manajemen pemerintahan 

menuju terwujudnya "good governance". Berkaitan dengan kcwajiban Kcpala Desa 

untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahannya, diatur lebih 

mendalam melalui Pasal 48 Peraturan Pemcrintah Republik Indoncsia Nomor 43 

Tahun 2014 lentang Peraturan Pclaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

Tcntang Desa sebagaimana berikut :"Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, 

dan kewajibannya, kepala Desa wajib : menyampaikan laporan pcnyelenggaraan 

Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota; 

menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemcrintahan Desa pada akhir masa jabatan 
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kepada bupati/walikota; menyampaikan laporan keterangan pcnyclenggaraan 

pemerintahan secara tertulis kepada Hadan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun 

anggaran 

Rancangan Model Pemberdayaan Aparatur Desa Melalui 
Peningkatan Profesionalitas Dalam Pengelolaan Dana Desa 

Masalah Utama 

• Rendahnya 
Kompetensi 

• Budaya Kerja 
• Lemahnya 

Kontrol 
Masyarakat 

• Lemahnya Sistem 
Pcngendalian 
Internal 

• Ketidakpatuhan 
Terhadap 
Peraturan 

'- FEDBACK 

PEMBERDAYAAN APARATUR 
DESA DALAM PENGELOLAAN 

DANADESA 

I>iperlukan Adannya 
Pcnguatan SDM 
Dibidang: 

• Hukum n · Kuangan 
• Pendampingan 
• Etika Pelayanan 

Publik 

PENGELOLAAN DANA 
DESA 

I Akscstablc 
2 Terccgahnya Korupsi dan 

dapat Menciptakan 

OliPlit Kebijllkall 

• Mcningkatnya 
Kompctcnsi SDM 

• Tcrtib 
Administrasi dan 
Tertib Hukum 

• Meningkatnya 
efektifitas dan 
cfisicnsi 

PROFESS/ON A 
L/TAS 

tanggung Jawab Bersama 1;1-
3 Respon yang Yang Cepat 

dan Akurat Terhadap I\r--

• Allt/llya 
Trallsparllllsi dall 
Aklllltabilitas 

Permasalahan 
4 Kreatif Menuju 

Pemerintahahn yang Lebih 
Baik 

5 Mendorong Kemajuan 
Sektor Swasta dan Bisnis 
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(JAi3 VI 

. KENCANA T A IIA I'AN RF.RIKUTNYA 

Taharan Penclitian sc lanju11lya adal:1h !l1 C' b kukn n uj i coba ranc3ng:m Illodel yang 

ditclll ukan pada pcncliti an Th I. Uji CObOl model dibJwbn dcngan melakukan pc lati han 

pcndampingan Illonitoring dm] cva luasi sel iap kcgiatan pcmbcrdayaan aparatur desa . 

r- IIILI~ 
\ ~8TA~ 

, ,,~~A5 A1P.L.Ui~ 

SURABAYA 
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7.1. Kcs illlpula n 

DA D VII 

KES IM I)ULAN DAN SARAN _. ---

1. Scbelum di berlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20 14 Tenlang Dcsa, 

Kc pala Dcsa 1II~lIIpll ll yai kcwcnangan mengclo la kcua ngan desa dcngan mcminta 

pcrscluj uan da ri l3adan Pcrmusyawaralan Dcsa, schi ngga g PD mcmpunyai hak 

untu k menerima dan mcno lak rcncana pcngclo laan kcuangan dcsa. Bcrdasarkan 

Uncl ang- Unclang Nomo I' G Tahu n 20 14 Tcntang Desa, kcwenanga n Kcpala Dcsa 

dalam pcnge lolaan dana desa menjadi Icbi h luns karcmt hanya scbatas mcrninta 

pcrt imbangan Baclan PcrmusYlI\varatan Dcsa (BP D). BPI) tidak mcmpunyai hak 

untuk menolak rcncana pcngc lolaan dana desa yang diajukan olch Kcp<lla Dcsa . 

Faktor-faktor yang bcrpcllgnruh pada pcngclolaan dana dcsa antara la in (a) 

Kurang adanya kClcrlibatan masyarakat dalam proses pcrenc<lnaan dan 

pcngawasan dana desa. Akses masyarnkat untuk lllcnciapatknn infol"mas i 

pcngclo laan dana dcsa clan tcrli ba t ak tif cla!alll pcrc ilcanaa n dan pCllgclo laan pada 

prakt iknya ban yak d ibatas i. (b) Fak lor kl:dua a(blah h:rbatasnya kOlll pctcnsi 

kcpa ln desa dan pcrangkat dcsa. Kcte rbatasan ini kh usllsnya Illcngenai tcknis 

pcngelolaan dana dcsa, pcngadaan barang dan jasa, dan pcnyusunan 

pertanggungjawabun kcuangun dcsa. (c) Faktor kct iga adalah tidak optima lnya 

Icmbaga-lcmbaga dcsa yang ba ik sccara langsung maupll ll tidak mcmainka n pcran 

pcnling dalam pcmbcrdayaan masyarakat dan dcmokras i tingkal dcsa. scpcrt i 

Badan Pcrmusyawaratan Dcsa (BPD) da n laill llya. (d) Fak tor kccmpat yang tidak 

ka lah pcnting untuk d ipcrhatikan adalah pcnyakit COSI politik tinggi ak ibat 

kompctitifnya are na pcmil ihan kcpaln dcsa. iVlcningkatnya anggaran desa d isc rtai 

dcngan meningkatnya minat ban yak pihak un tuk m;.lju dalam pcmil ihan kcpa la 

dcsa tanpa agenda dan komillllcn mcmbangun d~sa. 

2. Ada ti ga upaya ya ng dOl pHt d il ak ukan un tuk lllcningkatkan proffessio nal ap.mlt ur 

desa dalama Illcllgclola dana dcsa Pcrtama, kcpala dcsa dapat Illcnyusull struktur 

pC r<l llgkat desa dan mcngisi personil scssllai dcngan kompctcnsi d i bidangnya 

khususnya bidang yang mcngelola kellangan dcsa. Pl!llli li han orang-orang ini 

bcrtujuan agar pcngclo laan nanlinya bcrsifa t Il!rorgan isir dan terst ruk tur scb ingga 

dapat dipertanggungjawabkan; sepcrti dalam pcmcli han sckretaris c1esa o lch 
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kepala desa. Dalam pasal 26 ayat (2) huruf b UU Desa dischutkan bahwa kcpala 

ut:sa bt:rhak Ilu:milih pt:rangkal ul!sa. Dalam pasal 48 huruf a UU Desa, 

disehutkan bahwa salah satu perangkat desa adalah secretariat desa. Kedua, 

transparansi dan akuntahel, sehingga masyarakat tidak akan bersifat skeptis 

le;:rhauap rcalisasi penggunaan J)ana J)esa. Ketiga, dalam hal 

penggunaanlpenyaluran dana tersehut harus ada pengawasan masyarakat lewat 

Badan Permusyarawatan Desa (BPD). Dalam Peraturan Pcmerintah No. 43 Tahun 

2014 Pasal 51 disebutkan hahwa laporan keterangan pcnyclcnggaraan pcmerintah 

desa dapat digunakan oleh BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan kinerja 

kepala desa. Dcngan adanya fungsi tersebut diharapkan masyarakat dapat mcnjadi 

mekanisme kontrol lewat BPD, dan BPD sendiri diharapkan dapat mcnjalankan 

perannya semaksimal mungkin tcrkait pcnggunaan anggaran. Selain bcntuk 

peningkatan profesionalitas dalam segi kapabilitasl hard skill dalam mengelola 

keuangan desa, hal yang tidak kalah penting adalah peningkatan profesionalitas 

datam segi soj/skill. 

3. Model pembcrdayaan aparatur dcsa untuk meningkatkan kompetensinya dalam 

pengelolaan dana desa secara proffesional diperlukan adanya spirit untuk 

mencegah adanya korupsi yang bukan sekedar transfer pengetahuan, namun juga 

menekankan pada upaya pembentukan karakter, nilai anti korupsi dan kesadaran 

moral datam mclakukan perlawanan terhadap perilaku korupsi. Pemberdayaan 

aparatur dcsa diperlukan adanya materi-materi yang terkait dengan Hukum, 

Kuangan Negara, Etika Pelayanan Publik dalam melakukan pemberdayaan 

diperlukan adanya Pendampingan langsung dalam pengclolaan dana desa. Dalam 

meningkatkan kompetensi aparatur dcsa dalam penegloaan dana desa salah satu 

yang bisa digunakan adalah melalui model capacity building sebagai upaya untuk 

meningkatkan kemampuan yang dibutuhkan untuk membangun struktur budaya, 

sosial politik, ekonomi, dan SDM; sehingga mempunyai kompetensi baik 

pengetahuan maupun mental spiritual yang memadai Tiga dimensi 

pengembangan kapasitas aparatur desa meliputi: (1) Pengembangan sumber Daya 

Manusia (SDM) yang berfokus pada ketersediaan tcnaga teknis dan profesional. 

(2) Penguatan organisasi yang berfokus pada sistem manajemen. (3) Reformasi 

kelembagaan yang berfokus pad a lembaga dan system yang lebih akuntable dan 

transparan. 
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7,2,Saran 

1. Perlu adanya paradigma baru dalam melihat peran aparatur desa. Aparatur desa 

bukan hanya sebagai pelayan masyarakat dalam pembangunan desa yang 

cenderung berorientasi pada pelayan ma!;yarakat akan tctapi pcrlu adanya 

kesadaran bahwa aparat def.n juga mcrup<lkan agen peruoahan yang dapat 

mendorong masyarakat untuk dapat terlibat dalam seliap pemecahan masalah 

-masalah yang dihadapi masyarakat. 

2. Peningkatan kompctensi aparatur desa dalam pengelolaan dana desa 

merupakan langkah stratcgis yang harus dilakukan agar dalam pemanfaatan 

desa dapat lebih optimal bllkan hanya bermanfaat bagi kepentingan publik akan 

tetapi diharapkan dapat menjadi daya ungkit yang tingi bagi pembangllnan di 

pcdesaan. Unluk itu dipcrlukan adanya dukungan scmua pihak lerulama 

pemerintah daerah mauplln stakeholder lainnya yang diharapakan dapat ikut 

berkontribusi positif dalam setiap penggunaan dana dcsa. 
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PENINGKATAN PROFES IONALITAS APARAT UR DESA 
DALAM PE 'GE LOLAAN DA 'A DESA 

. Abel Sholllnd .. 
Tat ick Sri Djatmiat i, 
l3 ambang Suhcryadi 

.Uni ve rs itas A ir lan gg:l - Ind o nes ia 

Abstrak 
A lokasi anggara n dana desn pada 2016 sckitar Rp40 tril iun , <1 1aU naik dari 

anggaran 20 15 scbcsar Rp20,7 triliull . SCl idaknya ada \4 pmcns i pcrsoalan. Salah 
satunya. pc rsoa lan regulas i. Ada pcrubahan aluran dari Pi> No 60/20 14 l1l(.'njadi 
PP No 22/20 15 yang mcngaki batkan form ula pt:mbagian dana dcsa bcrubah. 
Dcngan Lahirnya UU Nomor 6 Tabun 2014 Icnl<lllg Dcsa mab hal ini scbcnarnya 
menjadi bcrkah bagi dcsa-dcsa eli seluruh Indonesia abn tctapi akan mcnjadi 
lllusi bah apabi la tidak dibarcngi dengan pcngclolaan y<lng dapa\ 
dipcrtanggungjawabkan ba ik sceara hllklllll mall pun seeara poli lik. Dalam 
Rcncana Induk Pencli li an (RIP) Una i!" Th. 20 16 - 2020, da lam TCllla Ri sc l 7 : 
Pcngcmbangan Rcgulasi Dan Modcl Kcbij<lkan Ill aka ori cnlas inya ada lah 
pembl.:rdyaan pada musyarakal. Tcrkait c1cng:m lema risc t Icrscbut 
mpcmbcrdaY'lan maka dalam pcncl ilian ini d ikctllukakan judul R.anc<Jngan Model 
Pembcrdayaan Apannllr Desa Melalui Pcnillgkal a ll Profcsio llalil :ls DaJam 
Pengclolaan Dalla Des :! . Dcngan demik ian c1iharapkan dari hasi pcndi lian ini 
c1apat ll1ellunjang apa yang lIlclljadi Tema Risel Unggulan Universitas Airlangga. 

Iial y.mg paling mCllonjol dirasakan oleh masyarnkat tcrkai t dengan adanya 
dana dcsa adalah uang ncgara yang did istribus ikan k..: dcst! bolch jadi bukan 
sebagai bcrkah bagi para masy~l rakat, melainkan Illusi bah akiba t disalahglll111kan 
aparat dcs;]. Mcningkatkan Profcs ional ilas pCll£clo laan dana desa illl mcrupakan 
sualll jawaban yang tcpat ullluk menclllukan solusi bcrbagai pcrmasalahan 
pengclolaan dalam pcngclolaan dana desa . PclUIlY:I kajian penecgahan korups i 
dana des;] seeara Ko prehel1 ship dan hol istik 

Unluk Ill engkaj i masa lah dan mcncapai tujuan terscbul maka digunakan 
pcndekalan kualilatif Socio Legal Research I)cndckalan in; mengakji rnasalah 
pencli lian scla in dari aspek no rrnat ifj uga dart aspck sos iologis yang dikaj i seeara 
multi disip li ncr te rulama dari disipli n ill11 11 hll kll lll pidana, iwkuIn pcrdala. 

Kala Klinei: J\paratur. Dcsa,korupsi, Kompctcnsi, Model 
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Latar Delakang 

Alokasi anggaran dana desa pada 2016 sekitar Rp40 triliun, atau naik dari 

anggaran 2015 sebesar Rp20,7 triliun. agar komitmen pemerintah dalam 

mengalokasikan dana desa sebesar Rpl miliar per desa dapat terealisasi. ( 

http://www.keuangandesa.com) Hasil kajian KPK sejumlah potensi persoalan 

pengelolaan dana desa selama penyaluran tahap pertama di 63 kabupaten. Setidaknya 

ada 14 potensi persoalan. Salah satunya, persoalan regulasi. Ada perubahan aturan dati 

PP No 60/2014 mcnjadi PP No 22/2015 yang mengakibatkan formula pembagian dana 

desa berubah. ( hups:llwww.kpk.go.id) 

Dengan Lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka hal ini 

sebenarnya menjadi berkah bagi desa-desa di seluruh Indonesia akan tetapi akan 

menjadi musibah apabiJa tidak dibarengi dengan pcngelolaan yang dapat 

dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun sccara politik. Selama waktu 5 

(lima) tahun ini Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa (LPJ) kepada 

masyarakat di desa Taras dinilai belum optimal Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam 

bentuk Laporan Pcrtanggungjawaban Pemerintah Desa (LP J) kcpada masyarakat di 

desa disampaikan secara tulisan melalui media-media informasi yang ada di Kantor 

Ocsa kepada masyarakat melalui BPD dan lisan melalui Kincrja Pemerintah Desa 

Oalam Pembangunan Infrastruktur ( Maya Rosalina: 2013,). 

Untuk mencegah timbulnya korupsi maka diperlukan adanya sistem 

pengelolaan dana desa yang dapat meningkatkan profesioalitas aparat desa dalam 

pengelolaan dana desa. Pada Undang-Undang No. 72 Tahun 2005 tentang desa pada 

pasal 14 ayat 2 menjelaskan bahwa kepala desa dalam melaksanakan tugas 

penyelengaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyaraktan mempunyai 

wewenang untuk mengkoordinasikan secara partisipatif. Selain itu sistem demokrasi 

juga menekankan bahwa partisipasi masyarakat dalam mcwujudkan pemerintahan 

yang akuntabel, transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakata itu sangat 

penting. ( http://www.kompasiana.com ) 

Penelitian ini akan mengkaji lebih dalam dan lebih komprehsnship dan lebih 

holistic terkait dengan pencegahan korupsi dana desa, penclitian ini akan lebih 

memfocuskan pada upaya peningkatan profesionalitas aparatur desa dalam pengeloaan 

dana desa sehingga dengan adanya kompetensi aparatur desa yang meningkat akan 
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mengurangi rcsiko tcrjadinya tindak pidana korupsi. Selaill itu, akan dilakukan kajian 

yang memfocuskan pada implementasi dari rancangan model yang ditemukan pada 

penelitian ini. Untuk mengimplementasikan sistem tersebut maka perlu dikaji hal-hal 

yang tcrkait ucngan pembuatan aturan dalam tataran taktis dan teknis. Hal ini 

pcnting untuk dilakukan agar pada tatali1l1 illlvlc1llt:ntasi si~lcm uapal dipahami dan 

dipedomani masing-masing lembaga yang diharapkan dapat melaksanakan fungsinya 

st!cara optimal agar pengelolaan keuangan daerah dapal benar-benar efektif dan 

efisien, serta berpihak pada kepentingan publik . 

Pcmasalahan 

Hal yang paling menonjol dirasakan oleh masyarakat terkait dengan adanya 

dana desa adalah uang negara yang didistribusikan ke desa boleh jadi bukan sebagai 

berkah bagi para masyarakat, melainkan musibah akibat disalahgunakan aparat dcsa. 

Masyarakat layak dibayang-bayangi ketakutan terhadap kemungkinan terjadi booming 

korupsi yang mcmbuat konstruksi kehidupan desa menjadi karut-marut. Dengan 

adanya pemomena tcrsebut diperlukan adanya upaya untuk mcningkatkan efcktifitas 

dan efisiensi scrta tepat sasaran sehingga pemanfaatan dana desa dapat meningkatkan 

dinamika pembangunan di daerah. Meningkatkan Profesionalitas pengelolaan dana 

desa itu merupakan suatu jawaban yang tepat untuk menemukan solusi berbagai 

permasalahan pengelolaan dalam pengclolaan dana dcsa . Pelunya kajian pencegahan 

korupsi dana desa secara Koprehenship dan holistik Dalam penelitian ini dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut:Bagaimana Upaya Meningkatkan Profesionalitas 

Aparat Desa Dalam Mcngelola Dana Dcsa Untuk Mencegah Terjadinya Korupsi Dana 

Desa? 

Tinjauan Pustaka 

Dalam penelitian Herini disarankan untuk meningkatkan pelayanan publik 

yang semakin professional maka perlu dikaji lebih lanjut masalah-masalah yang 

berkaitan dengan SDM. ( Herini Siti Aisyah: 2006: 38) Perlu adanya kajian lagi 

untuk lebih mengcdepankan pendekatan moral dari pada pendekatan yang legalistik 

normatif.(Susi Ratnawati. 2006:39) Upaya peningkatan pelayanan publik juga 

harus melalui peningkatan perilaku pcgawai. Dan penerapan Good governance dapat 

dilihat dari transparan dan akuntabel tidaknya pelayanan publik yang diberikan. ( 

Susi Ratnawati , 2007:58) Sedangkan hasil pcnelitian ( Lany Ramli: 2006:47) 
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menyebutkan bahwa di dalam Perilaku prorcsionalisme hendaknya sclalu 

didasarkan pada aturan-aturan hukum, Kode Etik serta transparasi dan akuntable 

dalam memberikan pelyanana kepada publik. Perlunya disiapkan SDM yang benar

benar mampu membidangi pemgelolaan keuangan daerah baik seeara administrasi 

(akuntansi), maupun seeara normatif atau hokum, (I Ierini Siti Aisyah, 2011: 81-82) 

Faktor -faktor yang menghambat pengawasan keuangan Negara untuk dapat 

mewujudkan Good Governance dalam pengclolaan keuangan Negara di daerah 

antara lain adalah: (a) Masalah SOM, (b) Masalah sislem,. (e) Masalah budaya 

tertib administrasi dan tertib hokum (d) Masalah budaya feodal, (Herini Siti Aisyah 

, 2013:46 ) Prinsip-prinsip Good Governance dalam penyelenggaraan 

pemerintahan, selaras dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas sehingga 

diharapkan dapat mendorong optimalisasi pengelolaan keuanganyang terhindar dari 

tindak pidana korupsi (Rr. Herini Siti Aisyah , 2013, 261), 

Aparatur pclayanan publik masih belum mempunyai kompctensi yang 

clIkup sedangkan kepala dacrah memiliki kewcnangan mengcmbangkan kapasitas 

aparat pelayan publik melalui pembinaan, penertiban dan pcnyempurnaan aparatur 

negara dari aspek SDM. ( Hadi Shllbhan, 2013: 86) Pengembangan kompetensi 

SDM merupakan hal yang sangat kompleks sehingga diperlukan langkah-Iangkah 

untuk mengurai kekompleksitasan terscbut agar dapat diimplementgasikan dengan 

efektif dan efeisien. Terkait dengan kompleksitas tcrsebut dalam penelitian ( Heru 

Irianto 2007:43) dikemukakan bahwa varibel-variabcl yang Mempcngaruhi Perilaku 

PNS Dalam Memberikan Pelayanan Publik adalah variabel : (1) Keluarga. (2) 

Pengawasan; (3) Pimpinan (4) Sistem, (5) Gaji. (6) Hukum. 

Dari factor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak korupsi pemeintah 

daerah hendaknya dapat memprioritaskan upaya pencegahan pada hal-hal yang 

relevan dan mempunyai multiplier effect yang tinggi terhadap keberhasilan dalam 

mencegah terjadinya tindak korupsi. Setiap upaya yang dilakukan diharapkan secara 

sistematis dan konsisten dapat memberikan dampak nayata terahadap pencegahan 

korupsi di daerah. (Nur Basuki Minarno" 2016: 85) Masalah peningkatan 

kompetensi SDM pengelola keuangan daerah merupakan hal yang sangat kompleks 

dari masalah rekrutmen, anggaran juga masalah dinamika regulasi, di lain pihak 

pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengelolan keuangan secara akuntabel dan 

transparan agar Good Governance dapat terwujud. ( Herini Siti Aisyah ,2016: 51) 
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Dengan digantikannya UU No. 22 TallUn 1999 dcngan UU No. 32 Tahun 

2004 maka diakui adanya otonomi desa dalam keanekaragaman serta demokratisasi 

pemerintahan desa. Dalam Pasal 206 UU No.32 tahun 2004 menyatakan bahwa 

urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup : (a). Urusan 

pemcrintahan yang sudah ada berdasarkan hak. asal usul Desa. (b). Urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupatcn/ kota yang diserahkan 

pengaturannya kepada desa. (c). Tugas pembantuan dari pcmerintah, pemerintah 

provinsi, dan/atau pemerintah kabupatenlkota. (d) Urusan pemerintahan lainnya 

yang otch peraturan perundangan diserahkan kepada Dcsa. 

Bagaimanapun Juga dari pengalaman yang sudah-sudah, dalam 

pcngelolaannya, banyak yang terjerat tindak pidanan korupsi. Penyebabnya karena 

aparat desa sangat kurang pcngetahuannya ten tang tata kelola kcuangan. Padahal 

setidaknya mereka harus memiliki pengetahuan minimal yang mereka butuhkan dapat 

memahami konsep akutansi yang sederhana dan scluk beluk pengetahuan korupsi. 

Untuk pcngelolaan dana yang sangat besar , hanya dcngan bcrmodalkan pcngctahuan 

konsep akuntansi yang hampir nol. Oleh sebab ilu dana desa dalam rangka 

mcngemban amanat UU Desa (UU No 6 Tahun 2014), dalam pelaksanaannya harus 

diberikan pengawasan ketal dan terus menerus. (hup:llwww.kompasiana.com/) 

Penyelenggaraan Pemerintahan merupakan seluruh proses kegiatan 

manajemen pemerintahan dan pembangunan Desa berdasarkan kewenagan desa yang 

ada, meliputi perencanaan, penetapan kebijakkan, pclaksanaan, ( Maya Rosatina 

,2013: 110) Pasal 206 UU No.32 taI1lln 2004 menyatakan bahwa urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan dcsa mencakup (a) Urusan 

pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa, (b) Urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupatenl kota yang diserahkan 

pengaturannya kepada desa (c) Tugas pembantuan dari pemerintah, pemcrintah 

provinsi, danlatau pemerintah kabupatenlkota (d) Urusan pemerintahan lainnya 

yang oleh peraturan per-Uuan diserahkan kepada Dcsa. 

Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Pasal 1 ayat 6 PP Nomor 58 taI1lln 2005 

discbutkan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pclaporan, pertanggungjawaban, 

dan pengawasan keuangan daerah. Asas-asas, prinsip-prinsip, fungsi dan tujuan 

pengelolaan keuangan daerah tidak bisa terlepas dari asas-asas, prinsip-prinsip, fungsi 
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cian tujmm dari pengelolaan keuangan ncgara. Dulom UU No. 1 5/2004 : Pas;)! ! angk<"t 

6 menyebutkan pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan kedudukan dan 

kewenangannya. (Boediono: 2002) 

Hal yang dapat mendorong terjadinya korupsi di desa atara lain : Pertama, 

scmua urusan di desa selalu tcrkait dengan kepala desa sehingga diperlukan biaya 

sosial yag tinggi. Kedua, kepala desa terpilih berdasarkan sisi elektabilitas dan ini 

dalam prakteknya tidak jarang diperlukan modal uang Ketiga, posisi kepala desa 

menjadi pundi-pundi partai politik di akar rumput. ( Fathur Rahman, 20 II) Selain 

itu korupsi dana dea terjadi karena lemahnya koordinasi, lemahnya pemahaman teknis, 

ketidakcukupan SDM, dan tidak adanya infrastruktur pendukung, ( 

http://www.antarasulsel.com) Oleh Sutrisno disebutkan, paling tidak ada 3 faktor 

yang menyebabkan lemahnya pengawasan dana desa. Yakni kultur feodalisme yang 

masih berakar kuat di pedesaan, lemahnya lembaga kemasyarakatan yang ada, seperti 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) 

dalam melakukan fungsi pengawasan, selain itu juga kurang maksimalnya asistcnsi 

lembaga lembaga dari tingkat kabupaten. ( Trisno Yulianto ) 

Pada Undang-Undang No. 72 Tahun 2005 tentang desa pada pasal 14 ayat 2 

menjelaskan bahwa kepala des a dalam melaksanakan tugas penyelengaraan urusan 

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan mcmpunyai wewenang untuk 

mengkoordinasikan secara partisipatif. secara subtantif partisipasi mcnyangkut 3 hal, 

yaitu: (I) Suara (voice) artinya setiap masyarakat itu mempunyai hak dan ruang untuk 

menyampaikan suara dalam proses penyelengaraan pemerintahan. (2) Akses artinya 

setiap masyarakat mempunyai akses dan mempengaruhi pembuatan kebijakan, akses 

dalam layanan publik dan arus informasi. (3) kontrol, atinya setiap masyarakat 

mempunyai hak dan kesempatan sepenuhnya dalam melakukan pengawasan jalannya 

pemerintahan. Sebagai upaya preventif agar tidak terjadinya tindak pi dana korupsi 

dalam bentuk penyalahgunaan wewenang ( Nirahua, http://www.fhukum

unpatti .orglartikel) 

Hasil dan Pembahasan 

Peran Aparatur Desa Dalam Pemgeloalaan Dana Desa 

Untuk mempercepat reformasi birokrasi diperlukan adanya pengembangan 

SDM yang berbasis pada kompetensi sehingga kinerjanya jelas dan dapat terukur. ( 

Endah Setyowati, 2013:7) Dalam UU 32 tahun 2004 Pasal 129 menyebutkan bahwa 
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(1) Pemerintah melaksanakan pembinaan manaJemen pegawai ncgcri sipil daerah 

dalam satu kesatuan penyelenggaraan manajemen pegawai negeri sipil secara nasional. 

(2) Manajemen pegawai negeri sipil daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 

meliputi penetapan formasi, pengadaan, pengangkatan, pemindahan, pemberhcntian, 

penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban kedudukan 

hukum, pengembangan kompetensi, dan pengendalian jumlah. Sedangkan dalam pasal 

Pasal 133 Pengembangan karir pegawai negeri sipil daerah mempertimbangkan 

integritas dan moralitas, pendidikan dan pelatihan, pangkat, mutasi jabatan, mutasi 

antar daerah, dan kompctcnsi. 

The competency of the officials in public service is a complex 
structure of thc knowledge, values, morals, attitudes, behaviors, 
motivations in every civil servant to provide professional service to the 
people. In the current era of the bureaucratic reform, it has been observed 
that a lot of officials of public service are seriously lack of strategic, 
managerial and technical competencies to provide professional public 
services demanded by the society. ( Hadi Shubhan, 2013, 50) 

Dalam Pasal 130 peraturan pemcrintah rcpublik indonesia Nomor 58 tahun 

2005 tentang pengelolaan keuangan daerah disebutkan: 

1. Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 meliputi 
pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan, 
pelatihan, scrla penelitian dan pengembangan. 

2. Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup 
perencanaan dan penyusunan APBD, penatausahaan, 
pertanggungjawaban keuangan daerah, pemantauan dan evaluasi, 
serta kelcmbagaan pengelolaan keuangan daerah. 

3. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mencakup pcrencanaan dan penyusunan 
APBD, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBD yang 
dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu, baik secara 
menyeluruh kepada seluruh daerah maupun kepada daerah tcrtentu 
sesuai dengan kebutuhan. 

4. Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
dilaksanakan secara berkala bagi kcpala daerah at au wakil kepala 
daerah, anggota DPRD, perangkat daerah, dan pegawai negeri sipil 
daerah. 

Sedangkan dalam penelitian Nursyam disimpulkan bahwa penegakan 

hukum, kebijakan serla aturan teknis merupakan faktor yang sangat penting untuk 

mendorong upaya pcmberantasan korupsi. Namun demikian upaya pemberantasan 

korupsi di Indonesia tidak akan berhasil apabila tidak ada komitmen di kalangan 
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para pejabat negara. (Nursyam ,2006 :94) Selain itu diperlukan adanya kontrol 

dari masyarakat agar dapat tcrus mendorong terciptanya transparansi dan 

akuntabilitas pubik dalam pelayanan publik. Sehingga tindak pi dana korupsi dapat 

dihindari. (Herini Siti Aisyah, 20 II: 100) 

Dalam penelitian Soekarwo, Pengelolaan kcuangan daerah yang 

bersendikan pada escnsi konsep Good Governance dapat diwujudkan suatu 

pengclolaan keuangan daerah yang berlandaskan good financial governance, 

sehingga hukum pengelolaan kcuangan dacrah yang berlaku harus bersendikan 

prinsip-prinsip good financial governance agar memiliki keabsahan secara 

yuridis normatifmaupun empiris sosiologis. ( Soekarwo , 2005:263) 

Oalam Pcmturan Mcntcri Oalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 2 Tahun 2013 pasal 22 mcnyebutkan bahwa Pengembangan program 

Diklat dilaksanakan mclalui tahapan: (a) Idcntifikasi kebutuhan diklat; (b) 

Penyusunan kurikulum~ (c) Pcngcmbangan silabus; Cd) Penyusunan modul; (e) 

Ujicoba diklat~ (f) Evaluasi dan pcnycmpurnaan diklat; dan (g) Standardisasi 

Program Diklat Bcrbasis Kompetcnsi. 

Oalam konteks pcnyelenggaman Sistem Administrasi Negara Kesatuan 

Rcpublik Indonesia, kompetcnsi apamtur negara dikelompokkan menjadi 4 

jcnis, yaitu (loko. 2003 :75-76) (I) Kompctensi Teknis (technical 

competence) (2) Kompctensi Manajerial (managerial competence) (3) 

Kompetensi Sosial (Social Competence), (4) Kompetensi Intclektual/Strategik 

(intellectual/strategic competenc. Dalam upaya mewujudkan reformasi 

birokrasi dan meningkatkan kompetcnsi PNS ditcmpuh melalui : (H. Ateng 

kusnandar adisaputra : 7) (1) Penataan kembali kelembagaanlorganisasi, (2) 

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas atau kompetensi PNS, (3) Perbaikan 

sistem tatakelola (manajemcn) (4) Pcrbaikan sistemreward and punishment. (5) 

Perbaikan etika dan moralitas PNS. Untuk meningkatkan kompetensi SDM di 

bidang pengelolaan keuangan Negara di daerah diperlukan adanya Pelatihan

pelatihan yaitu Pelatihan Kepemimpinan, Penyusunan Perencanaan dan 

Penganggaran, Manajemen Pcndapatan dan Belanja Daerah, Penatausahaan 

Pengelolaan Keuangan Dacrah, Manajemen Aset Oaerah dan Pelatihan 

Penyusunan Laporan Kcuangan (Anoname, 2008: 41): 
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Sedangkan keranga pikir peningkatan kinerja yang bcrbasis pada 

peningkatan kompctensi sebagaimna Nalllpak ualam gambar berikut : ( Endah 

Setyowati, 2013,:8,) 

l .---________ LingkUl1£l111luur 
I 

,..--------.--_L_in_skun_BIIIl_orgaru __ ·su_i_---'I----·-------··--- _ ..... j 

- UngkabJ 

r-- langkah 4 

· AIJIlisis kchutuban ,Ptnilaiau I 
dan Pcn:nc:mun I 

· Ptngembenpn model I (:::) ! Tujuan : 
· kompctensl I StraIeiis,sasann, i 
~~------~ I~~ 

.0. 
· Pemanaan kurilwlum 

..(). 
· I'cmIWIUl'I dan 
• Pengembangan Inlcrvcnsi 
~ PcmbehVaran 

.0. 

i orpn1sasi 

i i Evaluasl I ~ LangkahS 

I 

l 

L ___ ._. ________ • _______ . ____ • ___ . __ ~ 

Kenyataan dewasa ini menunjukkan bahwa bagian terbesar warga 

masyarakat Indonesia masih tinggal di daerah pedesaan. Dengan demikian dapat 

dikatakan, penduduk daerah pedesaan merupakan suatu modal dasar bagi 

pembangunan nasional, yang dimiliki oleh rakyat dan Bangsa Indonesia. Jumlah 

penduduk pedesaan yanng sedemikian banyak itu apabila dapat dibina dengan 

baik, dapat menjadi tenaga kerja yang efektif bagi berbagai kegiatan 

pembangunan di segala bidang kehidupan masyarakat. Sejak dahulu, potensi yang 

ada di daerah pedesaan Indonesia telah diakui dan bahkan dikclola untuk maksud

maksud tertentu. Pada zaman pra kemerdekaan, secara yuridis formal wilayah 

atau daerah pedesaan diatur dengan Slaalblaad Tahun 1919 Nomor 13, dimana 

SlaatblaadNomor 212 Tahun 1907 terkait dengan pemilihan Kepala Desa. Dalam 

hal ini diketahui bahwa sejak jaman pra kemerdekaan, desa memiliki 

Pemerintahannya sendiri sebagai bagian yang utuh dalam Negara Kesatuan 

Republik Indonesia setelah merdeka. 
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Regulasi dalam sejarah pengaturan Desa, dimulai dengan ditetapkan bcbcrapa 

ptl1galuran len lang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor '2'2 Tahun ) 948 tentang 

Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang 

Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor ) 8 Tahun 1965 tentang 

Pokok-Pokok Pemerintahan Uaerah, Undang-Undang Nomor ) 9 Tahun ) 965 tentang 

Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah 

Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1974 tcntang Pokok-Pokok Pcmerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun ) 999 tentang 

Pemerintahan Dacrah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tal1Un 20) 4 

tentang Pemerintah Daerah scbagai pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 

Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang ini disusun dcngan scmangat 

penerapan amanat konstitusi 

Pemerintahan Desa, diakomodir dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun ) 945 yang menyatakan: "Ncgara mcngakui 

dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum ad at beserta hak-hak 

tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat 

dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang. 

Dari pemahaman Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI 1945 tersebut bahwa dcsa diartikan 

bukan saja scbagai kesatuan masyarakat hukum adat, tetapi juga sebagai hierarkhi 

pemerintahan yang terendah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia", disamping 

itu jelas bahwasanya desa yang pemerintahannya berdasarkan hak asal-usul dan adat 

istiadat tetap dihormati dan diakui dalam bingkai besar negara bangsa (nation state) 

yailu Negara Kcsatuan Republik Indonesia. 

Merujuk pada konsep negara hukum Pancasila yang bertujuan mcnciptakan 

keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Selain dibutuhkan peran serta gotong royong 

dari rakyatnya dcngan adanya konsep Partisipalory Democracy, (Jimmly Ashiddiqie, 

2015:117) maka Pemerintah sebagai organ/badan yang bertanggung jawab secara 

langsung dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasar amanat konstitusi 

menjalankan pemerintahan. Mengenai konsep keadilan sendiri sebagai sarana untuk 

mencapai suatu kesejahteraan sosial, John Rawls memberikan pemahaman mengenai 

konscp keadilan itu sendiri, keadilan diperlukan adanya kesamaan pandangan dan 

kesepakatan dari berbagai unsur masyarakat yang terlibat, demi tcrwujudnya keadilan 
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sosial (social justice) dan juga keadilan hukum (legal justice) yang dilandasi dengan 

itikad baik untuk melaksanakan prinsip keadilan hukum tersebut (Fadhillah, 2013:5). 

Peri hal melaksanakan pemerintahannya, Kepala Desa bersama dengan Badan 

Pcrmusyawaratau Dt;!sa (BPD) menetapkan peraturan dcsa (Vide: Pasal 55 ayat (3) PP 

No. 72 Tahun 2005). Akan tetapi pcr.:tluran desa tersebut hanya mcrupakan penjabaran 

lehih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang Icbih tinggi, bukan mcrupakan 

instrumen dalam rangka memperdayakan masyarakat desa untuk mencapai 

kesejahteraan dan kemakmuran. Untuk itu perlu diadakannya reformasi pemerintahan 

desa yang dimaksudkan untuk memperbaharui dan memperkuat unsur-unsur 

demokrasi dalam bentuk dan sllsunan pemerintahan desa. Sebagaimana pendapat 

sebagai berikut: "J\1asyarakat desa dan pemerinlailan desa, sehingga pemerinlah desa 

dalam segala keplllllsannya dan tindakannya selalll menglilamakan kepenlingan dan 

aspirasi masyarakal desa lanpa mellipakan kepenlingan Negara Kesalllan Rl dalam 

rangka persall/an dan kesalllan bangsa (Bhinekka Tlll1ggal lka). Disamping itu 

masyarakal desa lVajib menduklmg pemerintahalll1ya dengan men/aali kepulusan

keputusan sel'ta men/aali lindakan-lindakannya yang demokratis dan sekaliglls dapat 

pula mengkoreksi tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat". (A. W. Widjaja, 

1996:13) 

PemberIakuan Undang-Undang Desa menctapkan entitas dcsa sebagai entitas 

pclaporan. Sebuah entitas desa dalam hal ini seharusnya memiliki kewenangan lebih 

besar dalam hal belanja termasuk kewenangan dalam membcntuk badan usaha des a 

sebagai upaya pemerinlah dalam mensejahterahkan masyarakat. Pembangunan di 

daerah pedesaan berbcda dengan pembangunan di desa lainnya. Bagi daerah yang 

memiliki sumber daya alam berlimpah, maka pengcmbangan desa cenderung lebih 

baik dibandingkan daerah yang sumber dayanya terbatas. Selain itu, regulasi yang 

dibuat seliap daerah yang berbeda menjadi hal mcndasar proses pengembangan 

desanya. 

Secara konsep kewenangan, berdasarkan Pasal 200-Pasal 202 UU No 32 Tahun 

2004 }o. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa 

dalam pemcrintahan desa kabupatenlkota dibcntuk pemerintahan desa dan badan 

permusyawaratan dcsa disebutkan bahwa: 

4. Pcmerintahan Desa terdiri alas kepala dcsa dan perangkat desa; 

5. Perangkat desa terdiri dari sekretaris dcsa dan pcrangkat dcsa lainnya; 
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6. Sekrctaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dari Pegawai Negeri 

Sipil yang memenuhi persyaratan. 

Sdain kcwajiban sebagaimana dimnksud pada ayat (I) Kepala [)e~a m~llIpllllyai 

kcwajiban untuk mcmberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kcpada 

Bupati/Walikota, memberikan laporan kcterangan pCI1anggullg jawaban kcpada BPO, 

serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada 

masyarakat. Penerapan dan pelaksanaan otonomi desa diharapkan membawa semangat 

perubahan dalam mcwujudkan tujuan pembangunan yaitu mcningkatkan kesejahteraan 

masyarakat desa. Desa sebagai pemerintahan tcrkecil di Rcpublik Indonesia sangatlah 

perlu untuk mcmiliki sistem yang mapan serta pcntingnya mclukukan penataan desa 

sebugai upaya mewujudkan pemerintahan desa yang efektif dan efisien. Adapun yang 

termasuk dalam ruang lingkup penataan desa adalah pembcntukan, pcnghapusan, 

penggabungan, pendanaan, pcrubahan status dan penctapan dcsa. 

Sebagaimana diketahui dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 

Oesa )0 Peraturan Mentcri Oalam Ncgeri Nomor 113 Tahun 2014 Tcntang 

Pcngelolaan Keuangan Ocsajo Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 Tcntang Pcdoman 

Pengelolaan Kcuangan Oesajo Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 mengatur 

bahwa pendanaan terhadap jalannya pemerintahan dcsa yang bcrtujuan untuk 

meningkatkan kcsejahteraan masyarakatnya terbagi menjadi 7 (tujuh) yaitu: 

8. Pendapatan Asli Desa; 

9. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Vide: Pasal 285 

ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pcmerintahan Dacrah); 

10. Alokasi anggaran dari DPRD; 

II. Alokasi Dana Desa; 

12. Bantuan kcuangan dari APBN Provinsi/KabupatenlKota; 

13. Hibah dan sumbangan pihak ketiga; 

14. Lain-lain pendapatan yang sah. 

Oalam hal pendanaan terhadap desa, UU Desa meletakkan prinsip dasar untuk 

penyelenggaraan, pengawasan dan pemantauan pembangunan desa yang meliputi 

pengawasan oleh supra-desa (downward accountability), pengawasan oleh lembaga 

desa dan pengawasan dari masyarakat (upward accountability). Oesa mempunyai hak 

untuk memperoleh bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dan bagian dari dana 

perimbangan keuangan pusat dan dacrah yang diterima oleh KabupatenlKota yang 
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disalurkal1 melalui kas desa. Pemherian Alokasi Dana Vesa merupakan wujud dun 

pembcrdayaan masyarakat itu semJiri. (Sukesi, 2007:43) 

Pada pelaksanaannya, permasalahan yang muncul adalah kurang tepatnya 

pencapalan sasaran program. Artinya program-program yang semula dianggarkan 

untuk dibiayai seringkali digantikan oIch program lain yang It!rnyata memiliki 

kepentingan yang lebih besar untuk diprioritaskan. Hal ini diperparah dengan bcberapa 

jenis kcgiatan yang dibiayai oleh dana desa yang digunakan untuk kepentingan pribadi 

atau kelompok. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tcntang Desa mengatur 

bahwa pcnyelenggaraan urusan pcmerintah desa didanai dari APBN dan bclanja desa 

dan bantuan pemerintah desa. Aturan tcrsebut dipcrkuat dengan Surat Keputusan 

Mendagri (SK Mendagri) Nomor: 140/640SJ tanggal 22 Maret 2005 Tentang 

Pedoman Alokasi Dana Desa dari pemerintah Kabupaten kepada pemerintah Desa. 

Peingkatan ProfcsionalitasAparat Desa Dalam Mengelola Dana Dcsa 

Berbagai hal yang dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan yang bcrimplikasi 

pada tidak optimalnya alokasi dana desa, pada mulanya adalah karcna tidak transparan 

nya penggunaan dana desa tersebut. Disisi lain prinsip akuntabilitas juga tidak 

dipegang secara kokoh, padahal prinsip akuntabilitas merupakan hal yang sangat 

penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisicnsi, rcalibitas dan prediktibilitas. 

Terdapat 3 (tiga) prinsip utama yang mendasari pengelolaan kcuangan daerah sebagai 

berikut: (Mardiasono, 2002: 17) 

4. Prinsip Transparansi (Keterbukaan) 

Masyarakat memiliki hak dan akses yang sarna untuk mengetahui proses 

anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama 

pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak. 

5. Prinsip Akuntabilitas (Vide: Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 20 I 0 Tentang 

Standar Akuntasi Pemerintah (SAP) 

Proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan 

harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggung jawabkan kepada 

DPRD dan masyarakat. Masyarakat berhak untuk menuntut pertanggung 

jawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. 

6. Prinsip Value of Money 

Diterapkannya 3 (tiga) pokok dalam proses penganggaran yatitu ekonomis, 

efisiensi, dan efektif. Ekonomi bcrkaitan dengan pemilihan dan pcnggunaan 
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sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah. 

Efisiensi berarti penggunaan dana masyarakat terse but dapat menghasilkan 

output yang maksimal (berdaya guna). Efektivitas berarti bahwa penggunaan 

anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik. 

Kcberhasilan pengelolaan dana desa juga tidak tcrlepas dari pengawasan yang 

ada. Pengawasan yang ada juga tidak terlepas dari kapasitas sumbcr daya yang 

dimiliki. Keuangan Desa tidak tcrlcpas dari pengaruh dan kcbijakan pcmerintahan 

dcsa dalam bidang keuangan. Tcrdapat faktor yang mempengaruhi sukscsnya 

kcbijakan pengelolaan dana desa tersebut secara umum sebagai bcrikut: 

3. Faktor Internal, yaitu faktor yang berada pada diri Pemerintah Desa sendiri 

(termasuk sosialisasi dalam rangka pendekatan pada masyarakat dcsa), 

tcrmasuk pula ketrampilan untuk mengumpulkan pungutan desa, dan 

melaksanakan penyelcnggaraan administrasi keuangan desa; 

4. Faklor Eksternal, yaitu faktor yang berada di luar Pemerintahan Dcsa, seperti 

mcmahami inflasi, perubahan monctcr, perkembangan ekonomi scrta termasuk 

pula pcmahaman akan peraturan perundang-undangan yang ada. 

Pcngclolaan keuangan dcsa menentukan sukses at au tidaknya Pemcrintahan Desa 

dalam menjalankan pemerintahan maupun pembangunan. Keuangan desa mcrupakan 

urat nadi desa. Kcuangan desa merupakan cerminan perkembangan Pcmerintahan 

Desa, Dcsa, dan masyarakat desa. (Bayu Surianingrat, 2010: 117) 

Pclaksanaan Dana Desa diberikan Tim Pendamping agar pelaksanaan Dana 

Desa dapat berjalan dengan baik dan scsuai dengan target yang dircncanakan 

Pcmcrintah PusaL Tim Pendamping untuk setiap desa diberikan 2 (dua) orang yaitu 

Tim Pendamping pada tingkat KabupateniKota dan Tim Pendamping pada tingkat 

Kccamatan. Tugas dan fungsi Pendamping Desa dalam mensukseskan penggunaan 

dana desa harus dikawal dan didampingi dengan ketat, agar tujuan pencairannya yakni 

dalam upaya mempercepat pertumbuhan dan pembangunan dalam rangka pemerataan 

ckonomi dapat tercapai dcngan baik. 

Secara umum pelaksanaan dana Desa telah berjaJan dengan baik sebagaimana 

yang telah diatetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian 

pelaksanaan kebijakan dana desa masih terdapat ketidaksesuaian yang disebabkan oleh 

bebcrapa faktor penghambat pelaksanaan dana de sa. Salah satunya adalah pencairan 
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dana des a mengalami keterlambatan dari tanggal yang tclah ditetapkan, dikarenakan 

keterlambatan dalam membuat petunjuk teknis dan melengkapi persyaratan pencairan 

yaitu rumitnya birokrasi. Pelaksanaan dari seluruh dana desa dimulai dari 

pcngalokasian hingga cvaluasi, yang paling bermasalalt yailu pada saal penyaluran, 

yaitu pcnyaluran dana desa tidak beljalan sebagaimana mestinya karena keterlambatan 

dcsa dalam melakukan permohonan pencairan dana desa dan juga diakibatkan 

terlambatnya pcmbuatan petunjuk tcknisnya. 

Mengacu pendapat Indonesia Corruption Watch ( selanjutnya disebut ICW) 

tcrdapat cmpat faktor penyebab terjadinya korupsi dana dcsa yang dilakukan oleh 

aparat desa (hltps:llantikorupsi.orglid/ncws/ccgah-korupsi-dana-desa). Faktor paling 

mcndasar adalah kurang dilibatkannya masyarakat dalam proses percncanaan dan 

pengawasan dana desa. Akses masyarakat untuk mendapatkan informasi pcngelolaan 

dana dcsa dan terlibat aktif dalam pcrcncanaan dan pengclolaan pada praktiknya 

banyak dibatasi. Jika kita telaah pada pasal 68 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

( Sclanjutnya disebut UU Desa) telah mengatur hak dan kcwajiban masyarakat desa 

untuk mendapatkan akscs dan dilibatkan dalam pembangunan dcsa. Pelibatan 

masyarakat ini mcnjadi [aktor paling dasar karcna masyarakat desa lah yang 

mcngelahui kcbutuhan desa dan secara langsung menyaksikan bagaimana 

pembangunan di desa. 

Faktor kedua adalah tcrbatasnya kompetcnsi kcpala desa dan perangkat desa. 

Keterbatasan ini khususnya mengenai tcknis pcngclolaan dana desa, pengadaan barang 

dan jasa, dan penyusunan pertanggungjawaban kcuangan desa. 

Faktor kctiga adalah tidak optimalnya Icmbaga-Iembaga desa yang baik secara 

langsung maupun tidak memainkan peran penting dalam pemberdayaan masyarakat 

dan demokrasi tingkat desa, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lainnya. 

Faktor keempat yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah penyakit 

cost politik tinggi akibat kompetitifnya arena pcmilihan kcpala desa. Meningkatnya 

anggaran desa disertai dengan meningkatnya minat ban yak pihak untuk maju dalam 

pemilihan kepala desa tanpa agenda dan komitmen mcmbangun desa. 

Berdasarkan 4 faktor masalah yang disitir dari pendapat ICW, maka dalam 

rangka kiat meningkatnya korupsi dana desa harus dijawab dengan mencari solusi dari 

empat faktor korupsi desa diatas. Jika tidak, korupsi desa akan terus mengalami 

peningkatan yang akan mengintervensi agenda pcmbangunan dari desa dan 

88 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PENELITIAN RANCANGAN MODEL PEMBERDAYAAN... ABD.SHOMAD 



menghambat kesejahteraan masyarakat desa. Anggaran dana dcsa yang meningkat 

setiap tahunnya dikhawatirkan tidak banyak mengubah problem desa apabila korupsi 

desa tidak ditindak serius. Padahal, kebijakan penyaluran anggaran ke desa merupakan 

kebijakan progresif yang dapat membuat desa menjadi entititas yang mandiri 

(https:llwv.rw.kemenkeu.go.id/medial6749Ibuku-pintar-dana-desa.pdf). Jangan sampai 

kebijakan ini menjadi terhambat hanya karena tataran implementasi yang buruk. 

Agar korupsi desa tidak bcrlanjut dan cita-cita yang melatarbelakangi semangat 

desentralisasi kewenangan dan anggaran ke desa dapat dicapai, salah satu bentuk 

peningkatan pengawasan sccara preventif adalah peningkatan kcsadaran dari 

masyarakat, mulai dari tataran pemetaan kebutuhan desa, percncanaan, pengelolaan, 

hingga pertanggungjawaban, peran masyarakat sangat penting dalam ruang c1ektoral 

dcsa dalam rangka melakukan pengawasan agar program yang direncanakan benar

benar terimplementasi. (Hasyim Adnan, 2016: 17) Sclain pcrlunya peningkatan 

pengawasan melalui masyrakat. pokok permasalahan dari 4 faktor masalah terse but 

sebenamya adalah pad a aparat pemerintah dalam hal ini adalah aparat desa. 

Diperlukan peningkatan profesionalitas aparat desa dalam mengclola dana dcsa untuk 

mencegah terjadinya korupsi dana desa, baik dari segi kapabilitas dalam mengelola 

dana desa agar sesuai dengan peruntukannya, ataupun dari segi karaktcr dari aparat 

desa tersebut, agar memiliki karakter sebagai pelayan public agar sesuai dengan 

prinsip good governance. 

Pelaksanaan alokasi dana desa tidak lepas dari peran aparatur desa sebagai 

pengelola dana desa. Setiap aparatur desa berkewajiban untuk ikut scrta dalam 

pelaksanaan alokasi dana desa dan pelaporan penggunaan dana desa. Aparatur desa 

telah diberikan wewenang oleh pemerintah untllk mengatllr dan melaksanakan 

program-program desa berbasis pemberdayaan mcngacll pada Rencana Pembangunan 

Jangka Mencngah Desa (RPJM Des) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD). 

Karena hal itu, kemampllan aparatur desa dalam pengelolaan dana sangat menentukan 

keberhasilan penggunaan alokasi dana desa sesuai dcngan tujuan pemberdayaan 

masyarakat yang di prioritaskan pemerintah melalui alokasi dana dcsa. 

Berdasarkan Undang-undang tersebut, apatur dcsa wajib menjalankan asas 

profesionalitas sebagai upaya pelaksanaan pcmerintahan yang baik. Profesionalitas 

juga diperlukan agar pemanfataan alokasi dana desa dapat bcrjalan maksimal dengan 

aparatur desa yang mcmiliki kapasitas dalam pengelolaan dana desa tersebut baik 
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dalam pembuatan program maupun administrasi desa yang bcrkaitan dcngan alokasi 

dana desa. Sehingga merupakan hal yang tepat, jika dalam rangka mencegah korupsi 

salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui peningkatan profesionalitas aparatur 

desa. 

Pcntingnya peningkatan kompetensi aparat desa datam mengelola dana desa ini 

juga tidak lepas dari fakta bahwa semakin meningkatnya dana yang akan diberikan 

oleh pemerintah bagi desa, bahkan dana yang akan didapat setiap desa pada 2019 akan 

menjadi kurang lebih Rp 1,4 mitiar setiap desa. Alokasi tersebut lebih tinggi 

dibandingkan dengan dana desa pada tahun 2018 dengan rata-rata Rp 800 juta per 

satu desa. Dengan kehadiran dana desa yang semakin besar, maka harus ditunjang 

dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang semakin baik. Mengacu 

pendapat Direktur Jenderal Perimbangan Kementcrian Keuangan, Boediarso Teguh 

Widodo, peningkatan dana desa jika tidak disokong dengan peningkatan capacity 

building aparat desa dalam mengelola keuangan desa, maka peningkatan dana desa 

dalam jumlah besar justru dapat menjadi celah penyalahgunaan, karena pemborosan, 

incfisiensi , salah sasaran yang dapat menyebabkan kerugian negara. 

Bcsarnya dana yang digelontorkan olch pcmcrintah pusat sebagai imptikasi dari 

lahirnya UU tentang Desa ini dinilai rawan korupsi dan dapat menycret para kcpala 

desa berikutnya ke penjara. Dengan variatifnya karakteristik desa, kompetensi aparat 

dcsa dan regulasi yang relatif baru diduga terdapat cukup banyak potensi 

penyelewengan dalam tiap tahapan pengelolaan dana desa, mulai dari proses 

perencanaan hingga tahap monitoring dan evaluasi. Berdasarkan hasil temuan LSM 

Jaringan Paralegal Indonesia (JPI), sebagian kasus korupsi di tingkat desa bukan 

karena niat kejahatan kades. Melainkan karena ketidak pahaman para kades dalam 

mcmanfaatkan anggaran. (Novindra Dwi Setianal dan Nur Laila Yulian, 2017:2) 

Contoh dari pelanggaran karena ketidakpahaman aparat desa tersebut misalnya kasus 

desa di Jawa Tengah. Desa itu mendapatkan anggaran perbaikan jalan 100 metcr untuk 

desa A, tetapi karena jalan itu masih baik, aparatur desa tersebut akhirnya 

memperbaiki jalan B yang rusak parah. Perbaikannya pun tetap sesuai anggaran yaitu 

100 meter. Tetapi itu merupakan suatu contoh pelanggaran karena tidak sesuai dengan 

perencanaan. 

Hal-hal scperti inilah yang menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran bagi 

aparatur desa dalam menggunakan dana desa tersebut, sehingga mereka cenderung 
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ragu-ragu, bahkan menghindari menggunakan dana desa tersehllt. Hal ini tcrjadi pada 

aparatur desa di Kabupaten Pesawaran Lampung pada tahun 2016 . Minimnya 

sosialisasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) 

Kabupaten Pesawaran menyebabkan pelaporan surat pertanggungjawaban (SPj) 

penggunaan dana desa tahap pertama sc1uruh desa di Kabupaten Pesawaran hingga 

akhir 2016 belum juga terealisasikan. Aparatur desa takut terjerat masalah hukum 

lantaran ketidakpahaman datam pembuatan SPj penggunaan dana desa. Mereka masih 

bingung untuk menggunakan besamya anggaran dana des a itu karena arahan dalam 

penggunaannya yang kurang. Pembuatan SPj juga masih belum yakin sepenuhnya, dan 

mereka berpatokan pada pembuatan SPj penggunaan alokasi dana desa. Oleh karena 

itu SPj belum tersampaikan ke BPMPD hingga 2016 akhir. 

Dalam penyelenggaraan pembangunan di desa masih terjadi adanya warga yang 

tidak memperoleh informasi secara transparan bagaimana program pembangunan 

disusun dan dikelola serta dilaksanakan. Masyarakat selama ini hanya bisa melihat 

bahwa disekitar mereka ada pelaksanaan proyek pembangunan fasilitas maupun 

prasarana umum bagai masyarakat seperti perbaikan jembatan, jalan, saluran air tetapi 

tidak mengetahui berapa biayanya dan darimana sumber pendanaan tersebut. Dcsa tidak 

mempunyai pemahaman yang memadai tentang partisipasi. Bagi kepala desa, partisipasi 

adalah bentuk dukungan masyarakat tcrhadap kebijakan pembangunan pemcrintah desa. 

Pcmerintah Desa memobilisasi gotong royong dan swadaya masyarakat (yang keduanya 

dimasukkan sebagai sumber penerimaan APBDes) untuk mendukung pcmbangunan dcsa. 

(Kadar Pamuji et aI, 2017:640) 

Masalah terkait dana kampung seperti yang terjadi di Kabupaten Pesawaran, 

juga terjadi di Kampung Adi Jaya. Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar 

Lampung Tengah merupakan salah satu kampung yang menerima alokasi dana 

kampung dari pemerintah daerah. Setiap aparatur di Kampung Adi Jaya dituntut untuk 

mampu mengelola alokasi dana kampung sesuai dengan pembangunan kampung 

bcrbasis pemberdayaan. Tetapi, terdapat masalah pokok pada pelaksanaannya alokasi 

dana kampung di Kampung Adi Jaya yaitu kurangnya sumber daya manusia handal 

yang tersedia dan hal ini memungkinkan kurangnya profesionaljtas aparatur Kampung 

Adi Jaya dalam pelaksanaan alokasi dana kampung. (Arie Rekza Cahya, 2016:7) 

Bapak Ngatino HS selaku Kepala Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi 

Besar menyampaikan bahwa di desa tersebut hanya terdapat dua orang aparatur 

91 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PENELITIAN RANCANGAN MODEL PEMBERDAYAAN... ABD.SHOMAD 



kampung yang berlatar belakang sarjana, yaitu sckretaris kampung dan kepala urusan 

pcmbangunan kampung, sd~bi)Ulya adalah lulus sekolah menengah atas. Padahal, 

untuk menentukan kebijakan, memerlukan anal isis yang tepat terhadap masalah

masalah kampung sehingga dapat dibuat program atau kegiatan kampung yang sesuai 

dengan masalah terscbut. Pada masa kini, tidak dapat dipungkiri bahwa sebagiun bt:sur 

masyarakat kampung terutama generasi tua masih banyak kurang sadar akan 

pentingnya pendidikan dan berdampak pada banyaknya pula masyarakat kampung 

yang berpendidikan rendah. Hal ini mengakibatkan rendahnya kemampuan berpikir 

analitik dan kemampuan bertindak pada masyarakat kampung. Karena masyarakat 

kampung yang sebagian besar berpendidikan rcndah tentu berpengaruh terhadap 

kemampuan aparatur kampung yang rendah sebab apatur kampung dibuat dan 

dijalankan menggunakan sumber daya manusia yang tcrsedia di kampung tersebut. 

Hal yang sarna juga terjadi hingga tahun 2018, di 6.067 desa di Aceh. Dari 6.497 

desa di Aceh yang terdaftar mendapat bantuan dari pemerintah, hanya 430 yang mencrirna 

dana desa tahap I, karena teJah membuat LP J, sernentara sisanya belum rncncyrahkan LP J 

tersebut, karena ketidakcakapan dalam membuat LP J terse but. Mengacu pendapat Amhar 

Abubakar, Apa yang terjadi di desa terkait pengelolaan dana desa sarna dengan yang 

terjadi pada tahun 2017 dan tahun 2016. Persoalan yang tcrjadi, tcrutama 

hambatannya, sarna saja setiap tahun, yaitu ketidakcakapan dari aparatur desa. 

Artinya, tidak ada kemajuan dalam pcngelolaan atau pemanfaatan dana desa, mulai di 

tingkat perencanaan di desa, pembinaan di tingkat kecamatan dan kabupatenlkota serta 

provinsi. (http://aceh.tribunnews.coml20 18/0411 O/mengapa-setiap-tahun-dana-desa

bermasalah) 

Sehingga dalam rangka melakukan pencegahan terhadap korupsi diperlukan 

adanya upaya pcningkatan profesionalitas dalam hal kecakapan melakukan 

pcngelolaan anggaran agar tidak terjadi korupsi yang disebabkan karcna kelalaian 

dalam mengelo)a anggaran desa. Karcna sejatinya dengan memberikan pelatihan 

dalam hal kecakapan dalam mengelola anggaran, akan berkorelasi dengan peningkatan 

terhadap pencegahan terjadinya korupsi, karena da)am memberikan pelatihan dalam 

mengelola anggaran, juga akan termasuk dalam membuat laporan pertanggungjawaban 

anggaran terse but, yang nantinya wajib dipublikasikan kepada masyrakat, sehingga 

warga akan mengetahui pemanfaaatan dana desa yang telah digunakan, sehingga 
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menjadi suatu bent uk akuntabilitas bagi masyrakat, sehingga masyrakat bisa secara 

tidak langsung melakukan pengawasan terhadap dana yang digunakan terse but. 

Dilansir dari website Kementerian keuangan, sctidaknya ada tiga eara dalam 

meningkatkan profesionalitas aparatu pemerintah. Pertama, kcpala des a harus 

membuat struktur organisasi desa/perangkat dcsa dcngan memilih orang-orang yang 

berkompeten sehingga dapat mengelola Dana Ocsa dcngan baik. Pemilihan orang

orang ini bertujuan agar pengelolaan nantinya bcrsifat tcrorganisir dan terstruktur 

sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya dalam pcme1ihan sekretaris desa 

oleh kcpala desa. Dalam pasal 26 ayat (2) huruf b UU Dcsa discbutkan bahwa kepala 

dcsa berhak memilih perangkat desa. Oalam pasal 48 huruf a UU Oesa, disebutkan 

bahwa salah satu perangkat desa adalah secretariat dcsa. Dalam pasal 50 ayat (1) 

discbutkan bahwa syarat minimal secretariat desa adalah 

e. bcrpendidikan paling rendah sekolah mcncngah umum at au yang sederajat; 

f. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dellgan 42 (cmpat puluh dua) tahun; 

g. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling 

kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan 

h. syarat lain yang ditelltukall dalam Peratllran Daerah KabupateniKota. 

Permasalahan yang timbul adalah sebclum dikeluarkall regulasi ini, masih 

banyak Sekretaris Oesa yang tidak memenuhi standar ini. Oi Kabupaten Banyumas 

terdapat 301 desa yang didalamnya terdapat posisi Sckretaris Oesa biasa yang tidak 

berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan hasil penclitian dapat diketahui 

bahwa dalam usulan pertama tahun 2006, Pemcrintah Kabupaten Banyumas 

mengusulkan 27 orang Sekretaris Oesa sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sedangkan 

mcngenai pengang-katannya diserahkan scluruhnya pada kewenangan pusat (Sri 

Hartini dan Abdul Aziz Nassihudin, 2008:14). Selain itu karena merupakan hak dari 

kepala desa, terkadang terbentuk pola pikir ebut sesllai dengan filsafat "Quit Pro Quo" 

yang berarti "Sesuatu untuk sesuatu", atau dalam pepatah Indonesia berarti "Ada ubi 

ada talas, ada budi ada balas. Poia keadilan tersebut bcrawal pada pemikiran setiap 

Sekretaris Oesa dalam hal menetapkan diri untuk mcmberikan "budinya" karena 

mereka meyakini sebelumnya bahwa mereka akan mencrima "balas" yang setimpal 

dengan budi yang diberikan berupa status Pe-gawai Ncgeri Sipil, khususnya kepada 

Sekretaris Oesa melalui prosedur pengangkatannya. Hal inilah yang merupakan 
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budaya politik yang tidak baik. Memilih seseorang semata-mata karena koneksi, bukan 

karena kemampuan orang tersebut. 

Kedua, perangkat desa harus belajar menyiapkan laporan penggunaan Dana 

Desa yang transparan serta akuntabel, sehingga masyarakat tidak akan bersifat skeptis 

terhadap realisasi penggunaan Dana Dcsa. Jika perIu, realisasi penggunaan Dana Oesa 

tersebut dapat dipublikasikan di wilayah-wilayah strategis scperti papan pcngumuman 

kantor-kantor di pedesaan. Ketiga, dalam hal penggunaanlpenyaluran dana tersebut 

harus ada pengawasan masyarakat lewat Badan Permusyarawatan Desa (BPD). Oalam 

Pcraturan Pemcrintah No. 43 Tahun 2014 Pasal 51 disebutkan bahwa laporan 

keterangan penyclenggaraan pcmerintah desa dapat digunakan oleh BPD dalam 

menjalankan fungsi pengawasan kinerja kepala desa. Dengan adanya fungsi tersebut 

diharapkan masyarakat dapat menjadi mekanisme kontrollewat BPD. dan BPO sendiri 

diharapkan dapat mcnjalankan perannya semaksimal mungkin terkait penggunaan 

anggaran. 

Selain benluk pcningkatan profesionalitas dalam segi kapabilitasl Iwrdskill 

dalam mcngelola kcuangan desa, hal yang tidak kalah penting adalah peningkatan 

profesionalitas dalam segi soflskill. Banyak orang yang melihat naiknya dana dcsa 

sebagai kesempatan sebagai ajang mendapatkan keuntungan, sehingga banyak pula 

yang mendaftar sebagai kepala desa, dan membuat cost politik dalam pemilihan kepala 

desa semakin tinggi, sehingga kepala desa yang terpilih hanya memikirkan bagaimana 

cara untuk mengembalikan uang yang digunakan dari pemilihan kepala dcsa tersebut 

dan cara untuk mendapatkan keuntungan. Sehingga aparat desa memungut biaya 

tertentu dalam pcmberian pelayanan publik. Mengurus pclayanan publik di desa 

ibaratnya memasuki hUlan belantara yang penuh dengan ketidakpastian. Waktu dan 

biaya pelayanan tidak pernah jelas bagi para pengguna pelayanan. Hal ini terjadi 

karena prosedur pelayanan tidak pernah mengatur kewajiban dari penyelenggara 

pelayanan dan hak dari warga sebagai pengguna. Ketidakpastian yang sangat tinggi ini 

mendorong warga untuk membayar pungJi kepada petugas agar kepastian pelayanan 

bisa segera diperoleh. Ketidakpastian bisa juga mendorong warga memilih 

menggunakan biro jasa untuk menyelesaikan pelayanannya daripada 

menyelesaikannya sendiri. 
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Kcsimpulan 

Berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum diberlakukannya 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Kepala Desa 

mempunym kewcnangan mengelola kCllangan desa dcngan meminta 

persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa, sehingga BPD mempunyai hak 

lIntuk menerima dan menolak rencana pcngelolaan keuangan desa. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 

kewenangan Kepala Desa dalam pengclolaan dana desa menjadi lebih luas 

karena hanya sebatas meminta pertimbangan Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD). BPD tidak mempllnyai hak untuk menolak rencana pengelolaan dana 

desa yang diajukan olch Kepala Desa. Mekanisme pcngclolaan keuangan desa 

yang dimulai dengan percncanaan untuk merencanakan pcnggunaan keuangan 

desa, kemudian rencana anggaran tersebut dilaksanakan, pentatallsahaan, 

pelaporan dan pertanggung jawaban kcpada Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) dan Bupati. Mekanisme dan proscdur pcngelolaan kcuangan desa oleh 

Kepala Desa masih mcmberikan pcluang tcrjadi pcnyimpangan anggaran. 

Kepala Desa bcrtanggung jawab kcpada BPD scbagai bent uk pcrtanggung 

jawaban politik kcpada Icmbaga pcngawal pemcrintahan desa, dan 

bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota sebagai bentuk pertanggung 

jawaban administratif. 

2 Sctiap desa memiliki kebutuhan yang berbeda-bcda, oleh karcna itu bcsarnya 

keuangan desa sangat bcrpcngaruh bagi penclenggaraan Pcmcrintah Dcsa 

dalam melaksanakan program-program kegiatan yang telah direncanakan. 

Disamping itu tidak kalah pentingnya, dalam menjalankan pn;>gram-program di 

Desa yang berkaitan dengan pengelolaan alokasi dana desa, juga membutuhkan 

perangkat desa yang benar-benar profesional di bidangnya. Selama ini Sumber 

Daya Manusia menjadi sorotan utama dalam efektifnya program pengelolaan 

keuangan desa. Ada bcberapa saran tcrkait implikasi UU Desa tcrhadap 

kewenangan desa. Pertama, bahwa Pemerintah Pusat memberikan dana desa, 

merupakan kewajiban negara dalam memberikan kesejahteraan pad a 

pemerintah dan masyarakat desa, sebagai bagian dari penerapan asas 

subsidaritas. Dengan demikian sudah mcnjadi hak pemerintah dan masyarakat 
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desa untuk mendapatkan dana desa, karena menjadi bagian yang tidak 

terpisahkan dari NKRI. Inilah pengejahwantahan dari asas subsidaritas. Kedua, 

jika Pemerintah Pusat ingin konsisten dengan pengakuan desa sebagai struktur 

pcmcrintahan terkecil pada negara. maka Pemerintah Pusat tidak perlu untuk 

membuat pcmturan-peraturan yang terlalu kaku (rigid) tentang kewenangan 

lokal berskala dcsa. Seharusnya Pemerintah Pusat memberikan batas waktu 

agar masing-masing desa mengidentifikasi kewenangannya, lalu pemerintah 

Kabupaten (melalui peraturan daerah) memberikan pengakuan pada 

kewenangan-kcwenangan yang sudah ada. 
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Government in Promoting Good PPOO-OO Humanities 

1 Governance e-ISSN: 2279-0837, And Social 
p-ISSN: 2279-0845. Science 
WlI'W. iosrjournals. org (IOSR-

JHSS) 
Model Of Implementation Of Family Volume 19, b;slIe 9, JOSR 
Planning Program Ver. V (Sep. 2014), Journal Of 
In The Era Of Democracy Through PPOO-OO Humanities 

2 The Improvement Of Participation e-ISSN: 2279-0837, And Social 
Of People In East lava p-lSSN: 2279-0845. Science 

www.iosrjournals.org (JOSR-
JHSS) 

F. Pcngalaman Pcnyampaian Makalab Sceara Oral Pada Pcrtcmuan I 
Seminar Ilmiab Dalam 5 Tnhun Terakhir 

109 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PENELITIAN RANCANGAN MODEL PEMBERDAYAAN... ABD.SHOMAD 



Nama 

No. 
Pertemuan 

Judul Artikel I1miah Waktu dan Tempat 
I1miah I 
Seminar 

1 
Penyuluhan Perlindungan Hukum 2012, Ceweng, Diwek, 

IIukum Tenaga Kerja di Indonesia Jombang 
Titik Singgung Hukum 

2 Seminar 
Administrasi dan Hukum 
Perdata dalam Sengketa 
Tanah 20 12,FH Unair Surabaya 
Penegakan Hukum Pajak 

3 Seminar dalam Konteks Hukum 
Administrasi 2011,FH Unair Surabaya 
Komparasi ten tang Kasus 

Seminar Hukum dalam Wewenang 
Pemerintahan 2008 FH Unair Surabaya 
Pemberantasan Tindak 

4 Pelatihan 
Pidana Korupsi dalam 
Aspek Hukum 2009,Kanwil 
Administrasi. Dep.Hum.Ham.,Suraba-'ya 
Pengaturan Kepegawaian 
Bagi Dosen PTS dalam 

5 Pelatihan Konteks HAM ditinjau 
dari sudut Hukum 
Administrasi 2009,ITA TS Surabaya 

Pelatihan 
Faute de Service 

PeraTUN 
(Kesalahanl abatan) dan 

Hakim 
Faute de Personale 

Pemula 
(Kesalahan Pribadi) dalam 
Pemerintahan 2008 Surabaya 
Onrechtmatig 

Seminar 
Overheiddaad (OOD) dan 
Tanggung Gugat Pejabat 
Pemerintah 2008 Surabaya 

G P . enga aman P r enu Isan B k DIS T h T kh· u u aam a un era Ir 

No. Judul Buku Tahun 
Jumlah 

Pcnerbit 
Halaman 

Hukum Administrasi dan 
I Good Governance 2010 200 Trisakti, Jakarta 

Argumentasi Hukum (Edisi Gajah Mada University 
2 V) 2011 180 Press, Y ogyakarta 

Hukum Adminstrasi dan Gajah Mada University 
3 Tindak Pidana Korupsi 2011 180 Press, Y ogyakarta 

H. Pengalaman Perolehan HKI Dalam 5 -10 Tahun Tcrakhir 
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No. Judul/Tema HKI Tahun lenis 
Nomor 
P/ID 

1 HKTI 2012 HAPTUN 
BACTHIV 

2012 

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan l'ubliklRekayasa Sosial Lainnya 
Dalam 5 Tahuo Terakhir 

No. ludullTemaijenis rekayasa Sosial Tahun Tempat Respons 
Lainnya yang Telah Diterapkan Penerapan Masyarakat 

I Kebijakan Tentang Izin Reklame 20)2 Surabaya Baik 

2 Kebijakan Tentang Minhol (Minuman 2012 Surabaya Baik 
beralkohol) 

3 
Konsultasi Publik Dalam Mcrumuskan 2012 Ambon Baik 
Perda 

K. Pcnghargann yang Pernah Diraih dalam 10' Tahuo Tcrakhir ( dari 
pcmcriotnh, asosinsi, ~ltau institusi lainnya ) 

No. Jcnis Pcnghargaan Institusi Pemberi Tahun 
Penghargaan 

1 Piagam Penghargaan Pendidikan UNHAS 2012 

2 Piagam Penghargaan Pendidikan 
Univ. Muslim Ind. 2011 
(Makasar) 

3 Piagam Penghargaan 
DPRD Propinsi 2012 
Maluku 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar 
dan dapat dipertanggungjawabkan secara hokum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidak sesuaian dengan kcnyataan, saya sanggup menerima risikonya. 

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah 
satu persyaratan dalam pengajuan hibah penelitian Unggulan PT 

Surabaya 10 Mei 2017 

Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati. S.H.,MS 
NIP: 195003061980032002 

CURRICULUM VITAE 
Anggota 
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A. Tdentitas Diri 

1 Nama Lengkap (dangan gelar) Bambang Suheryadi,S.H.MHum 

2 Jabatan Fungsional Lektor 

3 Jabatan Struktual 

4 NIPINIKlIdentitas Iainnya 19680928199702 1 001 

5 NIDN 0028096801 

6 Tempat dan Tanggal Lahir Nganjuk, 28 September 1968 
Sukolilo Park Regency A-29 

7 Alamat Rumah Surabaya 

8 Nomor TeleponlFakslHP 0811310938 
JI. Dharmawangsa dalam Selatan 

9 Alamat kantor Surabaya 

10 Nomor TeIcponlFaks 031-5033151- 5023252 

II Alamat e-mail bamsuhcryadi@fh.unair.ac.id 

B. Riwayat Pendidikan 

8-1 8-2 8-3 

Nama Perguruan Tinggi UB UNDIP UNAIR 

Bidang Ilmu Hukum Pidana Hukum Pidana Hukum 

Tahun Masuk-Lulus 
2010-

1987 - 1991 1999 - 2002 sekarang 
Peran Icmbaga 

Praperadilan 
Sebagai sarana Kedudukan 

Judul 
Pengawasan Sanksi Pidana & 

Skripsiffhesis/Disertasi 
Horizontal Sanksi Tindak Pidana 
Terhadap Penyidik Administrasi Dalam Proses 
& Penuntut Umum Dalam Sistem Pengadaan 
Dalam Proses Pemidanaan di Barang & Jasa 
Acara Pidana Indonesia Pemerintah 

Nama Koeno Adi, SH, Prof. Dr. Barda Prof.Dr.Didik 
PembimbingIPromotor MS Nawawi, SH EndroP, SH.,M 
CP , enea aman P rr DIS T b T kh' ene I Ian aam a un era Ir 

Pendanaan 
No, Tabun Judul Penelitian 

Sumber* Jml (Juta Rp) 
Tindak Pidana Pengadaan Barang& 35 juta 

1 2013 Jasa BOPTN 
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Kebijakan Pengembangnn Pcradilan 

Militer 
RKATFak 20 juta 

2 20)2 Hukum 
Integritas & Kapasit(1s Peradilcm di UNODC 

3 2010 Indonesia PBB/Mazars 85 Juta 

Konsep Restorative Justice Dalam RKAT Fak 20 juta 
3 2009 Penyelesaian Delik Politik Hukum 

DP . cnKa aman P r cnu Isan A fk I II . h D I J r I e mm aam urna I D I - T h T kl· a am ~ a un era nr 

No. Judul Artikel Ilmiah VolumelNomor/Tahun Nama Jumal 

1 

E.Pcngalaman Pcnyampaian Makalah Sccara Oral Pada Perternuan I Seminar 
IImiah Dalam 5 Tahun Terakhir 

No. 
Nama Pertemuan Ilmiah I 

Judul Artikel I1miah 
Waktu dan 

Seminar Tempat 

Seminar & Konggres 
Sistcm Pertanggungjawaban 

Maret 2013 
Pidana Dalam Tindak Pidana Di 

I MAHUPIKI Maret 2013 di 
Bidang Pcngadaan Barang' Dan 

UNHAS 
UNHAS MAKASAR MAKASAR 

Jasa Pemcrintah 
Hukum Acara Pidana Online, Bebcrapa Catatan Hukum Acara Fak Huukum 

2 
Kerjasama Fakultas Hukum 

Pidana Indonesia 
UNAIRSurabaya 

Unair dan BPHN Kementrian 19 November 
Hukum Dan HAM RI, 2012. 

Rumah Makan 

3 Seminar Universitas Kartini 
Penerapan UU No.3 Tahun 1997 Tamansari 
terhadap Anak Konflik Hukum, Surabaya 10 

maret 20)2 
: "Terrorism Redefining, 

Defining State Terorism Fakultas Hukum 
Preventing and Combating" 

Universitas 
4 Malang 23-24 Juni 2011. 

Brawijaya, 23 -
University of Brawijaya & 
University ofWollongong 

24 Juni 2011 

Up Grading Pengawas 
Grand Trawas 

5 
ketenagakerjaan, Dinas Sosial 

22-24 April 
& tenaga Kerja, Pemkab. Aspek Pidana Dalam Hukum 
Sidoar:io. Ketenagakerjaan 

2010 

Penegakan Hukum Tindak Pidana Pendopo 

6 
Sosialisasi Pemda Kabupaten 

Perdagangan Orang 
Kabupaten 

Bondowoso Bondowoso 
2010 
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F. P enga aman P r enu Isan u u a am~ a un era IIr B k D I - T h T kl' 

No. ludul Buku Tahun 
lumlah 

Penerbit 
Halaman 

G.Pcnghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 Tahun Terakhir ( dari pemerintah, 
as osiasi, atau institusi lainnY~1 ) 

No. Jcnis Penghargaan 
Institusi Pemberi 

Tahun 
Penghargaan 

Scmua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
dipcrtanggungjawabkan sccara hukum. Apabila di kcmudian hari tcrnyata dijumpai 
ketidak sesuaian dengan kcnyataan, saya sanggup menerima risikonya. 

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk mcmcnuhi salah satu 
pcrsyaratan dalam pengajuan hibah penclitian Unggulan PT . 
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Bambang Suheryadi.S.lI.M.Hum 
NIP: 19730406200312 1 002 
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Lampiran 5. Surat pcrnyataan kctua pcncliti (Lampiran 1-1). 

Lampiran 5. Sural pcrn)'alaan kClUa pcncliti (Lampiran H). 

UNIVERSITASAIRLANGGA 
LEMBAGA PENELITIAN DAN INOV ASI 

Kilmpus C Mulyorejo Su ..... bilya 60 115 T~lp. (031) 5923584. 5995246-48. Fax. (031) 5923584.5962066 
Wo:bsih:: Ipi.unair.ac.id dan Email: adm@lpi.unair.ac.id 

SURAT PEFfNYATAAN KETUA PENELITI 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama : PH.r. Dr ... \hdSht'l1lad .. S.1 1..;·...\.11 
NIDN : O():!OO:;() 7114 

Fakultas : Hukulll 
Pangkall Golong:1Il : Pembina ((Jo!. IV/h) 
Jahalan Fungsional : Guru Bl:s:.r 

Oengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya dengan judul: 
RANCANGAN tvtODI::L PEMBERDA Yr\AN APARATUR DESA MELALUI 
PENINfiKATAN PROFESIONALITAS DAI.AM PENGEl.OJ.AAN DANA 
DES/\ 

Yang diusulkan dalam skema Penelilian (sebutkan skim) untuk tahun anggaran 2018 
bersifat orisinal dan belum pernah dibiayai oleh lembaga dan! atau sumber dana lain. 
Bilamana di kemudian hari dilemukan kelidaksesuaian dengan pernyalaan ini, maka saya 
bersedia dituntu! dan diproses sesliai dengan kelentuan yang berlaku dan mengembalikan 
seluruh biaya penelilian yang sudah diterima ke kas negara. 

Oemikian pemyalaan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar - benamya. 

M.Si. Ph.D 

Surabaya, 30 Mei 2017 

Yang Menyatakan, 

~rl~'i,~~J ((.11 J) .,.7, -............... . 
'.~.t.b;~EF ~3 :' / _,,_,oJ 

0000 / 
t~~,..,lUPtA" 

(Prof. Hr. AhdShomlld .. S.H .• :\1.I1) 
NIP.l%705201')9:!O.'tOIl2 

ttS 
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UNIVERSITASAIRLANGGA 
LEMBAGA PENELITIAN DAN INOV ASI 

Kampus C Mulyor~jo Surabaya 601 15 Telp. (OJ I) 5923584, 5995246·48, Fax. (031) 5923584,5962066 
Websile: Ipi.unair.ac.id dan Email: adm@lpLunair.ac.id 

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA PENEllTI 

Yang bertanda langan dj bawah jnj: 
Nama : Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S 

NIDN : 0006035004 

Fakultas : Hukum 

PangkatfGolongan : Pembina Utama fIVd 

Jahatan Fungsional : Guru R~sar 

Dengan ini menyatakan kesediaan unluk ikut serta sebagai anggota penelitil anggola 
pelaksana dan meluangkan waklu 40 jaml bulan dalam kegialan penelilian yang berjudul: 
RANCANGAN MODEL PEMBERDAYAAN APARATUR DESA MELALUI 
PENINGKA TAN PROFESIONALITAS DALAM PENGELOLAAN DANA 
DESA 

Apabila saya temyata di kemudian han lidak memenuhi kesediaan yang lelah disebutkan di 
alas, maka saya bersedia dibemenlikan keikutsertaannya dari kegialan tersebul. 
Demikian pemyataan ini dibual dengan sesungguhnya dan sebenar - benamya. 

Mengelahui, 
Ketua Leinbaga Penelitian dan Inovasi 

' ....... 

Surabaya, 29 Mei 2017 
Y~~Jl Menyatakan, 

rmrr:e.11 AI liit 
·l'~l?E.b:. :- /), 
'SElWAEF284"33 <f97 , 
\'<:~ i 
6/)00 ! -;t, 
UlAillsu',JPI'. L 
~'.- . 

(Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati,.S.H., M.!S} 
NIP: 195003061980032002 
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UNIVERSITASAIRLANGGA 
LEMBAGA PENELITIAN DAN INOV ASI 

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60 I 15 Telp. (031) 5923584, 5995246·48, Fax. (031) 5923584. 5962066 
Websile: IpLunair.ac.id dan Email: adm@lpLunair.i1c.id 

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA PENELITI 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama 

NIDN 

Fakultas 

: Bambang SlIheryadi.S.H.MHlIm 

: 0006035004 

: Hukum 

Pangkat/Golongan : Penata (Gol. III/c) 
jabatan Fungsional : Lektor 

Dengan ini menyatakan kesediaan untuk ikut serta sebagai anggota penelitil anggota 
pe1uksana dan meluangkan waklu 40 jam! bulan dalam kegiatan penelitian yang be~udul: 
RANCANGAN MODEL PEMBERDA YAAN APARATUR DESA MELALUJ 
PENINGKATAN PROFESIONALITAS DALAM PENGELOLAAN DANA 
DESA 

Apabila saya temyata di kemudian hari tidak memenuhi kesediaan yang telah disebutkan di 
alas, maka saya bersedia dibementikan keikutsertaannya dari kegiatan tersebul. 
Demikian pemyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar - benamya. 

Surabaya, 29 ... Mei 2017 

Yanq Menyatakan, (""' 

M '-~: .,.' T~ER.A11)~}) 

~~V 
(8ambang Suhervadi.S.H.Mhum) 

NIP: 19680928199702 1 001 

II? 
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